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Masa Pandemi Virus Corona: WF/HLebih Mudah dengan
GEOPORTAL KLHK! Menuju Era New Normal?

Oleh: Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.
Kepala Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan, Direktorat IPSDH

A. Pendahuluan

ahun 2020 diawali dengan menyebarnya

wabah virus corona atau yang dikenal

dengan Covid-19 yang terjadi pada
hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali
Indonesia. Untuk mencegah penyebarannya
maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan
Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor 9.A. tahun
2020 tentang Penetapan Status Keadaan
Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit
akibat Virus Corona di Indonesia yang berlaku
selama 32 hari terhitung sejak tanggal 28 Januari
- 28 Februari 2020. Kemudian diperpanjang
dengan Surat Keputusan Kepala BNPB Nomor
13.A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status
Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit akibat Virus Corona di Indonesia yang
berlaku selama 91 hari terhitung sejak tanggal 29
Februari— 29 Mei 2020. Hal ini berdampak pada
berbagai sendi kehidupan baik sosial, ekonomi,
maupun penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik. Dalam rangka menjamin tetap
berlangsungnya proses penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik tanpa
mengabaikan  protokol  kesehatan, telah
diterbitkan Surat Edaran Menteri PAN RB nomor
19 tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja
ASN dalam Upaya Pencegahan Penyebaran
Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.
Menindaklanjuti  surat edaran tersebut,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1 GEOPORTAL KLHK merupakan suatu sistem layanan
informasi publik yang terintegrasi, yang menyediakan DG
dan IG tematik kehutanan dan lingkungan hidup untuk
memberikan layanan akses secara mudah dan cepat, serta
mendorong pemanfaatan dan pengintegrasian DG dan IG
KLHK.

2 Era New Normal adalah perubahan perilaku untuk tetap
menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah
menerapkan protokol kesehatan guna mencegah
terjadinya penularan Covid-19. Yang dimaksud aktifitas
normal dalam artikel ini adalah kebiasaan baru dalam
bekerja untuk menyelenggarakan pemerintahan dan
pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi
informasi tanpa harus melakukan kontak fisik secara
langsung.
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(KLHK) menerbitkan Surat Edaran Menteri LHK
\[e} SE.1/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2020
tentang Pencegahan Penyebaran Covid-19 di
KLHK yang diantaranya mengatur sistem kerja
melalui WFH (Work From Home; bekerja dari
rumah) dan WFO (Work From Office; bekerja
dari kantor) agar penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik tetap
berjalan secara optimal.

WFH mengharuskan adanya pemanfaatan
teknologi informasi, jaringan internet dan data
geospasial yang didukung dengan infrastruktur
jaringan informasi geospasial yang handal dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan publik tanpa harus melakukan tatap
muka/ kontak fisik secara langsung. Kondisi ini
berdampak pada peningkatan pemanfaatan
jaringan informasi geospasial KLHK oleh unit
kerja internal KLHK, Kementerian/Lembaga (K/L)
dan instansi pemerintah lainnya dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik. GEOPORTAL KLHK meliputi Geodatabase®
dan WEBGIS* mampu mendukung pelaksanaan
WFH dengan menyediakan Data Geospasial
(DG)® dan Informasi Geospasial (1G)® yang dapat
dianalisa oleh pengguna berbeda yang berada di
tempat berbeda, untuk tujuan penggunaan
berbeda, dilakukan dengan mudah, dalam waktu
singkat, dan dengan standar yang sama,
sehingga menghindari adanya versi data
berbeda.

3 Geodatabase adalah sistem penyimpanan DG dan IG
yang terstruktur pada media digital.

4 WEBGIS merupakan situs data DG dan IG KLHK yang
memberikan akses terhadap DG dan IG secara mudah
dan cepat

5 Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis,
dimensi, atau ukuran, dan/atau karakteristik objek
alam, dan/atau buatan manusia yang berada di bawabh,
pada, atau di atas permukaan bumi

6 Informasi Geospasial adalah DG yang sudah diolah
sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam
perumusan  kebijakan, pengambilan  keputusan,
dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan
dengan ruang kebumian.




TerIebWMasnya wilayah

territorial NKRI dapat menyebabkan pengurusan
lingkungan hidup dan kehutanan menjadi
rumit/kompleks karena adanya variasi jenis
vegetasi, kondisi ekoregion, dan pola
pengelolaan lahan. Sehingga, perumusan
kebijakan KLHK, baik untuk tujuan perencanaan,
pemberian izin, pengendalian operasional,
pengawasan dan penegakan hukum
membutuhkan |G yang mutakhir, akurat dan
memadai. Sebelumnya pengelolaan DG dan 1G
tersebar pada masing-masing unit kerja lingkup
KLHK yang dibuat dengan standar berbeda.
Tersebarnya data dan tidak jelasnya
keberadaan/pemangku data tersebut
menyebabkan perumusan kebijakan menjadi
terhambat, dan pengambilan keputusan bisa
salah yang berpotensi munculnya tumpang
tindih yang mengakibatkan masalah baru.

Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan (IPSDH) sebagai unit kliring
mengelola seluruh DG dan IG KLHK (terdiri dari
61 IGT yang berasal dari 33 walidata’) menjadi
terpusat melalui sistem GEOPORTAL KLHK
(http://geoportal.menlhk.go.id).  GEOPORTAL
KLHK ini hadir menjadi pusat IG dengan standar
terukur yang sama, disimpan pada satu server
geodatabase, dan disajikan pada satu portal
untuk memenuhi kebutuhan pimpinan dan unit
kerja KLHK, K/L, instansi pemerintah lain, swasta
dan masyarakat. GEOPORTAL KLHK merupakan
mesin yang mengubah DG menjadi map service®
yang ditampilkan secara ringan pada WEBGIS
(http://webgis.menlhk.go.id.). WEBGIS telah
dimanfaatkan oleh kurang lebih
280.230 pengguna yang mengakses
616.530 pageviews setiap bulannya, dengan
estimasi HERINEEN $1,788.00, dan
diperkirakan WEBGIS memiliki nilai $21,754.00
(statshow.com).

GEOPORTAL KLHK ini menjadi kebutuhan
untuk menyediakan DG dan IG yang dapat
dilakukan analisa oleh pengguna berbeda yang
berada di tempat berbeda sehingga sangat
mendukung dalam pelaksanaan WFH selama
pandemi Covid-19. Sistem ini juga dapat
dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan

7 Walidata adalah unit kerja pada simpul jaringan KLHK yang
bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan, dan penggunaan DG dan IG sesuai dengan
tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

8 Map service adalah representasi data geospasial yang

disediakan pada server yang -memungkinkan diakses

'pe{patan Kebijakan Satu Peta (KSP) dan telah

meraih penghargaan Simpul Jaringan |G Terbaik
tingkat K/L tahun 2018 yang diselenggarakan
oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Adanya
DG dan IG termutakhir yang dapat diakses
dengan mudah dan cepat akan mendorong
keputusan dan kebijakan yang tepat untuk
peningkatan tata kelola kehutanan dan
lingkungan hidup berkelanjutan. Pemanfaatan
GEOPORTAL KLHK akan mewujudkan tata
pemerintahan yang efisien, transparan, dan
akuntabel.

Artikel ini akan memberikan gambaran
pemanfaatan GEOPORTAL KLHK sebagai pusat
layanan |G untuk mendukung perumusan
kebijakan  dan program, perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian
pembangunan tingkat pusat maupun daerah
dalam rangka mewujudkan peningkatan tata
kelola kehutanan dan lingkungan hidup
berkelanjutan terutama pada masa pandemi
Covid-19 agar dapat tetap melaksanakan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik melalui sistem kerja WFH.

B. Konsep GEOPORTAL KLHK sebagai Pusat
Informasi Geospasial
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh
setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat
dan tepat waktu, biaya ringan dan sederhana.
GEOPORTAL KLHK  mampu  memberikan
informasi  yang cepat, akurat, terukur,
terstandarisasi dan berkualitas yang dapat
dimanfaatkan dengan mudah, sehingga dapat
menjadi dasar yang mutakhir dan memadai
untuk mengambil tindakan segera dan kebijakan
strategis serta keputusan yang membutuhkan
kajian yang detil. Penyediaan DG dan IG yang
cepat, akurat, terstandar dan transparan
merupakan tools sebagai dasar bertindak dalam
pengambilan keputusan yang menjadi salah satu
unsur dalam tata kelola pemerintahan yang baik.
Tanpa adanya GEOPORTAL KLHK maka akan
terjadi kondisi sebaliknya, yaitu data sulit
ditemukan/dicari  keberadaannya sehingga

dengan komputer atau perangkat lain dengan
menggunakan aplikasi melalui jaringan intranet atau
internet.
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pelayanan infofﬁﬁ’é@i\men}adi lama dan tidak
prima, standar data berbeda-beda dan berada
tersebar pada masing-masing unit kerja yang
memproduksi  data sehingga  berpotensi

WALIDATA

menimbulkan versi data berbeda dan pada
akhirnya berakibat pada adanya tumpang tindih
pengggunaan ELEN sehingga dapat
menghasilkan keputusan yang salah.

« User
« Password

- Windows Server Enterprize
- Arcgis Server

@%?

;/ G-—-
/ﬁ iUpload; 7 hari kerja

© SQLServer / PostzreSQL
Download

+ Windows Storage Server

—
INSTANSTINTERNAL
BUKAN WALIDATA

« User/Password/download
« BPKH/subunitkliring

* Penggunaan Data

+  Data Base Cira
Wind Server

JIGN €

PUBLIK
*  AplikasiWEBGIS (NFMS/Simontana,

« Apiikas: NEMS Sinav, Sinpasdok, AMDAL, Sipongi,

dlr)
* Map Services (WMS)

Gambar 1. Sistem Informasi Geospasial Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

GEOPORTAL KLHK diciptakan untuk
mengintegrasikan seluruh DG dan IG lingkup
KLHK agar dapat dikelola dengan satu standar,
disimpan dalam satu geodatabase dan
disajikan pada satu portal (WEBGIS).
Kemudian, GEOPORTAL KLHK menjadi pusat
sistem yang mengintegrasikan beberapa sistem
informasi geospasial lainnya di KLHK yang
memiliki tujuan pelayanan informasi yang
berbeda dan spesifik (misalnya: Sipongi,
AMDAL.net, SINAY, SIMONTANA, dan
SINPASDOK). GEOPORTAL KLHK memiliki 61 IGT
yang dapat diakses online melalui geodatabase
oleh seluruh walidata dan unit kerja KLHK dan
melayani K/L/instansi pemerintah lain/PEMDA,
kemudian 28 IGT diantaranya di-publish online
dalam format mapservice melalui WEBGIS
untuk diakses oleh publik. 28 IGT tersebut
merupakan tema utama cakupan nasional
berkualitas terbaik.

GEOPORTAL KLHK berpotensi besar
untuk  dikembangkan, diterapkan, dan
diadaptasi oleh sistem yang berbeda oleh
K/L/instansi pemerintah lain maupun negara
lain. Dasar informasi GEOPORTAL KLHK dapat
dimanfaatkan untuk sistem aplikasi lain agar
tidak terjadi duplikasi data yang berbeda dan
menjadikan GEOPORTAL KLHK menjadi pusat
DG dan IG yang sama. Beberapa aplikasi lingkup
KLHK yang sudah menjadikan DG dan IG pada
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GEOPORTAL KLHK sebagai dasar informasinya
yaitu SINAV (Ditjen PSKL), Kawasan Esensial
(Ditjen KSDAE), AMDALnet (Ditjen PKTL),
SINPASDOK (Ditjen PKTL), SIMONTANA (Ditjen
PKTL), SIPONGI (Ditjen PPI). GEOPORTAL KLHK
juga telah terintegrasi dengan Geoportal
Nasional (Inageoportal) dan Geoportal KSP.
Portal Pemerintah daerah dapat juga
diintegrasikan dengan GEOPORTAL/WEBGIS
KLHK.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK
No.P.28/Menlhk/Setjen/ KUM.1/2/2016, KLHK
saat ini telah memiliki 33 satuan kerja
(walidata) yang bertanggung jawab
memproduksi DG dan IG yang berjumlah 61 IGT.
Setiap IGT tersebut dibuat dengan standar yang
berbeda dan dibutuhkan oleh pimpinan dan
unit kerja KLHK, K/L dan instansi lain, swasta,
LSM serta masyarakat. Beberapa DG dan IG
perlu disajikan dengan sangat cepat guna
memberikan  informasi  terbaru  kepada
pimpinan untuk mengambil tindakan segera
(misalnya: lokasi kebakaran hutan dan lahan
indikatif). Beberapa DG dan IG perlu disajikan
dengan sangat detail untuk menghindari
kesalahan dalam pengambilan keputusan
(contoh: program tanah objek reforma agraria).
Keberadaan GEOPORTAL KLHK ini menjadi
kebutuhan untuk dapat menyajikan DG dan 1G
yang diolah oleh walidata berbeda di tempat

J



berbeda uwfberbeda dan di

tempat berbeda pula, dengan mudah, dalam

waktu yang singkat, dan dengan standar yang

sama. Pembangunan sistem GEOPORTAL KLHK
ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Menjadi pusat DG dan IG KLHK dengan
pemutakhiran data yang terukur, terkini,
dan terstandarisasi;

2. Mempercepat penyediaan DG dan IG
kepada pengambil kebijakan/pengguna
data;

3. Penyajian data yang lebih detil, lengkap,
dan akurat untuk menghindari kesalahan
dalam pengambilan keputusan;

4. Memudahkan dan mempercepat akses bagi
walidata maupun pengguna data yang
berbeda di tempat yang berbeda dalam
menggunakan dan menganalisa DG dan IG
dengan standar yang sama;

5. Mendukung pelaksanaan
Kebijakan Satu Peta (KSP).

percepatan

C. Strategi Pengelolaan GEOPORTAL KLHK

Dalam rangka keberlanjutan pengelolaan

GEOPORTAL KLHK diperlukan ketersediaan

sumberdaya sebagai berikut:

1) Penataan regulasi diantaranya vyaitu
Peraturan Menteri LHK
No.P.28/Menlhk/Setjen/  KUM.1/2/2016
tentang Jaringan Informasi Geospasial (JIG)
lingkup KLHK, dan Perdirjen PKTL
No.P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020
tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyebarluasan IG Lingkup KLHK;

2) Penetapan pengelola yaitu Subdit Jaringan
Data Spasial Kehutanan, Direktorat IPSDH
yang terdiri dari 13 ASN dan PPPK bidang
ilmu komputer, geografi dan kehutanan
dengan jenjang D3 - S3 bersama dengan
walidata/unit kerja lingkup KLHK yang
ditetapkan berdasarkan Keputusan
Sekretaris Jenderal KLHK No.SK.
28/PKTL/KUM.1/5/2020 tentang Tim
Pengelola JIG lingkup KLHK;

3) Penyediaan anggaran secara  rutin,
dukungan satker terkait dan lembaga donor
untuk pengelolaan dan pengembangan JIG
serta koordinasi dengan walidata;

4) Pengelolaan dan pemgembangan
GEOPORTAL KLHK harus tercantum dalam
RPJMN dan Renstra KLHK;

“5) Jaminan bahwa sistem ini telah terbukti

dimanfaatkan oleh unit kerja KLHK,
K/L/instansi lain, PEMDA dan masyarakat.

Melihat dinamika kebutuhan DG dan IG
yang terus meningkat terlebih pada masa
pandemi Covid-19 yang tidak memungkinkan
para pihak bertatap muka secara fisik,
GEOPORTAL KLHK akan terus dikembangkan
untuk mempermudah akses data tersebut.
GEOPORTAL KLHK akan mendorong keputusan
dan kebijakan dengan lebih cepat dan akurat,
karena tidak diperlukan waktu untuk mencari
dan melakukan permohonan data kepada
pemangku data. Kebijakan tersebut memiliki
peranan yang besar khususnya pembangunan
di bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang
akan berdampak pada sosial dan ekonomi
secara luas. GEOPORTAL KLHK sebagai pusat
layanan IG mempunyai peran strategis untuk
perencanaan pembangunan dan pelaksanaan
kebijakan di tingkat nasional dan daerah. Peran
GEOPORTAL KLHK sangat penting dalam
mendukung upaya percepatan dan pemerataan
pembangunan di seluruh Indonesia khususnya
bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Proses
perencanaan dan pembangunan di berbagai
sektor, penyediaan infrastruktur dan layanan
sosial dasar bagi masyarakat serta
pembangunan ekonomi memerlukan dukungan
IG. Pentingnya |G dalam pembangunan nasional
diperkuat dengan diterbitkannya PP No. 17
tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses
Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional. Dalam PP ini disebutkan bahwa
RPJMN dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
dijalankan menggunakan pendekatan tematik,
holistik, integratif dan spasial. Oleh karena itu
keberadaan ~ GEOPORTAL  KLHK  dalam
menyediakan |G yang akurat dan terkini
menjadi hal yang sangat penting untuk
meningkatkan efektivitas perencanaan dan
pembangunan terutama untuk mengatasi
kesenjangan pembangunan antar wilayah dan
perencanaan wilayah berbasis kebencanaan.

DG dan IG dengan kualitas / akurasi yang
baik serta dapat diperoleh dengan mudah dan
cepat, akan menjadi bagian penting untuk
menentukan  keputusan dan  kebijakan
pemerintah dalam rangka mendorong efisiensi
dan efektivitas penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan dan pembangunan. Untuk
mendukung kebutuhan DG dan IG dalam skala
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nasional, Kmpaya menyediakan

DG dan IG dengan kualitas terbaik, dengan

melibatkan pemangku kepentingan sebagai

berikut:

1. Pemangku kepentingan vyang berperan
sebagai produsen data:

a) Pemangku kepentingan lingkup KLHK
(seluruh walidata lingkup eselon Il KLHK
adalah produsen data untuk bahan
pengolahan, pemutakhiran dan
penyajian DG dan IG);

b) Pemangku kepentingan K/L dan instansi
pemerintah lainnya;

- LAPAN sebagai produsen data citra
penginderaan jauh;

- BIG sebagai produsen data peta
rupabumi Indonesia; dan penghubung
simpul JIGN

- Kementerian Dalam Negeri sebagai
produsen data wilayah administrasi
pemerintahan;

- Kementerian Pertanian sebagai
produsen IG terkait gambut dan jenis
tanah;

2. Pemangku kepentingan yang berperan
sebagai pengguna informasi:

a) Pemangku kepentingan lingkup KLHK
(pusat & daerah);

b) Pemangku kepentingan K/L/ instansi
pemerintah lain;

c) BIG sebagai bahan penyusunan peta
penutup lahan nasional;

d) BNPB untuk penentuan areal rawan
bencana hidrometeorologi;

e) Kemenko Perekonomian untuk
pelaksanaan percepatan Kebijakan Satu
Peta;

f) PEMDA untuk perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian pembangunan daerah;

g) Perguruan tinggi untuk penelitian;

h) Masyarakat umum sebagai informasi
indikatif.

D. Peran GEOPORTAL KLHK dalam
Peningkatan Tata Kelola Kehutanan dan
Lingkungan Hidup

Keberadaan GEOPORTAL KLHK telah

berdampak positif yaitu diantaranya pengguna

data dimanapun berada baik internal maupun
eksternal KLHK mudah mengakses DG dan IG

yang dibutuhkan. Sebagai contoh masyarakat di

sekitar hutan ingin mengetahui apakah tempat

tinggal dan area/kebun yang dikelolanya masuk
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“dalam kawasan hutan, dapat langsung

mengetahui melalui akses GEOPORTAL dan

WEBGIS KLHK, cukup dengan perangkat yang

dapat membaca website dan akses internet.

Dengan demikian dapat pula mendukung

kejelasan dan kepastian batas kawasan hutan

serta kepastian berusaha oleh masyarakat
sehingga dapat mengurangi potensi konflik
tenurial.

GEOPORTAL KLHK menjadi sistem
informasi geospasial yang memiliki dampak
sangat signifikan, berikut beberapa alasan yang
mendasari, yaitu:

1. GEOPORTAL KLHK dikembangkan dengan
memanfaatkan teknologi informasi sehingga
pimpinan/unit kerja KLHK, K/L dan instansi
pemerintah lain, swasta, serta masyarakat
dapat memanfaatkan DG dan IG berstandar
sama dengan mudah dan dalam waktu yang
singkat;

2. GEOPORTAL KLHK dikembangkan selaras
dengan KSP sehingga diharapkan mampu
menghindari terjadinya duplikasi baik dalam
pembuatan IGT tertentu, proses
permohonan izin pada lokasi yang sama, dan
pengelolaan kegiatan berbeda pada waktu
ENEEINER

3. GEOPORTAL KLHK dikembangkan selaras
dengan Keterbukaan Informasi Publik,
sehingga pengguna/publik dapat
memperoleh informasi yang dibutuhkan
dengan mudah tanpa biaya dan proses
birokrasi yang rumit;

4. GEOPORTAL KLHK dikembangkan selaras
dengan tujuan Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan
Nepotisme karena informasi geospasial yang
disajikan adalah akurat, dapat dipercaya dan
transparan.

GEOPORTAL KLHK sangat berperan pada
peningkatan tata kelola dan penyebarluasan DG
dan IG yang awalnya data tersebar di seluruh
walidata dan unit kerja tanpa standar, kini
menjadi data terstandar dan terpusat.
Memudahkan penyebarluasan data, vyang
sebelumnya melalui permohonan dengan
media CD/eksternalhardisk kini pengguna
dapat mengakses melalui geodatabase dan
website. GEOPORTAL memiliki 61 IGT yang
dikelola dan dimutakhirkan secara rutin oleh 33
walidata. Platform GEOPORTAL dan WEBGIS
KLHK dirancang lebih user friendly agar seluruh




pengguna Man didalam/luar

wilayah Indonesia dapat menggunakannya dan

mempersingkat waktu menjadi lebih efisien,

memastikan data termutakhir, serta jaminan
kualitas data terstandar dan akurat yang
disepakati dan disusun bersama walidata.

GEOPORTAL KLHK bermanfat bagi
pengguna (KLHK, K/L/ instansi pemerintah lain,
PEMDA, Swasta, dan masyarakat) dalam
mendukung perencanaan dan pengambilan
kebijakan sesuai tugas dan fungsi setiap
pemangku kepentingan. GEOPORTAL KLHK
berkolaborasi dengan BIG dan Kemenko
Perekonomian melalui integrasi dengan
Inageoportal KSP. Tersedianya DG dan IG pada
GEOPORTAL KLHK mendukung perencanaan,
proses bisnis dan pengambilan kebijakan
dengan lebih cepat dan mudah, misalnya dalam
telaah teknis pemberian ijin dapat dilakukan
dengan overlay peta yang bersumber dari
server geodatabase dan GEOPORTAL KLHK
sehingga dapat memangkas waktu dan biaya
rapat pembahasan. GEOPORTAL KLHK dapat
memangkas proses birokrasi menjadi jalur
informasi yang cepat, mutakhir, dan dapat
dipercaya. GEOPORTAL  KLHK  mampu
mengurangi waktu dan biaya perjalanan untuk
memperoleh data. Bahkan pada masa pandemi
COVID-19 saat ini yang mengharuskan
diberlakukannya pembatasan sosial berskala
besar (PSBB) dan WFH bagi pegawai
K/L/instansi  pemerintah  lainnya, maka
keberdaaan GEOPORTAL KLHK dirasakan sangat
penting dan bermanfaat untuk memudahkan
pelaksanaan kegiatan, tugas dan fungsi secara
jarak jauh di tempat yang berbeda-beda tanpa
harus melakukan kontak fisik secara langsung
permintaan data maupun rapat pembahasan
sehingga dapat menjamin keberlangsungan
penyelengaraan pemerintahan dan pelayanan
publik.

Berdasarkan monitoring dan evaluasi
dampak, GEOPORTAL KLHK memiliki dampak
positif bagi semua pengguna data di berbagai
sektor dengan indikator yaitu:

1. Pengguna memperoleh data yang akurat
dan mutakhir dengan mudah dan cepat
(tidak menunggu lama karena gangguan
keterbatasan  bandwith internet dan
server/infrastruktur jaringan);

2. Pengguna pemerintah telah memanfaatkan
61 IGT terkini dalam geodatabase untuk
merumuskan program dan kebijakan untuk

mendukung  peningkatan tata kelola
pemerintahan, kehutanan, lingkungan hidup
dan pembangunan nasional;

3. Publik/Masyarakat telah mendapatkan
informasi (28 IGT pada WEBGIS) KLHK yang
terkini dan transparan;

4. GEOPORTAL KLHK telah terintegrasi dengan
InaGeoportal untuk mendukung
pelaksanaan KSP dalam proses kompilasi,
sinkronisasi dan pemutakhiran data (11 IGT
dan penambahan 20 IGT baru tahun 2020).

Dalam rangka menjamin
keberlangsungan GEOPORTAL KLHK dalam
memberikan dampak positif bagi semua
pengguna data, maka GEOPORTAL KLHK
dievaluasi secara berkala melalui konsultasi
dengan BIG, rapat tim pengelola JIG dengan
unit kerja terkait, dan saran masyarakat/publik
sebagai pengguna layanan WEBGIS KLHK
melalui feedback pada website dan email guna
meningkatkan pelayanan informasi yang prima
dan terpercaya. Hal yang menjadi perhatian
adalah peningkatan bandwith internet dan
server/ infrastruktur jaringan untuk memenuhi
besarnya kebutuhan publik dalam mengakses
sistem ini, peningkatan kualitas data dan
pemutakhirannya sesuai kondisi terbaru untuk
memenuhi kebutuhan KLHK, K/L, instansi lain,
PEMDA, serta untuk memudahkan
pemutakhiran data KSP pada Inageoportal.
Selain itu perlu penambahan IGT yang disajikan
pada WEBGIS dan fitur analisis spasial online
bagi publik untuk meningkatkan keterbukaan
informasi.

E. Penutup

GEOPORTAL KLHK hadir untuk menjawab
kebutuhan penyediaan DG dan IG yang cepat,
akurat, terkini dan terintegrasi sebagai bentuk
inovasi untuk membantu pengguna
(pemerintah dan publik) dalam memanfaatkan
DG dan IG. Sistem GEOPORTAL KLHK ini
menyediakan DG dan |G berstandar sama yang
dapat digunakan / analisa oleh pengguna
berbeda, di tempat berbeda, dan untuk
penggunaan berbeda, dengan mudah dan
dalam waktu singkat, sehingga sangat
mendukung pelaksanaan WFH selama pandemi
Covid-19 untuk menjamin keberlangsungan
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik. Saat ini dan masa yang akan datang
pemanfaatan GEOPORTAL KLHK yang didukung
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dengan inerﬁyang handal akan

menjadi kebutuhan dan prasyarat setiap K/L
dan instansi pemerintah untuk menghadapi
dampak Covid-19 yang belum akan segera
menghilang dari kehidupan masyarakat
sehingga mengharuskan kita untuk hidup
berdampingan dengan Covid-19 melalui sistem
WFH dalam penyelenggaraan pemerintahan
dan pelayanan publik menuju tatanan
kehidupan baru masyarakat atau new normal.

GEOPORTAL KLHK diharapkan mampu
meningkatkan partisipasi pengguna dalam
pemanfaatan data dan informasi geospasial
untuk mendukung penyelenggaraan negara
yang baik, transparan, efektif, efisien, dan
akuntabel. Dalam rangka meningkatkan
keterbukaan  informasi  kepada  publik
khususnya pengguna bukan pemerintah maka
GEOPORTAL KLHK perlu dikembangkan dari sisi
penambahan fitur analisis spasial beberapa IGT
tertentu secara online yang dapat dilakukan
mandiri oleh pengguna dengan output tabel
dan peta (JPEG/PDF).
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Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK)

Oleh: Giska Parwa Manikasari
(Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan)

erdapat beberapa kepentingan umum

yang membutuhkan kawasan hutan

seperti  kegiatan  penelitian  dan
pengembangan kehutanan, penyelenggaraan
pembelajaran, maupun kegiatan yang dilakukan
untuk kepentingan religi dan budaya setempat
dan penerapan teknologi tradisional. Untuk
memenuhi kepentingan tersebut, Pemerintah
dapat menetapkan kawasan hutan tertentu
untuk tujuan khusus sesuai amanat Undang-
undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Penetapan kawasan hutan dengan tujuan
khusus (KHDTK) tersebut diperlukan untuk
kepentingan umum seperti penelitian dan
pengembangan (Litbang Kehutanan),
pendidikan dan latihan (Diklat Kehutanan),
serta religi dan budaya dengan tidak mengubah
fungsi pokok kawasan hutan, yaitu fungsi
konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi.

Amanat UU tersebut di atas kemudian
diterjemahkan dalam peraturan MenLHK yaitu
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.15/MenLHK/Setjen/
Kum.1/5/2018 tentang Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus. Pengelolaan KHDTK adalah
sistem pengelolaan hutan lestari, komprehensif,
mandiri dan terpadu yang melibatkan berbagai
disiplin keilmuan untuk tujuan penelitian dan
pengembangan kehutanan, pendidikan dan
pelatihan kehutanan, serta religi dan budaya.

Secara umum KHDTK dirinci sebagai
berikut:

1) KHDTK Litbang Kehutanan adalah kawasan
hutan vyang ditetapkan oleh Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk
penelitian dan pengembangan kehutanan
guna peningkatan pengurusan hutan dan

peningkatan nilai tambah hutan serta hasil
hutan.

2) KHDTK Diklat Kehutanan adalah kawasan
hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK
untuk pendidikan dan pelatihan kehutanan
guna mendorong peningkatan kualitas
sumber daya manusia kehutanan yang
terampil, profesional, berdedikasi, jujur
serta amanah dan berakhlak mulia, yang
mampu menguasai serta mampu
memanfaatkan dan mengembangkan ilmu
pengetahuan  dan  teknologi  dalam
pengurusan hutan.

3) KHDTK Religi dan Budaya adalah kawasan
hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK
untuk religi dan budaya guna menjaga dan
memelihara fungsi religi dan budaya yang
memperhatikan  sejarah  perkembangan
masyarakat, kelembagaan adat dan
kelestarian hutan dan ekosistem.

Selain itu, pembangunan Kebun Raya
yang berada dalam kawasan hutan juga harus
diajukan sebagai KHDTK.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2010 tentang  Penelitian  dan
Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan
Kehutanan, KHDTK dapat berupa hutan
konservasi, hutan lindung, atau hutan produksi
yang ditunjuk secara khusus oleh Menteri untuk
keperluan litbang, diklat, serta untuk
kepentingan sosial, religi, dan budaya dengan
tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan
yang bersangkutan. KHDTK dapat ditetapkan
pada semua fungsi kawasan hutan kecuali pada
cagar alam dan zona inti taman nasional
dengan ketentuan sebagaimana tersaji pada
Tabel 1.
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Tabel 1.Ketentuan Pembagian KHDTK

No | Lokasi Penetapan KHDTK

Ketentuan Penetapan KHDTK

Ketentuan Luas Penetapan
KHDTK

1 a. semua fungsi kawasan | a. tidak
hutan kecuali pada

kehutanan; atau

c. kawasan hutan vyang
telah  dibebani izin
pemanfaatan hutan,
setelah dikeluarkan
dari area kerjanya.

mengubah  fungsi | a.
pokok kawasan hutan;
cagar alam dan zona | b. tidak mengubah bentang

penataan areal KPH.

pada areal KPH, paling
banyak 5% (lima per
seratus) dari luas setiap

inti taman nasional; lahan pada hutan konservasi KPH;

b. kawasan hutan yang atau hutan lindung; b. pada provinsi yang luas
telah dibebani hak | c. penutupan hutannya bukan kawasan hutan di atas
pengelolaan oleh berupa hutan primer; dan 30% (tiga puluh per
badan usaha milik | d. ditetapkan menjadi seratus) dari luas daerah
negara bidang zona/blok  khusus dalam aliran  sungai, pulau

dan/atau provinsi, paling
luas 500 (lima ratus)
hektar;

c. pada provinsi yang luas
kawasan hutan sama
dengan atau kurang dari
30% (tiga puluh per
seratus) dari luas daerah
aliran  sungai, pulau
dan/atau provinsi, paling
luas 100 (seratus) hektar;
dan

d. untuk 1 (satu) unit KHDTK
Religi dan Budaya, paling
luas 10 (sepuluh) hektar.

Penetapan dan Rencana Pengelolaan KHDTK

Penetapan KHDTK ditetapkan oleh Menteri
berdasarkan permohonan. Permohonan
sebagaimana dimaksud dapat diajukan untuk
kepentingan KLHK dan di luar KLHK.
Kepentingan KLHK diajukan oleh Kepala Badan
dan Direktur Jenderal sementara permohonan
di luar KLHK dapat diajukan oleh pimpinan
perguruan tinggi, lembaga penelitian dan

pendidikan  bidang kehutanan, lembaga
masyarakat umum, dan lembaga keagamaan.
Dalam  hal  Menteri  menetapkan

keputusan KHDTK, Pengelola KHDTK dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak
penetapan keputusan KHDTK wajib
menyelesaikan tata batas areal KHDTK dengan
supervisi Balai Pemantapan Kawasan Hutan
(BPKH). Berdasarkan hasil tata batas areal
KHDTK tersebut, Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama
Menteri menetapkan Areal KHDTK. Areal
KHDTK vyang telah ditetapkan tersebut
kemudian dikelola oleh pengelola KHDTK.
Pengelolaan KHDTK sendiri meliputi:

1) perencanaan KHDTK;

2) pelaksanaan kegiatan KHDTK,
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3) kerjasama pengelolaan KHDTK;

4) pemanfaatan hutan pada areal KHDTK;

5) pembangunan sarana dan prasarana
pendukung KHDTK; dan

6) pelaporan pengelolaan KHDTK.

Dalam melaksanakan pengelolaan KHDTK
tersebut, pengelola wajib melaksanakan:
1) perlindungan hutan untuk mencegah dan
membatasi kerusakan hutan dan lingkungan;
2) konservasi hutan dan keanekaragaman
hayati;
3) rehabilitasi hutan;
4) melakukan pemeliharaan batas areal KHDTK;
5) mengkoordinasikan  pengelolaan KHDTK
dengan instansi yang menangani kehutanan
setempat; dan
6) melaksanakan
KHDTK.

pelaporan pengelolaan

Pengelolaan KHDTK

Secara ringkas pengelolaan KHDTK dapat
diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan KHDTK

Perencanaan KHDTK sebagaimana dimaksud di
atas dilakukan melalui kegiatan inventarisasi
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hutan, penataan areal; penyusunan rencana
pengelolaan. Rencana pengelolaan, baik
rencana pengelolaan jangka panjang 20 (dua
puluh) tahun, rencana pengelolaan jangka
menengah 5 (lima) tahun, maupun rencana
pengelolaan jangka pendek 1 (satu) tahun
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dan
penataan areal. Inventarisasi hutan bertujuan
untuk mengetahui kondisi potensi biofisik hutan
dan lingkungannya di areal KHDTK. Sementara
itu, penataan areal dilakukan dengan membagi
KHDTK dalam blok dan petak vyang
mempertimbangkan  kondisi  biofisik  dan
kegiatan KHDTK vyang akan dikembangkan
berdasarkan hasil inventarisasi hutan (Narasi ini
dimasukkan di bagian yang saya sarankan
diatas).

2. Pelaksanaan Kegiatan KHDTK dan Kerja
Sama

Pengelola KHDK sesuai dengan Pasal 34 UU No
41 Tahun 1999 dapat berupa masyarakat
hukum adat, lembaga pendidikan, lembaga
penelitian, maupun lembaga sosial dan
keagamaan baik dalam lingkungan KLHK
maupun di luar. Pengelola KHDTK wajib
melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana
pengelolaan.

Pelaksanaan kegiatan akan berbeda
untuk masing-masing jenis KHDTK. Pelaksanaan
kegiatan KHDTK Litbang Kehutanan meliputi
kegiatan penelitian dasar, penelitian terapan,
penelitian kebiajakan, dan/atau pengembangan
eksperimental; pelaksanaan kegiatan KHDTK
Diklat  Kehutanan meliputi diklat teknis
kehutanan dan/atau diklat fungsional
kehutanan; dan pelaksanaan kegiatan Religi
dan Budaya setempat meliputi kegiatan yang
menjaga, mempertahankan dan memelihara
fungsi Religi dan Budaya sesuai dengan sejarah
perkembangan masyarakat dan kelembagaan
adat.

Pelaksanaan kegiatan KHDTK Litbang dan
Diklat Kehutanan paling sedikit meliputi bidang:
a. Perencanaan kehutanan;

b. Pengelolaan kehutanan;

c. Pengawasan;

d. Perlindungan sistem penyangga kehidupan;
e. Pengawetan keanekaragaman jenis

tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
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f. Tata hutan dan
pengelolaan hutan;
Pemanfaatan hutan;
Penggunaan kawasan hutan;

Rehabilitasi hutan dan reklamasi;
Perlindungan hutan dan konservasi alam;
Sumber daya manusia kehutanan; dan
Peraturan perundang-undangan.

penyusunan rencana

Dalam pelaksanaannya, pengelola dapat
melakukan kerja sama dengan pihak lain
(pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi,
kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha,
koperasi, masyarakat, atau lembaga
internasional). Kerja sama tersebut disusun
dalam naskah perjanjian kerja sama vyang

disetujui oleh Direktur Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan atas
pertimbangan teknis dari Kepala Badan

Penelitian, Pengembangan dan Inovasi (BLI),
untuk kerjasama di bidang Litbang Kehutanan
dan  Kepala Badan  Penyuluhan dan
Pengembangan  Sumber Daya  Manusia
(BP2SDM), untuk kerjasama dibidang Diklat
Kehutanan.

3. Pemanfaatan Hutan pada Areal KHDTK
Pada dasarnya KHDTK tidak untuk skema
pemanfaatan hutan, karena skema
pemanfaatan hutan oleh suatu pihak dilakukan
dengan skema pemberian ljin
Pemenfaatanhutan, Namun Peraturan Menteri
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018  tentang
Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus, hal itu
dimungkinkan dengan batasan-batasan
tertentu.

Kegiatan Pemanfaatan hutan pada areal
KHDTK dilakukan pada areal pemanfaatan
KHDTK dan luasnya paling banyak 10% dari luas
KHDTK. Kegiatan Pemanfaatan hutan di luar
areal pemanfaatan KHDTK hanya dapat
dilakukan untuk pemungutan hasil hutan bukan
kayu, pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata
alam setelah mendapat persetujuan dari
Menteri LHK.

Pemanfaatan hutan pada areal KHDTK
meliputi:
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Tabel 2.Jenis Pemanfaatan Hutan yang dimungkinkan pada Areal KHDTK yang berfungsi HP dan HL

No Hutan Produksi

Hutan Lindung

Pemanfaatan kawasan

Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Pemanfaatan dan pemungutan hasil
bukan kayu

hutan

Pemungutan hasil hutan bukan kayu

3 Pemanfaatan jasa lingkungan dan wisata alam

Pengelola KHDTK wajib menyusun laporan
pengelolaan KHDTK secara berkala setiap 1
(satu) tahun sekali untuk disampaikan kepada
Menteri. Berdasarkan hasil laporan, dilakukan
pembinaan, monitoring, dan evaluasi oleh
Kepala BLI untuk KHDTK Litbang Kehutanan,
Kepala BP2SDM untuk KHDTK Diklat Kehutanan,
serta Dirjen PSKL dan Gubernur untuk KHDTK
Religi dan Budaya.

4. Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pendukung KHDTK

Pembangunan sarana dan prasarana KHDTK
dilakukan untuk mendukung pengelolaan
KHDTK. Pembangunan tersebut meliputi
jaringan listrik, instalasi listrik, jaringan air,
gedung dan bangunan yang penunjang kegiatan
KHDTK, dan sarana dan prasarana lain yang
digunakan untuk kegiatan perlindungan,
pengembangan dan pemanfaatan KHDTK.
Pembangunan sarana prasarana dilakukan
sesuai dengan ketentuan fungsi kawasan hutan
dengan luasan paling luas 10% (sepuluh per
seratus) dari luas KHDTK.

5. Pelaporan Pengelolaan KHDTK

Dalam  melakukan  pengelolaan  KHDTK,
pengelola KHDTK wajib menyusun laporan
pengelolaan KHDTK secara berkala setiap 1
(satu)  tahun sekali. Laporan pengelolaan
tersebut disampaikan kepada Menteri, dengan
tembusan kepada: a. Direktur Jenderal
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; b.
Kepala Badan Litbang dan Inovasi, untuk KHDTK
Litbang Kehutanan; c. Kepala Badan Penyuluhan
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
untuk KHDTK Diklat Kehutanan; dan d.
Gubernur.

Pembinaan, Monitoring, dan Evaluasi

Berdasarkan hasil laporan pengelolaan KHDTK,
dilakukan pembinaan, monitoring, dan evaluasi
yang dilaksanakan oleh: a. Kepala BLI untuk
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KHDTK Litbang Kehutanan; b. Kepala BP2SDM
untuk KHDTK Diklat Kehutanan; dan c. Direktur
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan
Lingkungan dan Gubernur, untuk KHDTK Religi
dan Budaya.

Jangka Waktu dan Hapusnya KHDTK

KHDTK berlaku sepanjang masih sesuai dengan
kriteria dan tujuan penetapan KHDTK vyang
diberikan oleh Menteri LHK. KHDTK hapus dan
berakhir apabila dikembalikan kepada Menteri
dan/atau dikenakan sanksi administrasi berupa

pencabutan  berdasarkan  hasil  evaluasi.
Hapusnya KHDTK  tidak  membebaskan
pengelola  KHDTK untuk  menyelesaikan

kewajiban, paling lama 2 (dua) tahun sejak
ditetapkan hapusnya KHDTK oleh Menteri LHK.

Sanksi  berupa KHDTK
diberikan apabila:

1. Terjaditindak pidana kehutanan;

2. Terdapat kegiatan yang bertentangan
dengan tujuan pemberian KHDTK;

3. Kerja sama tanpa persetujuan;

4. Terjadi pindah tangan areal KHDTK kepada
pihak ketiga tanpa persetujuan Menteri;
dan/atau

5. Tidak dilaksanakannya kewajiban sebagai
pengelola KHDTK.

pencabutan

Pembiayaan KHDTK

Pembiayaan KHDTK yang dikelola oleh instansi
pemerintah dapat bersumber dari APBN, APBD,
dan/atau sumber dana lainnya yang sah dan
tidak mengikat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Saat ini terdapat 83 KHDTK yang terdiri
atas 36 KHDTK penelitian dan pengembangan,
34 KHDTK pendidikan dan pelatihan, 2 KHDTK
religi dan budaya, serta 9 KHDTK Kebun Raya
dengan rincian tersaji pada Tabel 3. Terdapat
beberapa SK KHDTK yang mengesahkan lebih
dari 1 lokasi KHDTK.
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Tabel 3.Rekapitulasi KHDTK s.d Januari 2020

Jenis KHDTK
= o Litbang Diklat Kehutanan Religi dan Budaya Kebun Raya
Kehutanan

1 | Bali 1 1
2 | Banten 1

3 | Bengkulu 2

4 | D.l. Yogyakarta 2 1

5 | Gorontalo 1

6 | Jawa Barat 7 5

7 | Jawa Tengah 3 2 1
8 | Jawa Timur 2 3

9 | Kalimantan Barat 1

10 | Kalimantan Selatan 3 1

11 | Kalimantan Tengah 2 1 1
12 | Kalimantan Timur 3 4 1
13 | Nusa Tenggara Barat 1 3 1 1
14 | Nusa Tenggara Timur 2 2 1
15 | Riau 1 2

16 | Sulawesi Selatan 3 2

17 | Sulawesi Tengah 2

18 | Sulawesi Tenggara 1
19 | Sulawesi Utara 1 1
20 | Papua Barat 1

21 | Sumatera Selatan 4 1
22 | Sumatera Utara 3 1

Jumlah KHDTK 38 34 2 9

Sumber data :

Sub Direktorat Informasi Spasial dan Dokumentasi, Direktorat Rencana, Penggunaan dan

Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Ditjen PHTL, KLHK

Dari 83 KHDTK di atas, 44 KHDTK telah
dilakukan penetapan sementara 39 KHDTK
lainnya masih berstatus penunjukan. Delapan
dari 44 KHDTK dilakukan penetapan setelah
PermenLHK  Nomor  P.15/MenlLHK/Setjen/
Kum.1/5/2018 Tentang Kawasan Hutan dengan
Tujuan Khusus diundangkan, sementara 36
KHDTK lainnya ditetapkan sebelum PermenlLHK
tersebut diundangkan.

Penutup
Mencermati uraian tersebut di atas, dapat
ditarik catatan penting bahwa para pengelola
pasca penetapan KHDTK harus melakukan
kegiatan meliputi:

1. Kewajiban menyelesaikan tata batas areal
KHDTK dalam jangka waktu paling lama 1
(satu) tahun sejak penetapan keputusan
KHDTK.
Pelaksanaan KHDTK

pengelolaan sesuai

dengan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan.

. Dapat bekerja sama dengan pihak lain
dengan

tidak memindahtangankan
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pengelolaannya baik sebagian
seluruhnya kepada pihak lain.
Penyusunan rencana pengelolaan jangka
panjang 20 (dua puluh) tahun; rencana
pengelolaan jangka menengah 5 (lima)
tahun; dan rencana pengelolaan jangka
pendek 1 (satu) tahun.

Kewajiban menyusun laporan pengelolaan
KHDTK secara berkala setiap 1 (satu) tahun
sekali.

Mendapatkan pembinaan, monitoring dan
evaluasi dari Kementerian LHK.

maupun

Referensi

Undang-undang No 41 Tahun
Kehutanan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 93
Tahun 2011 tentang Kebun Raya

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010
tentang Penelitian dan Pengembangan, Serta
Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.15/MenLHK/Setjen/Kum.1/5/2018
tentang Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-
[1/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan.

1999 tentang
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. ‘ | //A7
JIGAmzHutan Lestari, Lingkungan Hidup Terjaga

Oleh: Doni Nugroho, S.Hut., M.T., M.P.P.
Kepala Sub Direktorat Jaringan Data Spasial Kehutanan, Direktorat IPSDH

A. Pendahuluan

elamatkan hutan dan lingkungan hidup

dengan informasi geospasial". Tidak

berlebihan bila jargon tersebut menjadi
semangat setiap perimba dalam mengurus
hutan dan mengelola lingkungan hidup sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap unit kerja untuk
mewujudkan hutan lestari, lingkungan hidup
terjaga dan masyarakat sejahtera. Kebutuhan
data geospasial (DG)?> dan informasi geospasial
(1G)® yang akurat, cepat dan mutakhir semakin
meningkat seiring dengan pesatnya
pembangunan baik di sektor kehutanan
maupun di luar sektor kehutanan. Dalam rangka
memenuhi kebutuhan tersebut dan sesuai
amanat Peraturan Presiden Nomor 27 tahun
2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial
Nasional (JIGN), Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (KLHK) bertanggung jawab
terhadap ketersediaan DG dan IG lingkup KLHK.
KLHK cq. Direktorat Inventarisasi dan
Pemantauan Sumber Daya Hutan (IPSDH)
bertugas melakukan kegiatan pengumpulan,
pemeliharaan dan pemutakhiran DG,
melakukan pertukaran dan penyebarluasan DG
dan 1G, menyediakan |G yang dapat diakses
oleh masyarakat, membangun sistem akses DG
dan IG yang terintegrasi dengan sistem akses

1 JIGASTA TAAT; Jaringan Informasi Geospasial
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terintegrasi, Akurat, Aman dan Transparan. Suatu
sistem penyelenggaraan pengelolaan DG dan IG
lingkup KLHK secara bersama, tertib, terukur,
terintegrasi  dan  berkesinambungan  serta
berdayaguna.

Data Geospasial (DG) adalah data tentang lokasi
geografis, dimensi, atau ukuran, dan/atau
karakteristik objek alam, dan/atau buatan
manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas
permukaan bumi.

3 Informasi Geospasial (IG) adalah DG yang sudah
diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat
bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan
keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang
berhubungan dengan ruang kebumian.
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JIGN. Sebagai tindak lanjut Perpres Nomor 27
tahun 2014 tersebut, ditetapkan Peraturan
Menteri LHK No. P.
28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016 tentang
Jaringan Informasi Geospasial lingkup KLHK,
yang diantaranya menetapkan Unit Kliring* DG
dan IG adalah Direktorat IPSDH, serta walidata®
adalah setiap Unit kerja setingkat Eselon Il
lingkup KLHK.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri LHK
No. SE.4/Menlhk/PKTL/KUM.1/11/2016 tentang
Pemberian Data dan Informasi Spasial Lingkup
KLHK diatur bahwa pemberian data dan
informasi spasial LHK dalam format shapefile
kepada pihak pengguna di luar KLHK harus
melalui Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan (PKTL) cq. Dit. IPSDH. Dalam rangka
penertiban konsistensi data dan informasi LHK
yang diberikan kepada para pihak pengguna
data dan informasi spasial telah terbit SE
Menteri LHK No.
SE.3/MENLHK/PKTL/PLA.1/4/2017 tentang
Penggunaan dan Penyebarluasan IG LHK yang
mengatur hal-hal diantaranya adalah
penyebarluasan Data dan Informasi Spasial LHK
dilaksanakan oleh Direktorat IPSDH, Direktorat
Jenderal PKTL. Memperhatikan kedua SE
tersebut, Direktorat IPSDH harus meningkatkan
kinerja untuk memberikan pelayanan informasi
yang cepat, akurat dan terkini kepada pengguna
melalui penguatan sistem dan kelembagaan,
penataan regulasi, pengembangan SDM, serta
peningkatan teknologi, infrastruktur jaringan
dan anggaran.

4 Unit Kliring adalah unit kerja pada simpul jaringan
KLHK  yang  bertanggung  jawab  dalam
penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan
DG dan IG.

> Walidata adalah unit kerja pada simpul jaringan
KLHK  vyang  bertanggung jawab  dalam
pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan
penggunaan DG dan IG sesuai dengan tugas,
fungsi dan kewenangannya masing-masing.

—_—
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Era M1 4.0 memiliki

konsekuensi salah satunya adafah tingginya
kebutuhan DG dan IG yang harus diantisipasi
dengan jaminan ketersediaan DG dan IG
nasional yang akurat, dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan standar

serta mudah diakses oleh berbagai pihak
melalui media internet (geoportal) untuk
memenuhi  berbagai kebutuhan pengguna
dalam rangka mendukung kegiatan
perencanaan dan pembangunan di berbagai
bidang khususnya pengelolaan lingkungan
hidup dan pengurusan hutan baik tingkat
nasional maupun daerah. Kondisi tersebut
mengharuskan dilakukannya pengembangan

dan penyempurnaan penyelenggaraan JIG KLHK
yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan.
Artikel ini akan memberikan gambaran
mengenai penyelenggaraan JIG lingkup KLHK
yang terintegrasi dengan JIGN untuk
mendukung perumusan kebijakan dan program,
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunan tingkat pusat maupun daerah.

B. Kondisi Penyelenggaraan JIG KLHK

IG  mempunyai peran strategis  untuk
perencanaan pembangunan dan pelaksanaan
berbagai kebijakan di tingkat nasional dan
daerah. Peran |G LHK sangat penting dalam
mendukung upaya percepatan dan pemerataan
pembangunan di seluruh wilayah Indonesia
khususnya bidang lingkungan hidup dan
kehutanan. Proses perencanaan dan
pembangunan di berbagai sektor, penyediaan
infrastruktur serta layanan sosial dasar bagi
masyarakat serta pembangunan ekonomi
memerlukan dukungan |G dalam berbagai
format.  Pentingnya peran IG  dalam
pembangunan nasional diperkuat dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 17
tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses

Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Nasional.
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Dalam PP ini disebutkan bahwa Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan
Rencana Kerja Pemerintah dijalankan
menggunakan pendekatan tematik, holistik,
integratif dan spasial. Oleh karena itu
ketersediaan IG yang akurat dan terkini manjadi
hal yang sangat penting untuk meningkatkan
efektivitas perencanaan dan pembangunan
terutama untuk mengatasi  kesenjangan
pembangunan antar wilayah dan perencanaan
wilayah berbasis kebencanaan.

Dalam rangka menjamin tersedianya IG
dalam JIG KLHK yang terintegrasi dengan JIGN
untuk mendukung Kebijakan Satu Peta, dan
memperhatikan Permen LHK Nomor P.
28/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2016, telah
dibangun  JIG KLHK  sebagai  sistem
penyelenggaraan DG dan IG lingkup KLHK yang
yang terintegrasi, aman, akurat dan transparan/
mudah diakses. Setiap walidata mengelola dan
mengupdate DG dan IG yang menjadi tanggung
jawabnya serta mengunduh DG dan IG lainnya
dalam format geodatabase berbasis jaringan,
secara bersama dan terintegrasi dengan alamat:

ftp.//dbspasiall.menlhk.go.id atau
ftp://dbspasial2.menlhk.go.id. Gambaran
penyelenggaraan JIG KLHK disajikan

sebagaimana pada Gambar 1. Sampai dengan
Januari 2020, jumlah tematik DG dan IG lingkup
KLHK yang tersedia dalam server geodatabase®
di Direktorat IPSDH dan dikelola bersama
antara unit kliring dan walidata adalah
sebanyak 61 unsur tematik (IGT) yang berasal
dari 33 walidata lingkup KLHK, sebagaimana
Tabel 1.

® Server geodatabase adalah sistem penyimpanan
Data dan Informasi Geospasial yang terstruktur
pada media digital.

—
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PENYELENGGARA JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL KLHK
PermenLHK No P.28/Menlhk/Setjen/ KUM.1/2/2016

TUGAS :

melaksanakan penyimpanan,
pengamanan, dan
penyebarluasan DG dan IG yang
bersumber dari Walidata

melakukan penyebarluasan DG dan IG
yang diselenggarakannya melalui
Jaringan Informasi Geospasial
Nasional sesuai dengan peraturan
perundangan yang berlaku
membangun, memelihara, dan
menjamin keberlangsungan sistem
akses DG dan IG yang
diselenggarakannya

melakukan koordinasi dengan
Walidata dalam penyimpanan,
pengamanan, dan penyebarluasan DG
dan IG beserta metadatanya
melakukan monitoring terhadap DG
dan IG pada basis data geospasial

melakukan pengaturan akses walidata dan
pengguna data ke basis data geospasial

TUGAS :

« melaksanakan pengumpulan,
pengolahan, penyimpanan dan
pemutakhiran DG dan IG sesuai
dengan tugas, fungsi dan
kewenangannya masing-masing
mengacu kepada peraturan yang
berlaku

» melakukan pengelolaan metadata DG
dan IG di bidangnya masing-masing

- menyampaikan DG dan IG dan
metadata di bidangnya masing-masing
kepada Unit Kliring

» melaporkan kondisi DG dan IG yang
menjadi tanggung jawabnya ke Unit

Kliring setiap bulan dan setiap terjadi
perubahan atau pemutakhiran DG dan
1G

+ Akses melihat dan mengubah DG dan IG
yang menjadi tanggung jawabnya

+ Akses melihat dan mengunduh DG dan
IG lain yang bukan tanggung jawabnya

Gambar 1. Penyelenggaraan Jaringan Informasi Geospasial KLHK

Tabel 1. Ketersediaan DG dan IG Lingkup KLHK

IGTPADA DATABASE SPASIAL LHK WALIDATA
Dit. KUH
Dit. KUH
3. PelepasanKHuntuk Perkebunan (Des 2019) Dit. KUH
4 PelepasanKH untuk Transmigrasi (Des 2019) Dit. KUH
5. TORA(Okt 2019) Dit. KUH
6. Rekalkulasi Batas Kawasan (Des 2019) Dit. IPSDH
7. Penutupan Lahan (Apr 2019) Dit.IPSDH
& Deforestasi (Jun2019) Dit. IPSDH
9. PIPPIB (Sep 2019) Dit. IPSDH
Dit.IPSDH
Dit. IPSDH
12. Kluster Dit. IPSDH
13. Reforestasi (Jun 2019) Dit. IPSDH
14. KPHL dan KPHP (Sep, 2019) Dit. RPPWPH
15, KPHK({Okt 2019) Dit. RPPWPH
16, liin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Nov 2019) Dit. RPPWPH
Dit. RPPWPH
18. RKTN 2011-2030 (Sep, 2019) Dit. RRPWPH
19. PIAPSIV(Sep2019) Dit. RPPWPH
20. EkoregionDarat (2016) Dit. PDLKWS
21. Wilayah Ekoregion Laut (Agst 2018) Dit. PDLKWS
22. Karakteristik Wil Ekoregion (Agst 2018) Dit. PPDLKWS
23. DayaDukung Daya Tampung Air (Apr 2019) Dit. PDLKWS
24, AMDAL(2019) Dit. PDLUK
25. UKLUPL(2019) Dit. PDLUK
26, Adendum AMDAL (2019) Dit. PDLUK
27.  Arahan Pemanfaatan Hutan Produksi (Des 2019) Dit. KPHP
Dit. KPHP
Dit. KPHP
Dit. KPHP
31. IUP Jasa lingkungan (2014) Dit. UJLHHBK

32

34.
35.
36.
37.

Keterangan: **cetak warna merah merupakan IGT Kebijakan Satu Peta (KSP)
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Januari 2020

C. Pengembangan JIG KLHK dengan Prinsip
TAAT
Untuk peningkatan pelayanan IG maka
penyelenggaraan JIG KLHK harus memenuhi
prinsisp TAAT yaitu Terintegrasi, Akurat, Aman
dan Transparan. JIG KLHK harus terintegrasi
dengan JIGN untuk memudahkan pertukaran
dan penyebarluasan DG dan IG antar instansi
pemerintah. Basis data pada walidata harus
terintegrasi dengan server geodatabase pada
unit  kliring untuk mempermudah dalam
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IGTPADA DATABASE SPASIAL LHK WALIDATA
liin Usaha Pemanfaatan Kawasan [2014) Dit. UILHHBK
Dit. PKPS
Hak Pengelolaan Hutan Desa (Okt 2019) Dit. PKPS
Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (Okt 2019) Dit. PKPS
IUP Hutan Kemasyarakatan (Okt 2019) Dit. PKPS
Pengakuan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Okt 2019) Dit. PKPS
Dit. PKTHA
Dit. PKTHA
Profil Kawasan Konservasi (Jan 2019 Dit. PIKA
Blok Kawasan Konservasi (Jan 2019) Dit. PIKA
Sebaran Satwa (Okt 2019) Dit. PIKA
Daerah Penyangga (Jan2017) Dit. KKH
Lahan Kritis (2018) Dit. PEPDAS
Dit. PEPDAS
Potensi Banjir Limpasan (2015 Dit. PEPDAS
Potensi Rawan Longsor (2015) Dit. PEPDAS
Rawan Erosi (2018) Dit. PEPDAS
Realisasi RHL (2018) Dit. KTA
Mangrove (2018) Dit. KTA
Zonasi Benih (2014) Dit. Perbenihan TH
Indikatif Danau Indonesia (Jan 2019) Dit. PKPD
Daerah Tangkapan Air Danau (Jan 2019) Dit. PKPD
SebaranHotspot (2019) Dit. PKHL
Indikatif area kebakaran lahan dan hutan (2018) Dit. PKHL
Kerentanan Perubahan Iklim (2014) Dit. AP
Wilayah Pengukuran Kinerja REDD (Nov 2019) Dit. IGRK
Kesatuan Hidrologi Gambut (2017) Dit. PKG
Fungsi Ekosistem Gambut (2017) Dit. PKG
Hutan Penelitian (Jan 2017) Setbalitbang
Peta Kawasan Ekosistem Esensial (Okt 2019) Dit. BPEE
pemutakhiran, pemantauan, penjaminan

kualitas dan pertukaran DG dan IG. UPT Balai
Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga harus
memiliki basis data dan informasi geospasial
(server) yang terintegrasi dengan server
geodatabase di unit kliring sehingga DG dan IG
yang digunakan dalam setiap perencanaan,
pelaksanaan dan pengendalian kegiatan di
daerah mengacu pada satu peta yang sama
dengan pusat.




DG deaikan walidata

kepada unit kliring untuk selanjutnya disimpan
dan dikelola dalam geodatabase harus akurat
dan terpercaya kebenarannya, terstruktur
sesuai dengan Kamus Data Geospasial LHK’, dan
terkini sesuai dengan kondisi perkembangan
data terbaru. DG dan IG yang disimpan dalam
geodatabase unit kliring, walidata dan BPKH
harus dijaga keamanan dan kerahasiaannya
melalui pembuatan user dan password serta
penandatanganan  pakta integritas  bagi
pengelola JIG. Penyajian dan penyebarluasan
DG dan IG harus transparan dan memberikan
kemudahan akses bagi para pengguna.

Dalam rangka mewujudkan keempat
prinsip tersebut, maka keberhasilan
penyelenggaraan JIG KLHK yang TAAT dalam
rangka penyediaan |G yang cepat dan terkini
sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:
a) penataan regulasi dan  penguatan
kelembagaan; b) standarisasi dan peningkatan
kualitas data; c) pengembangan teknologi dan
infrastruktur jaringan; dan d) pengembangan
kapasitas SDM pengelola JIG. Keempat
prasyarat tersebut dapat tercapai bila
mendapat dukungan anggaran vyang cukup
memadai. Keempat syarat tersebut akan
diuraikan lebih rinci pada paragraf berikutnya.

1. Penataan  Regulasi dan  Penguatan
Kelembagaan
Dalam rangka penataan regulasi dan

penguatan kelembagaan penyelenggara JIG
KLHK, perlu dilakukan revisi PermenlLHK No.
P.28/2016 untuk mengakomodir dinamika
perubahan jenis IG LHK dan walidata yang
memproduksi DG dan IG lingkup KLHK, serta
meningkatkan/mengoptimalkan  peran dan
tanggungjawab walidata dalam pemutakhiran
DG dan IG yang akurat dan terkini. Muatan
PermenlLHK P.28/2016 harus diperluas dengan
memasukan semua unsur prasyarat
penyelenggaraan JIG vaitu kelembagaan dan
SDM penyeleggara JIG, standarisasi data,

7 Kamus Data Geospasial merupakan panduan untuk
penyusunan data geospasial yang sistematis yang
memuat nama unsur, deskripsi, dasar hukum,
nama walidata dan field atribut tiap tematik,
sehingga ~memudahkan dalam  penyusunan

geodatabase secara fisik .

“pengembangan

sistem dan
infrastruktur  jaringan, serta  mekanisme
penyelenggaraan JIG yang meliputi
pengumpulan, penyimpanan, pengamanan,
pemutakhiran dan penyebarluasan DG dan IG.
Kesiapan penyediaan dan penyajian IG oleh unit
kliring kepada pengguna sangat dipengaruhi
oleh peran walidata dalam memproduksi dan
mengupdate DG dan |G secara aktif dan rutin
sesuai dengan kondisi perubahan data terbaru.
Oleh karena itu, perlu penguatan tim
penyelenggara JIG KLHK vyang ditetapkan
berdasarkan keputusan pejabat berwenang
KLHK, terutama dalam hal pelaksanaan tugas
dan wewenang unit kliring dan walidata dalam
rangka menghasilkan DG dan |G yang akurat
dan terkini. Mekanisme pengelolaan dan
penyebarluasan DG dan IG juga perlu diatur
agar pelaksanaannya lebih efektif, konsisten
dan berhasil guna melalui Peraturan Dirjen PKTL
Nomor P.4/PKTL/SETDIT/KUM.1/3/2020
tentang Pedoman Pengelolaan dan
Penyebarluasan IG Lingkup KLHK.

teknologi,

Pedoman tersebut dimaksudkan untuk
mengoptimalkan penyelenggaraan JIG KLHK
yang terintegrasi, akurat, aman dan transparan
dalam rangka mendukung pengurusan hutan
lestari dan pengelolaan lingkungan hidup.
Sedangkan tujuannya adalah memberikan
pedoman bagi Unit kliring dan Walidata dalam
pengelolaan dan penyebarluasan DG dan IG
sehingga dapat meningkatkan pelayanan Unit
kliring dalam penyebarluasan DG dan IG yang
tertib, konsisten dan cepat, dengan tetap
memperhatikan aspek validitas, keamanan, dan
kerahasiaan serta dapat
dipertanggungjawabkan  sesuai  peraturan
perundang-undangan.

2. Standarisasi dan Peningkatan Kualitas Data
Standarisasi dan peningkatan kualitas data
harus dilakukan oleh penyelenggara JIG untuk
menghasilkan DG dan |G vyang akurat,
berkualitas dan dapat dipercaya sebagai
sumber informasi dalam perumusan kebijakan,
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan. Salah satu upaya yang dilakukan
oleh unit kliring diantaranya adalah melakukan
quality assurance/penjaminan mutu DG dan IG
yang berasal dari walidata  sebelum
dipublikasikan kepada pengguna. Penyusunan
dan pemutakhiran DG dan IG oleh walidata

—

16

Volume 18 Edisi I Tahun 2020



harus diIeng?p?d’engaﬁ~metada‘ca8 untuk

membantu mengorganisasi dalam mengelola
data, menghindari adanya duplikasi karena data
yang sudah dibuat tercatat dengan baik dan
diketahui, dan untuk mengetahui lokasi
penyimpanan DG dan cakupan areal yang
dipetakan.

Penyusunan dan pemutakhiran DG dan IG

juga harus mengacu pada Kamus Data
Geospasial LHK yang telah ditetapkan (telah
dibuat template otomatis pada server

geodatabase), sehingga memudahkan dalam
penyusunan geodatabase secara fisik dan
struktur DG, mempermudah pertukaran data
antara produsen dan pengguna, mempermudah
dalam verifikasi, validasi dan integrasi data oleh
unit kliring, serta untuk kemudahan analisa data
spasial. Dalam rangka mengoptimalkan upaya
tersebut, perlu koordinasi intensif antar
walidata dengan unit kliring melalui rapat
pembahasan dan asistensi teknis pengelolaan
DG dan IG.

3. Pengembangan Teknologi dan Infrastruktur
Jaringan
Dalam rangka pengelolaan, pertukaran dan
penyebarluasan |G yang transparan dan mudah
diakses pengguna, diperlukan pengembangan
teknologi dan infrastruktur jaringan vyang
handal. Pada saat ini kondisi jaringan di KLHK
dalam hal mengupload dan mendowload data
geospasial masih lambat sehingga untuk
mengupdate (upload) DG dari unit walidata
terkadang masih dilakukan secara manual

dengan mengantarkan data tersebut ke unit
kliring (Direktorat IPSDH) untuk dilakukan
update data oleh unit kliring. Kondisi

infrastruktur baik Jaringan dan Server yang ada
saat ini masih diperlukan perbaikan baik
penggantian hardware maupun software untuk
meningkatkan kemampuannya dalam melayani

8 Metadata didefinisikan sebagai data yang berisikan
informasi mengenai satu atau beberapa aspek
mengenai data. Secara mudah metadata dapat
diartikan sebagai “data mengenai data”. Metadata
umumnya ditampilkan dalam format dokumen
Extensible Markup Language (XML), yang berisikan
informasi dasar mengenai data tersebut. Biasanya
menampilkan data siapa, apa, kapan, dimana,
mengapa dan bagaimana dari sumber data
tersebut. i
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~ pemutakhiran,

pertukaran, berbagi dan
penyebarluasan DG dan IG.

IG KLHK dapat diakses melalui
http://geoportal.menlhk.go.id  yang  telah
mengintegrasikan  portal data geospasial
lingkup KLHK antara lain SIMONTANA, Sipongi,
dan Webgis KLHK®. Geoportal KLHK merupakan
mesin  yang mengubah DG  menjadi
mapservice’® sehingga data tersebut dapat
ditampilkan secara ringan pada aplikasi
WebGIS. WebGIS KLHK didukung oleh
keberadaan Geoportal sebagai mesin converter
DG untuk dapat ditampilkan dalam format
website sehingga dapat mudah diakses dan
dimanfaatkan oleh pengguna pada alamat

webgis.menlhk.go.id.

Dalam rangka peningkatan pelayanan
dan keterbukaan informasi publik maka
diperlukan pengembangan fitur analisa spasial
pada WebGIS KLHK untuk dapat melakukan
proses-proses analisis non spasial (tabulasi) dan
geospasial baik dalam format vector maupun
raster melalui jaringan intranet dan internet.
Melalui fitur ini dapat menghasilkan output
berupa peta dan tabulasi/grafik hasil analisis.
Pengembangan fitur ini diharapkan dapat
memberikan kemudahan bagi para pengguna
baik internal maupun external KLHK untuk
melakukan analisa data geospasial
(vector/raster) dan data non spasial (tabulasi),
sehingga dapat meningkatkan pelayanan
informasi geospasial dan keterbukaan informasi
publik dalam mendukung berbagai bidang
kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan
daerah. Pengembangan ini tentunya harus
diawali dengan penyiapan infrastruktur,
regulasi, kualitas data yang akurat dan tidak
tumpang tindih sehingga tidak berimplikasi
pada permasalahan hukum.

dan IG KLHK
DG dan IG
mendorong
DG dan IG

° WebGIS KLHK merupakan situs DG
yang memberikan akses terhadap
secara mudah dan cepat, serta
pemanfaatan dan pengintegrasian
KLHK.

Map service adalah representasi DG yang
disediakan pada server yang memungkinkan
diakses dengan komputer atau perangkat lain
dengan menggunakan aplikasi melalui jaringan
intranet atau internet.

10
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SeIainM&paya peningkatan

pelayanan kepada pemerintah daerah maka
dapat dilakukan integrasi portal atau JIG daerah
dengan WebGIS KLHK untuk pertukaran dan
penggunaan DG dan |G secara bersama dan
realtime dalam perencanaan dan pelaksanaan
pembangunan kehutanan di tingkat daerah.
Integrasi portal ini dapat dilakukan dengan
syarat; a) Pemerintah Daerah telah memiliki JIG
dan lembaga pengelolanya yang telah disahkan,
b) memiliki infrastruktur jaringan dan SDM
pengelola, dan c) mengajukan permohonan

~Kementerian

LHK. Permohonan integrasi
ditindaklanjuti dengan penandatanganan
perjanjian keamanan data (security agreement)
antara Direktur IPSDH selaku Unit kliring
Kementerian LHK dengan pengelola JIG daerah.
Dalam rangka peningkatan efektifitas dan
efisiensi pelayanan penyebarluasan DG dan IG
di daerah, BPKH diberi kewenangan membantu
unit kliring untuk melayani penyebarluasan DG
dan IG di daerah sesuai wilayah kerjanya yang
bersumber dari server geodatabase Unit kliring,
khusus DG dan |G yang terkait dengan tugas

untuk mengintegrasikan dengan JIG pokok dan fungsi BPKH.
INPUT PROSES OUTPUT
i#wcu: Dat.
§ e

Gambar 2. Kerangka Konsep Pengembangan WebGlIS KLHK untuk Analisa Spasial

4. Pengembangan Kapasitas SDM

Persyaratan terakhir untuk mewujudkan JIG
KLHK TAAT adalah pengembangan kapasitas
SDM pengelola JIG KLHK. SDM yang kompeten
dan berkualitas memiliki peran sangat penting
dalam mewujudkan keberhasilan terciptanya
JIG. Menurut Badan Informasi Geospasial/BIG
(2014), SDM pengelola JIG harus memiliki
pengetahuan meliputi: a) Pengetahuan tentang
DG dan 1G, misalnya tentang survei dan
pemetaan, sistem referensi geospasial, dan
penginderaan jauh; b) Pengetahuan tentang
pengolahan dan pengelolaan DG dan IG berupa
sistem basisdata, sistem informasi geografis,
kartografi digital; c) Pengetahuan tentang
infrastruktur data spasial/infrastruktur
informasi geospasial (IDS/1IG): berupa konsep
dan prinsip 1IG, metadata, interoperabilitas,
standar DG, data utama (fundamental dataset),
integrasi data; dan d) Pengetahuan tentang

jaringan internet dan teknologi informasi:
berupa komputer dan pemrograman, jaringan
(WAN dan LAN), Internet GIS. Untuk pembinaan
karir, staf pengelola JIG diarahkan untuk
mengikuti jalur jabatan fungsional yang relevan,
yaitu: bidang survei dan pemetaan, bidang
pranata komputer, dan bidang perencana.
Dalam rangka peningkatan kapasitas
kompetensi SDM maka staf pengelola JIG harus
mengikuti pelatihan atau kursus secara rutin
melalui penyedia pelatihan misalnya Balai Diklat
BIG, Pusat Pengembangan Infrastruktur Data
Spasial (PPIDS), beberapa universitas, atau
lembaga kursus swasta.

Tingkat keahlian SDM yang dibutuhkan
dapat dikelompokkan menjadi 3 level: operator,
teknisi dan ahli (BIG, 2014). Operator
bertanggung jawab pada operasional perangkat
keras dan lunak untuk proses produksi dan

-
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penyebarluMmelalui IIG. Teknisi

diperlukan untuk memastikan bahwa spesifikasi
teknis, standar, dan teknologi pendukung
berbagi pakai (misalnya standar, piranti lunak
diseminasi peta, piranti lunak penyimpanan
metadata, konektivitas internet) berjalan efektif
pada 1IG. Ahli diperlukan untuk melakuan
proses perencanaan dan pengembangan
aktivitas berbagi pakai memanfaatkan I1G.

Dalam rangka peningkatan kemampuan
JIG KLHK saat ini diperlukan tenaga ahli bidang
Jaringan Komputer (Network Engineer) dan
Analyst, dan bidang Programmer/Developer
dan Database. Tenaga ahli Jaringan Komputer
dan Analyst diperlukan untuk melakukan survei

dan identifikasi kebutuhan sistem terkait
kondisi eksisting infrastruktur dan jaringan,
melakukan  evaluasi dan pengembangan

pendekatan solusi terkait dengan infrastruktur
dan jaringan serta keamanannya, merancang
desain jaringan dan infrastruktur berdasarkan
spesifikasi yang telah ditetapkan baik LAN
maupun WAN, melakukan instalasi, konfigurasi,

pengujian, pemantauan, dan respon
permasalahan terhadap jaringan dan
infrastruktur, membuat dokumentasi

infrastruktur jaringan, membuat design rules
untuk setiap wuser yang tergabung dalam
network, memastikan setting yang benar

“terhadap switch, wireless, personal computer,

workstation dan server.

Tenaga ahli Programmer/Developer dan
Database diperlukan untuk
membangun/mengembangkan software atau
aplikasi terutama pada tahap construction
dengan melakukan coding dengan bahasa
pemprograman yang ditentukan, mendesain
user interface agar lebih menarik dan serasi
secara visual dan user friendly,
mengimplementasikan requirement dan desain
proses bisnis ke komputer  dengan
menggunakan algoritma/logika dan bahasa
pemprograman, melakukan testing terhadap
software atau aplikasi bila diperlukan,
merancang dan membangun database dalam
sebuah sistem, merekomendasikan solusi
terbaik dalam implementasi database baik
dalam hal software RDBMS (Relational
Database = Managemant  System) tertentu
seperti Oracle, SQL Server, PostgreSQL maupun
hardware dan memelihara database agar dapat
berjalan dengan baik dan optimal.

Gambaran konsep pengembangaan JIG
KLHK yang terintegrasi, akurat, aman dan
transparan sebagaimana pada uraian diatas
disajikan pada Gambar 3.

KONSEP Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial KLHK _TAAT_

Menyimpan, Mengamankan,

Pakta Integritas

|

User;
Password

)

Melaporkan,
Unggah,
Template

otomatis
sesuai
Kamus DG

Update,
Unduh
User;
Password

Lihat &
unduh

BPKH
Terintegrasi, Akurat, Aman, Transparan

INTERNAL KLHK . Pengaturan 1. Penguatan Regulasi
Memeriksa, Memantau, atribut dan kelembagaan
Sermohonan-> . Menyebarluaskan KEMENTERIAN/LEMBAGA 2. Pengembangan
VIO W - Juw sistem dan jaringan
KLIRING «RERGURUANTINGGI 3. Peningkatan
€Permohonan vPEMDA (DINAS, KPH) infrastruktur/sarpras

Unit Kliring Pengaturan

€Permohonan SHP ‘ vPEMDA (DINAS, KPH) W

EKSTERNAL KLHK

4. Peningkatan kualitas
data
5. Peningkatan SDM
vKEMENTERIAN/LEMBAGA

vPEMDA (DINAS, KPH)
vPERGURUAN TINGGI
vSWASTA

vLSM

vMASYARAKAT

Integrasi
portal
daerah

S<ovwe>-—-Y

OUTPUT:

Analisa spasial

melalui >Tabel Analisa

>Peta JPG

WebGIS

atribut

Gambar 3. Konsep Pengembangan Jaringan Informasi Geospasial KLHK
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D. Penutup\i,,

Pengembangan JIG KLHK merupakan langkah
yang harus dan segera dilakukan dalam rangka
menyediakan DG dan IG yang akurat dan terkini
secara cepat dan mudah diakses untuk
mendukung pengambilan keputusan yang cepat
dan tepat, misalnya pembangunan program
strategis ENIIEIR perencanaan dan
pembangunan IKN, perencanaan wilayah
berbasis kebencanaan, dan penanganan atau
mitigasi bencana alam (banjir, longsor,
kebakaran hutan dan lahan). Peningkatan
layanan |G secara online dalam jaringan
(geoportal) yang mudah diakses oleh pengguna
dan aman menjadi hal yang penting dan
strategis untuk segera dilakukan oleh unit
kliring sebagai dasar perencanaan untuk
mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan
pengurusan hutan lestari. Strategi yang dapat
dilakukan oleh pengelola JIG KLHK untuk
mewujudkan visi/ tujuan tersebut adalah a)
penataan regulasi dan penguatan kelembagaan
JIG; b) standarisasi dan peningkatan kualitas
data; c¢) pengembangan teknologi dan
infrastruktur  jaringan; d) pengembangan
kapasitas SDM pengelola JIG; dan e) dukungan
anggaran yang cukup memadai.
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Analisa Potensi Tegakan Hasil Enumerasi Klaster Hutan Mangrove
di UPT Tahura Ngurah Rai Provinsi Bali

Oleh: Nyoman Erry Setiawan
Surveyor Pemetaan Muda pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VIII Denpasar

Pendahuluan

enurut Undang-Undang No.41 tahun

1999 tentang Kehutanan, hutan

adalah suatu kesatuan ekosistem

berupa hamparan lahan berisi sumber daya
alam hayati yang didominasi pepohonan dalam
persekutuan alam lingkungannya, yang satu
dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
Sedangkan mangrove adalah vegetasi hutan
yang tumbuh di antara garis pasang surut,
tetapi juga dapat tumbuh pada pantai karang,
pada dataran koral mati yang diatasnya
ditimbuni selapis tipis pasir atau ditimbuni
lumpur atau pantai berlumpur (Cahyo S., 2007).
Ekosistem hutan mangrove Dbersifat
kompleks dan dinamis, namun labil. Dikatakan
kompleks karena ekosistemnya disamping
dipenuhi oleh vegetasi mangrove, merupakan
habitat berbagai satwa dan biota perairan.
Bersifat dinamis karena hutan mangrove dapat
tumbuh  dan berkembang terus serta
mengalami suksesi sesuai dengan perubahan
tempat tumbuh alaminya. Dikatakan Ilabil
karena mudah sekali rusak dan sulit untuk pulih

kembali seperti sediakala (C.Anwar dan
H.Gunawan, 2006).
Fungsi hutan mangrove dapat

digolongkan menjadi tiga macam, yaitu fungsi
fisik, fungsi ekologis dan fungsi ekonomis.
Fungsi hutan mangrove secara fisik diantaranya:
menjaga kestabilan garis pantai dan tebing
sungai dari erosi atau abrasi, mempercepat
perluasan lahan dengan adanya jerapan
endapan lumpur yang terbawa oleh arus ke
kawasan hutan mangrove, mengendalikan laju
intrusi air laut sehingga air sumur di sekitarnya
menjadi lebih tawar, melindungi daerah di
belakang mangrove dari hempasan gelombang,
angin kencang dan bahaya tsunami (Setiawan,
2013).

Salah satu lokasi hutan mangrove di
Provinsi Bali adalah di Kawasan Hutan Prapat
Benoa (RTK.10). Kawasan hutan Prapat Benoa
ditetapkan menjadi Taman Hutan Raya
berdasarkan  Surat  Keputusan  Menteri
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Kehutanan No.544/Kpts-11/1993 tanggal 25
September 2003 dengan luas 1.373.50 ha.
Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan
Keputusan Menteri Kehutanan No. 107/Kpts-
/2003 tanggal 24 Maret 2003 vyang
mengamanatkan bahwa penyelenggaraan tugas
pembantuan pengelolaan Taman Hutan Raya
Ngurah Rai yang meliputi pembangunan,
pemeliharaan, pemanfaatan dan
pengembangannya dilaksanakan oleh Gubernur
Bali. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah
(PERDA) Provinsi Bali No. 02 Tahun 2008

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah, pada pasal 195
menetapkan Organisasi Dinas Kehutanan

Provinsi Bali, yang terdiri dari Kepala Dinas,
Sekretaris, 4 Bidang dan 4 UPT (Unit Pelaksana
Teknis), satu diantaranya adalah UPT Taman
Hutan Raya (TAHURA) Ngurah Rai.

Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH)
sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat
Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata
Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan memiliki tugas dan  fungsi
diantaranya melaksanakan Inventarisasi Hutan
skala Nasional di wilayah, mengumpulkan dan
mengolah data informasi sumber daya hutan
(SDH) dan sumber daya alam untuk neraca
sumber daya hutan (NSDH) dan neraca sumber
daya alam. Salah satu komponen /HN adalah
pengumpulan data lapangan melalui
pembuatan Temporary Sample
Plots/Permanent Sample Plots (TSP/PSP) yang
biasa disebut dengan kegiatan enumerasi/re-
enumerasi. Pada tahun 2019, BPKH Wilayah VIII
Denpasar melaksanakan kegiatan Enumerasi
Klaster hutan mangrove di 2 (dua) lokasi pada
wilayah UPT Tahura Ngurah Rai Provinsi Bali.
Kegiatan Enumerasi Klaster hutan mangrove
merupakan salah satu kegiatan prioritas dari
Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan untuk mendapatkan data
potensi tegakan mangrove yang ada di dalam
kawasan hutan sebagai bahan pertimbangan
untuk kebijakan pengelolaan hutan selanjutnya.

PLANZ:



Tujuan Kegiatan

Kegiatan pengolahan dan analisa data hasil
enumerasi  bertujuan untuk  menyajikan
informasi potensi sumber daya hutan berupa
jenis vegetasi, volume, dan indeks nilai penting
tegakan mangrove di wilayah UPT Tahura
Ngurah Rai.

Metode

1. Pengumpulan Data

Data vyang digunakan adalah data dari
Permanent Sample Plot (PSP) pada 2 klaster
hasil Enumerasi Hutan Mangrove di UPT Tahura
Ngurah Rai. PSP setiap klaster berbentuk bujur
sangkar (50 m x 50 m) memiliki luas 0,25
hektar, terdiri dari 16 Record Unit (RU)
dengan ukuran masing-masing RU
12,5 m x 12,5 m dengan luas masing-masing
0.0156 hektar. Dengan demikian total luas PSP
untuk 2 klaster yang diteliti adalah 0,5 hektar.
Masing-masing PSP diukur parameter tegakan

dan  tempat tumbuh  (tahapan dan
prosedur pengukuran parameter
seperti  prosedur plot permanen  NFI).
Parameter tegakan yang diukur

adalah sebagai berikut:

a. Pada sub plot radius 1 m, dicatat jumlah dan
jenis permudaan tingkat semai (seedlings)
yaitu mulai dari anakan tumbuh sampai
dengan tinggi 1,5 m.

b. Pada sub plot radius 2 m, dicatat jumlah dan
jenis permudaan tingkat sapihan (saplings)
yaitu mulai dari anakan tinggi >1,5 m sampai
dengan diameter 4,9 cm dbh.

c. Pada sub plot radius 2,5 m, diukur dan
dicatat diameter seluruh jenis permudaan
tingkat tiang (poles) yaitu mulai dari anakan
dengan diameter 5,0 cm s.d. diameter 9,9
cm dbh.

d. Pada sub plot 12,5 m x 12,5 m, diukur
diameter, jenis, tinggi banir, tinggi bebas
cabang dan tinggi total tingkat pohon serta
kualitas dan kelas pohon yang kemudian
dicatat pada tallysheet.

Jenis pohon dicatat dalam nama lokal

setempat dan selanjutnya
dikonversi/konsistensi ke  dalam nama
perdagangan dan nama botani dengan

menggunakan daftar nama jenis (list of trees).
Pengelompokan jenis kayu didasarkan pada
Keputusan Menteri Kehutanan No.163/Kpts-
[1/2003 tanggal 26 Mei 2003, tentang
Jenis Kayu sebagai Dasar

Pengelompokan
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Pengenaan luran Kehutanan, dan untuk jenis-
jenis kayu vyang dilindungi didasarkan atas
Keputusan Menteri Pertanian No.
54/Kpts/Um/2/1972 dan Keputusan Menteri
Kehutanan No. 261/Kpts 1V/1990 tentang
Kelompok Kayu Dilindungi.

2. Penghitungan Potensi Tegakan

Potensi tegakan dinyatakan dalam jumlah
batang (N/Ha) dan volume kayu rata-rata per
hektar (m3/Ha). Jumlah batang dihitung
berdasarkan kelompok jenis dan kelompok
diameter. Volume pohon dihitung dengan
menggunakan rumus:

V = Vmdit.f
Dimana:

V : volume pohon bebas cabang (m?)

d : diameter (cm)

t : tinggi pohon bebas cabang (m)

f : faktor bentuk (ditetapkan 0,6)

Tt :phi (3,14)

Penyajian potensi tegakan dibedakan
berdasarkan kelompok jenis dan kelompok
diameter (Dbh) dengan interval 10 cm.
Pengelompokan dimulai dari diameter 10 cm
dengan susunan berikut 10 — 19,9 cm, 20 - 29,9
cm, 30 — 39,9 cm, 40 — 49,9 cm dan 50 cm
keatas.

3. Indeks Nilai Penting (INP)

Indeks Nilai Penting (INP) adalah parameter
kuantitatif yang dipakai untuk menyatakan
tingkat dominansi (tingkat penguasaan) spesies-
spesies dalam suatu komunitas tumbuhan
(Soegianto, 1994). Spesies-spesies  yang
dominan dalam suatu komunitas tumbuhan
akan memiliki indeks nilai penting (INP) yang
tinggi, sehingga spesies yang paling dominan
tentu memiliki INP yang paling besar.

INP mencerminkan kedudukan ekologi
suatu jenis dalam komunitasnya, yang berguna
untuk menetapkan tingkat dominasi suatu jenis
terhadap jenis lainnya dalam suatu komunitas
tumbuhan.

INP dihitung berdasarkan jumlah dari
kerapatan relatif (Kr), frekuensi relatif (Fr) dan
dominasi relatif (Dr) yang dinyatakan dalam
rumus :

Untuk tingkat semai dan pancang adalah:

INP =KR + FR

Sedangkan untuk tingkat tiang dan pohon
adalah:

INP = KR + FR +DR
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Kerapatan, frekuensi,—dominasi serta
indeks nilai penting suatu jenis, dihitung dengan
menggunakan rumus-rumus sebagai berikut:

a. Kerapatan Suatu Jenis
Kerapatan merupakan banyaknya individu
suatu jenis per satuan luas areal contohnya
yang biasanya dinyatakan dalam jumlah
individu per hektar atau dirumuskan :
Jumlah Individu

Kerapatan (K) =
Luas Petak Contoh

Sedangkan kerapatan jenis relatif
dirumuskan:
Kerapatan Suatu Jenis
KR = X100%
Kerapatan Seluruh Jenis

b. Frekuensi Suatu Jenis
Frekuensi menunjukan kemampuan
penyebaran suatu jenis vegetasi di seluruh
areal yang diteliti. Nilai frekuensi tersebut

diperoleh dari rumus:
Jumlah ditemukan suatu Jenis

Frekuensi (F) =
Jumlah Seluruh Petak Contoh

Sedangkan frekuensi relatife dirumuskan:
Frekuensi Suatu Jenis

FR = X100%
Frekuensi Seluruh Jenis

c. Dominasi Suatu Jenis

Dominasi merupakan tingkat penguasaan

tempat tumbuh oleh suatu jenis pohon,

biasanya dinyatakan melalui luas bidang

dasarnya. Dominasi ini hanya dihitung pada

tingkat tiang dan pohon. Nilai dominasi

dihitung dengan menggunakan rumus :

LBD Suatu Jenis
Dominansi (D) =
Luas Petak Contoh
Sedangkan dominasi jenis relatif

dirumuskan:
Dominansi Suatu Jenis

DR = X 100%
Dominansi Seluruh Jenis

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pengolahan data PSP pada 2

klaster hasil kegiatan Enumerasi Hutan

Mangrove secara umum kondisi vegetasi hutan

mangrove Tahura Ngurah Rai dapat diuraikan

berdasarkan jenis vegetasi yang ditemukan,
Sedangkan untuk potensi tingkat pohon
diperoleh volume bebas cabang (Vbc)
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potensi tegakan dalam jumlah batang dan
volume kayu rata-rata per hektar serta indek
nilai penting jenisnya sebagai berikut:

a.

Jenis Vegetasi

Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui
pada 2 klaster enumerasi hutan mangrove
terdapat 4 jenis tegakan seperti tersaji pada
Table 1.

Tabel 1 : Jenis Mangrove yang ditemukan

No. Nama Lokal Nama Jenis
1. | Prapat Sonneratia alba
2. | Jangkah Rhizophora apiculata
3. | Truntun Lamnitzera racemosa
4. | Sia Sia Putih Bruguiera parviflora
b. Potensi Tegakan Mangrove

Potensi tegakan berdasarkan hasil survei
dari 2 lokasi klaster hutan mangrove dapat
diketahui jumlah batang dari masing-masing
tingkat pertumbuhan.

Tabel 2 :Tingkat Pertumbuhan Jenis Mangrove

. ) Famil Jml.
No. | Tingkat lenis amtly .
Batang
Jangkah | Rhizophora 6
apiculata
1. | Semai Prapat Sonneratia 8
alba
NERE! Bruguiera 2
putih parviflora
Jangkah | Rhizophora 2
apiculata
2. | Sapihan Prapat Sonneratia 35
alba
Truntun Lamnitzera 8
racemosa
Jangkah | Rhizophora 23
3. | Tiang apiculata
Prapat Sonneratia 17
alba
Jangkah | Rhizophora 81
apiculata
4. | Pohon
Prapat Sonneratia 194
alba
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sebesar 25,01 m3/ha dan jumlah batang (N)
sebesar 275 individu terdiri dari jenis




(N) sebanyak 81 individu. Adapun hasil
perhitungan volume untuk tingkat pohon
disajikan pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Sonneratia alba sebesar 21,55 m3/ha
dengan jumlah batang (N) sebanyak 194
individu serta jenis Rhizophora Apiculata
sebesar 3,46 m3/ha dengan jumlah batang

Tabel 3 : Volume Tingkat Pohon pada Setiap Jenis Mangrove.

No. | Nama Lokal Nama Jenis Family Jumlah Batang Volume
(N) (m3/ Ha)
1. | Prapat Sonneratia alba Sonneratiaceae 194 21,55
2. | Jangkah Rhizophora Rhizophoraceae 81 3,46
apiculata

Tabel 4 : Rekapitulasi Hasil Perhitungan Volume Tingkat Pohon (Trees) Berdasarkan Kelas Diameter

KELAS DIAMETER (Cm) JUMLAH
NO | NAMA JENIS 10 -19,9 20-29,9 30-39,9 40 UP
N \" N Vv N Vv N \" N \"
1 |Jangkah 79 3,20 2 0,25 81 3,46
2 |Prapat 128 6,56 59 10,86 4 2,02 3 2,10 194 21,55
JUMLAH 207 9,77 61 11,12 4 2,02 3 2,100 275 25,01
Dari Tabel 3 di atas, terlihat bahwa volume c. Indek Nilai Penting (INP)

tertinggi tegakan tingkat pohon adalah jenis
Sonneratia alba dengan nilai sebesar 21,55
m3/ha, diikuti oleh jenis Rhizophora
apiculata dengan nilai sebesar 3,46 m3/ha.

Indeks Nilai Penting pada masing masing
tingkat pertumbuhan disajikan padat Tabel
berikut ini.

Tabel 5 : INP Hasil Perhitungan Tingkat Anakan (Seedling)

NO.| Nama Jenis [—2omiah | Jumlah K KR | F | FR | INP
Petak Batang
1 |Jangkah 3 6 1.194,27 | 37,50 0,19 | 30,00 67,50
Prapat 5 8 1.592,36 | 50,00 0,31 | 50,00 100,00
3 |[Sia sia putih 2 2 398,09 | 12,50 0,13 20,00 32,50
JUMLAH A 16 3.184,71 100 0,63 100 200
Tabel 6 : INP Hasil Perhitungan Tingkat Pancang (Sapling)
NO. |Nama Jenis|-22mah | Jumlah |\ KR F FR INP
Petak | Batang
1 |Jangkah | 2 49,76 4,44 0,03 6,67 11,11
2 |Prapat 12 35 870,82 77,78 0,38 80,00 | 157,78
3 |Truntun 2 8 199,04 17,78 0,06 13,33 31,11
JUMLAH : 45 1.119,63 100 0,47 100 200
Tabel 7 : INP Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Tiang (Poles)
NO. | Nama Pohon S L K KR F FR )] DR INP
Petak | Batang | LBDS
Jangkah 9 23 0,11 366,24 | 57,50 028] 5625 1,721 57,05 170,80
2 |Prapat 7 17 0,08 270,70 | 42,50 022] 4375 130 4295] 12920
JUMLAH 40 0,19 636,94 | 100 0,50 100 3,02 100 300
PILLA/N- /@) (G 24 Volume 18 Edisi I Tahun 2020




Tabel 8 : INP Rekapitulasi Hasil Perhitungan Tingkat Pohon (Trees)

Jumlah Jumlah
NO. | Nama Pohon Petak |Batang| LBDS | Volume K | KR F FR ) DR | INP
1 |Jangkah 14 81 1,06 3,46 812945 0,88 | 46,67 1,06 | 1591 92,03
Prapat 16 194 5,600 21,56 194 70,55 | 1,00 | 53,33 | 5,60 | 84,09 | 207,97
JUMLAH 275 6,66 25,01 275| 100 | 1,88 | 100 | 6,66 | 100 300
Tabel 9 : Indeks Nilai Penting (INP) Tertinggi berdasarkan Tingkat Pertumbuhan
Tingkat Pertumbuhan Nama Jenis Jumlah Individu [\
Semai Sonneratia alba 8 100,00
Rhizophora apiculata 6 67,50
Bruguiera parviflora 2 32,50
Pancang Sonneratia alba 35 157,78
Lamnitzera racemosa 8 31,11
Rhizophora apiculata 2 11,11
Tiang Rhizophora apiculata 23 170,80
Sonneratia alba 17 129,20
Pohon Sonneratia alba 194 207,97
Rhizophora apiculata 81 92,03

Berdasarkan Table 9, terlihat bahwa
Indeks Nilai Penting tertinggi terdapat pada
spesies  Sonneratia alba pada tingkat
pertumbuhan pohon dengan nilai sebesar
207,97, kemudian tingkat pancang dengan nilai
sebesar 157,78 dan tingkat semai dengan nilai
sebesar 100,00. Sedangkan pada tingkat
pertumbuhan tiang nilai tertinggi adalah jenis
spesies Rhizophora apiculata dengan nilai
sebesar 170,80. Hal ini menunjukkan bahwa

kawasan mangrove didominasi oleh jenis
Sonneratia alba yang memiliki peran dan
pengaruh terbesar  terhadap keadaan

komunitas mangrove disana.

Tingginya persentase INP jenis Sonneratia
alba berhubungan positif dengan ketiga nilai
penentunya (KR, FR dan DR). Dari jumlah
individu menunjukkan bahwa pada tingkat
pertumbuhan semai, pancang, tiang, dan pohon
jenis Sonneratia alba memiliki jumlah individu
yang relatif banyak, walaupun pada tingkat
tiang masih kalah banyak dengan jenis
Rhizophora apiculata. Jumlah individu dan
penyebaran dalam tingkat pohon dari jenis
Sonneratia alba sangat berpengaruh pada
kerapatan relatif (KR) dan frekuensi relatif (FR)
pada tingkat semai, pancang, tiang, dan pohon
serta dominansi Relatif (DR) pada tingkat tiang
dan pohon yang juga dipengaruhi oleh faktor
besar diameternya, meskipun pada tingkat
tiang indeks nilai penting Sonneratia alba
sedikit lebih kecil dari Rhizophora apiculata.
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Nilai ini memberikan suatu gambaran mengenai
pengaruh atau peranan suatu jenis tumbuhan
mangrove  dalam  komunitas = mangrove
tersebut. Secara fisik di lapangan juga terlihat
bahwa spesies Sonneratia alba tersebar pada
plot pengamatan zona terdepan sampai
belakang. Hal ini juga sesuai dengan teori
karena pada dasarnya Sonneratia bertoleransi
tinggi pada salinitas sehingga
memungkinkannya untuk hidup di zona mana
saja (terdepan sampai terbelakang).

Keberadaan jenis individu dipengaruhi
oleh keadaan tempat tumbuh, ketahanan jenis
terhadap arus ombak, penggenangan dan kadar
garam. Keberadaan jenis Sonneratia alba juga
dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang dapat
memungkinkannya mangrove untuk tumbuh
optimal. Jenis Sonneratia alba mendominasi di
unit areal kawasan tersebut karena memiliki
sistem perakaran yang banyak dan kuat,
sehingga mampu menahan hempasan ombak
dan arus, penyebaran jenis cukup baik mudah
tumbuh secara cepat menjadi individu baru
kemudian ditunjang oleh bentuk buah yang
mudah terendam pada lumpur sehingga
mampu mendominasi tingkat pertumbuhan.

Selain jenis vegetasi Sonneratia alba,
jenis  Rhizophora apiculata memiliki nilai
individu hampir selalu dijumpai dalam plot
pengamatan. Hal ini dikarenakan baik secara
sendiri-sendiri maupun bersama-sama, hampir
selalu dijumpai dalam plot pengamatan. Hal ini




wajar mengingat—keduanya merupakan
tumbuhan mangrove mayor yang selalu berada
di garis terdepan berhadapan dengan garis
pantai atau muara sungai.

Disamping keberadaan Sonneratia alba
dan Rhizophora apiculata yang banyak
ditemukan, yang memiliki nilai penting rata-rata
lebih rendah, baik dari pertumbuhan tingkat
semai hingga tingkat pohon vyakni jenis
Lamnitzera racemosa dan jenis Bruguiera
parviflora. Hal ini dikarenakan selain jumlah
individunya yang sedikit ditemukan pada lokasi
pendataan, juga karena memiliki diameter
batang yang kecil.

Namun demikian, hasil pengamatan ini
belum benar-benar dapat menggambarkan
kondisi riil hutan mangrove secara menyeluruh
pada kawasan hutan Tahura Ngurah Rai, karena
keterbatasan jumlah sampel yang hanya terdiri
dari 2 klaster. Untuk hasil yang lebih baik, ke
depan diperlukan jumlah sampel yang lebih
banyak.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jenis mangrove yang ditemukan pada lokasi
pendataan di UPT Tahura Ngurah Rai
sebanyak 4 jenis vyaitu Sonneratia alba,
Rhizophora apiculata, Lamnitzera racemosa
dan Bruguiera parviflora.

2. Potensi tingkat pohon per hektar yang
memiliki persentase tertinggi adalah jenis
Sonneratia  alba sebesar 21,55 m3,
persentase terendah adalah jenis Rhizophora
apiculata sebesar 3,46 m3.

3. INP tertinggi adalah jenis Sonneratia alba,
untuk tingkat pohon sebesar 207,97, tingkat
pancang sebesar 157,78 , tingkat semai
sebesar 100,00. Sedangkan INP tertinggi
untuk tingkat tiang adalah jenis Rhizophora
apiculata sebesar 170,80. Sehingga secara
keseluruhan jenis Sonneratia alba dan jenis
Rhizophora apiculata merupakan jenis yang
mendominasi kawasan hutan mangrove
tersebut. Hal ini wajar mengingat keduanya
merupakan tumbuhan mangrove mayor
yang sendiri-sendiri maupun bersama-sama,
hampir selalu dijumpai dalam plot
pendataan yang selalu berada di garis
terdepan berhadapan dengan garis pantai
atau muara sungai.
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Oleh: Sutrihadi
Surveyor Pemetaan Pada Dit. Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan

Pendahuluan

ahan Gambut merupakan lahan dengan

tanah gambut, terbentuk dari endapan

bahan organik berasal dari sisa-sisa
tumbuhan yang sebagian belum melapuk
dengan ketebalan 50 cm atau lebih secara
kumulatif di dalam kedalaman 80 cm dari
permukaan tanah, dan mengandung karbon
organik sekurang-kurangnya 12 % berdasarkan
berat kering. Luas lahan gambut di Indonesia
hasil pemetaan Kementerian Pertanian (2011)
adalah 14,93 juta ha. Lahan gambut tersebar di
Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan
Sulawesi.

Dalam rangka menyelesaikan berbagai
upaya untuk perbaikan dan penyempurnaan
tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah
berlangsung, diperlukan upaya
berkesinambungan  untuk  menyelamatkan
keberadaan hutan alam primer dan lahan
gambut serta untuk melanjutkan upaya
penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi
hutan. Telah ditetapkan kebijakan perlindungan
lahan gambut sehingga lahan gambut tetap
bermanfaat dan lestari melalui Inpres Nomor 10
Tahun 2011 Tentang Penundaan Pemberian Izin
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut yang ditindak
lanjuti dengan penetapan peta indikatif
penundaan pemberian izin baru hutan alam
primer dan lahan gambut. Selain itu ada juga
kebijakan melalui PP Nomor 71 Tahun 2014
tentang  Perlindungan dan  Pengelolaan
Ekosistem Gambut yang ditindak lanjuti dengan
penetapan Kawasan Hidrologis Gambut serta
dilanjutkan dengan Penetapan Fungsi Ekosistem

Gambut pada setiap Kawasan hidrologis
gambut.

Untuk mendukung kebijakan
perlindungan lahan  gambut diperlukan

dukungan data geospasial lahan gambut yang
akurat dan terkini. Dalam tulisan ini akan
diuraikan bagaimana penyediaan data tersebut
dilakukan.
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Penyediaan Data Lahan Gambut

Keputusan Kepala Badan Informasi Geospasial

(Kepka BIG) Nomor 27 Tahun 2019 tentang

Walidata Informasi Geospasial Tematik (IGT)

menetapkan Walidata Informasi Geospasial

Tematik. Walidata bertanggung jawab terhadap

penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Terkaittema
gambut ada dua walidata, yaitu:

1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Lahan Pertanian, Kementerian
Pertanian sebagai walidata tema Lahan
Gambut,

2) Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut,
Ditjen PPKL Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan sebagai walidata tema
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) dan
Fungsi Ekosistem Gambut (FEG).

Sebelumnya sudah ditetapkan Peraturan
Presiden (Perpres) No. 9 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta
pada Skala 1:50.00 bahwa Kementerian
Pertanian bertanggung jawab untuk data lahan
gambut skala 1:50.000 seluruh Indonesia. Dari
Perpres dan Kepka BIG tersebut sudah jelas
institusi yang menjadi walidata tema lahan
gambut.

Pengenalan keberadaan gambut
dikemukakan oleh Koorders yang mengiringi
ekspedisi ljzerman melintasi Sumatera tahun
1865 (Tabloid Sinartani.com, 16 September
2019). Lahan gambut tersebar luas di sepanjang
pantai timur Pulau Sumatera. Penelitian dan
pemetaan lahan gambut di Indonesia terus
berlanjut. Pada tahun 2011, Balai Besar Litbang
Sumber Daya Lahan Pertanian (BBSDLP)
menyebutkan luas lahan gambut Indonesia +
14,9 juta Ha, di Pulau Sumatera + 6,4 juta Ha, di
Pulau Kalimantan + 4,8 juta Ha, dan di Papua +
3,7 juta Ha serta sedikit di Sulawesi.

Metode Pemetaan Lahan Gambut telah
ada dalam Standar Nasional Indonesia (SNI)
yaitu SNI 7925:2013 Pemetaan lahan gambut
skala 1:50.000 berbasis citra penginderaan jauh.
SNI tersebut telah direvisi menjadi: SNI
7925:2019 Pemetaan Lahan Gambut Skala

PLANZ:




1:50.000. Di dalam SNI 7925:2019 terdapat
keterangan penting dalam pemetaan lahan
gambut terkait dengan data geospasial lahan
gambut adalah bahwa setiap satuan peta
gambut terdiri atas 1 — 2 macam tanah,
penyebaran terluas ditempatkan sebagai tanah
utama, dan sisanya sebagai tanah kedua.
Klasifikasi tanah mengacu pada Klasifikasi Tanah
Nasional sampai tingkat Macam Tanah dan
padanannya menurut Taksonomi Tanah sampai
tingkat Subgrup.

Pada tahun 2019 Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian (Balitbangtan) melalui
BBSDLP telah meluncurkan peta gambut
berskala 1:50.000. Pemetaan lahan gambut
tersebut  berbasis  kabupaten/kota dan
dilaksanakan sejak tahun 2013 sampai dengan
2019. Data tersebut lebih detail dibandingkan
data gambut skala 1:250.000 yang dihasilkan
Kementerian Pertanian pada tahun 2011. Luas
lahan gambut Indonesia sebesar 13,43 juta ha
(hektar), turun 1,5 juta ha dibandingkan tahun
2011 yakni 14,93 juta ha (Gatra.com, 2019).
Perubahan luas lahan gambut ini disebabkan
oleh semakin intensifnya pengamatan lapangan,
semakin detailnya informasi data pendukung
dan semakin baiknya pengelolaan basis data
lahan gambut. Selain itu juga ditemukan lahan
gambut vyang telah mengalami penurunan
ketebalan (subsidence) sehingga memiliki
ketebalan lebih kecil dari 50 cm dari sebelumnya
ketebalannya lebih dari 50 cm, dimana lahan
dengan ketebalan gambut tersebut
dikategorikan bukan tanah gambut lagi.

Peran data geospasial lahan gambut
semakin penting sejalan dengan semakin
meningkatnya perhatian pemerintah tentang
fungsi lahan gambut, baik untuk tujuan produksi
pada lahan gambut dan perlindungan lahan
gambut. Data lahan gambut tersebut digunakan
oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan sebagai pengguna data (user) untuk
mendukung kebijakan perlindungan lahan
gambut.

Kebijakan Perlindungan Lahan Gambut

Dalam upaya perlindungan lahan gambut
pemerintah  mengambil kebijakan secara
nasional, yaitu 1) penghentian pemberian izin
baru (berdasarkan Inpres Nomor 10 Tahun
2011), dan 2) penetapan fungsi ekosistem
gambut dalam dua fungsi yaitu fungsi lindung
dan fungsi budidaya ekosistem gambut;
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71
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Tahun 2014 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Ekosistem Gambut).

Kedua kebijakan tersebut dijabarkan
dalam uraian dibawah ini:

1) Penghentian Pemberian Izin Baru pada

Lahan Gambut

Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2018
pemerintah mengeluarkan kebijakan
penundaan (moratorium) pemberian izin baru
pada lahan gambut (dan hutan alam primer)
melalui Inpres Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Penundaan Pemberian lzin Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut, yang secara periodik data
dan petanya direvisi setiap tahun. Namun sejak
2019 Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 5
Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian lzin
Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan
Alam Primer dan Lahan Gambut yang memuat
bukan lagi penundaan akan tetapi menjadi
penghentian pemberian izin baru pada lahan
gambut (dan hutan alam primer. Penghentian
pemberian izin baru mencakup: izin usaha
pemanfaatan hasil hutan kayu, izin pemungutan
hasil hutan kayu, izin penggunaan kawasan
hutan, perubahan peruntukan kawasan hutan.
Penghentian tersebut mengacu pada Peta
Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
(PIPPIB) yang merupakan lampiran surat
keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan terbaru Nomor SK.7099/MENLHK-
PKTL/IPSDH/PLA.1/2019 Tentang Penetapan
Peta Indikatif Penghentian Pemberian lzin Baru
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. Data
geospasial gambut vyang digunakan dalam
penyusunan  Peta Indikatif = Penghentian
Pemberian Izin Baru adalah data gambut skala
1:250.000 dari Kementerian Pertanian serta data
lahan gambut hasil survei lahan gambut secara
parsial atas permintaan pemohon izin untuk
areal-areal yang akan dimohon izinnya sebagai
implementasi dari Keputusan Menlhk mengenai
penetapan PIPPIB (PIPPIB pertama tahun 2011
dan sampai dengan yang terbaru PIPPIB Tahun
2019).

Sampai dengan tulisan ini disusun belum
ada revisi Peta Indikatif Penghentian Pemberian
Izin Baru (PIPPIB) tahun 2019. Dengan telah
dirilisnya data lahan gambut baru skala 1:50.000
dan apabila akan digunakan untuk merevisi,
maka kemungkinan akan terdapat perubahan-
perubahan areal yang awalnya masuk dalam
PIPPIB menjadi areal yang tidak masuk dalam
PIPPIB. Demikian juga ada kemungkinan areal
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yang tidak masuk PIPP{B-menjadi masuk dalam
PIPPIB. Selain itu apabila data dari peta lahan
gambut skala 1:50.000 akan digunakan dalam
revisi PIPPIB, maka tetap perlu
memperhitungkan hasil-hasil survei lahan
gambut secara parsial terkait PIPPIB yang
dilaksanakan oleh BBSDLP, karena ada
kemungkinan data hasil survei parsial berbeda
dengan data dari peta lahan gambut skala
1:50.000 tersebut. Sebagai contoh hasil survei

dan identifikasi lahan di suatu areal di Desa
Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak
Provinsi Riau (dilaksanakan oleh Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya
Lahan Pertanian pada tahun 2019) menunjukkan
bahwa areal tersebut bukan gambut (poligon
dengan outline warna merah pada Gambar 1),
akan tetapi berdasarkan data gambut skala
1:250.000 dan data tanah skala 1:50.000 pada
areal tersebut adalah lahan gambut.

Keterangan:

[T sukan Gambat (Surver 150 000

Organcsol Gamout (Tanah 150 000

Gamout 11250 G001

PIPPIB
PIPRIE GAMBUT

Pelalawan

T T
S8E 0z E0E T2k

Gambar 1. Contoh perbedaan data peta lahan gambut berdasarkan survei partial dan
peta Kementan pada PIPPIB.

2) Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)
Penetapan FEG harus dilakukan pada setiap
Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah
menetapkan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Nasional melalui Kep MenLHK Nomor

SK.129/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang
Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut
Nasional. Jumlah Kesatuan Hidrologis Gambut

24.667.804 Ha. KHG adalah Ekosistem Gambut
yang letaknya di antara 2 (dua) sungai, di antara
sungai dan laut, dan/atau pada rawa. Contoh
pada Gambar 2 adalah data KHG Sungai Kanopan
—Sungai Kuala di Kabupaten Labuhan batu Utara
Provinsi Sumatera Utara merupakan ekosistem
gambut yang letaknya antara 2 (dua) sungai.
KHG ini seluas 9.196 ha terdiri atas lahan gambut
dan bukan lahan gambut.

(KHG) mencapai 865 KHG dengan total luas

KHG Sungéi Leidong E SuﬁgaiK_uaié'

KHG Sungai Kanopan - Sungai Kuala

T
Z7300"N

© KHG Sungai Kuala - Siingai Kuo

Keterangan:

Lo Gamout (7 250.000)
KAG Sungai <aropan - Surgai Kuale. Sidmnaine
KHG Sungai Kuo - Sungai Kualuh Bilah

T
99°50'0"E

Gambar 2. Contoh Data Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG)
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Peta KHG menjadi acuan penetapan
Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Fungsi
Ekosistem Gambut adalah tatanan unsur gambut
yang berfungsi melindungi ketersediaan air,
kelestarian keanekaragaman hayati, penyimpan
cadangan karbon penghasil oksigen,
penyeimbang iklim yang terbagi menjadi fungsi
lindung Ekosistem Gambut dan fungsi budidaya
Ekosistem Gambut yang kemudian ditetapkan
melalui Kep MenLHK Nomor
SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang
Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.
Data lahan gambut yang digunakan dalam
penetapan KHG dan FEG adalah data peta skala
1:250.000 yang telah tersedia yang bersumber
dari Kementerian Pertanian. Luas fungsi lindung
ekosistem gambut 12.398.482 hektar dan fungsi
budidaya seluas 12.269.321 hektar.

Fungsi Lindung Ekosistem Gambut adalah
tatanan unsur gambut yang  memiliki
karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi
utama dalam perlindungan dan keseimbangan
tata air, penyimpan cadangan karbon, dan
pelestarian  keanekaragaman hayati untuk
dapat melestarikan fungsi Ekosistem Gambut.
Adapun Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut
adalah tatanan unsur gambut yang memiliki
karakteristik tertentu yang mempunyai fungsi
dalam menunjang produktivitas Ekosistem
Gambut melalui kegiatan budidaya sesuai daya
dukungnya untuk dapat melestarikan fungsi
Ekosistem Gambut. Peta Fungsi Ekosistem
Gambut Nasional ini digunakan sebagai acuan
dalam penyusunan dan penetapan Rencana
Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem
Gambut Nasional. Peta FEG Nasional dapat
dilakukan revisi berdasarkan Peta Fungsi
Ekosistem Gambut Provinsi dan Kabupaten/Kota
skala 1:50.000.

Penentuan Fungsi Ekosistem Gambut
(FEG) tersebut diatur dalam Peraturan Menteri
LHK Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/
2017 tentang Tata Cara Inventarisasi dan
Penetapan Fungsi Ekosistem. Penentuan fungsi
lindung Ekosistem Gambut pada setiap KHG
dengan kriteria sebagaimana pasal 10 ayat 1,
yaitu:

a. Gambut dengan kedalaman mulai 3 (tiga)
meter;

b. Gambut pada kawasan lindung di luar
kawasan hutan (hutan lindung dan hutan
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konservasi) sebagaimana ditetapkan dalam
Rencana Tata Ruang Wilayah; dan

c. Ekosistem Gambut yang ditetapkan untuk
moratorium  pemanfaatan  berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

Disamping itu pada pasal 10 ayat 2 diatur
bahwa Kawasan Ekosistem Gambut dengan
fungsi lindung paling sedikit seluas 30% (tiga
puluh per seratus) dari seluruh Kesatuan
Hidrologis Gambut, yang letaknya dimulai dari 1
(satu) atau lebih puncak kubah gambut.

Adapun Ekosistem Gambut dengan fungsi
budidaya ditentukan pada areal dalam Kesatuan
Hidrologis Gambut di luar kriteria fungsi lindung
Ekosistem Gambut.

Perkembangan penetapan Peta FEG skala
1:50.000 sampai dengan Februari 2020 telah
ditetapkan peta FEG pada 21 KHG dari 865 KHG
yaitu melalui tiga Kepmen LHK pada tahun 2017
dan 2019 (SK.295/MENLHK/SETJEN/PKL.0/6/
2017, SK 296/Menlhk/Set.jen/KUM.1/4/2019,
dan SK 938/MENLHK/ SETJEN/PKL.1/10/2019).
Penetapan FEG tersebut menggunakan data

gambut yang bersumber dari kegiatan
inventarisasi ekosistem gambut yang
diselenggarakan Direktorat Pengendalian

Kerusakan Gambut.

Penetapan FEG harus menggunakan peta
1:50.000 sebagaimana hasil inventarisasi yang
dilakukan oleh Direktorat Pengendalian
Kerusakan Gambut. Penggunaan peta skala
1:250.000 akan memperlihatkan perbedaan
dalam penetapan FEG. Gambar 3 merupakan
contoh penetapan indikatif fungsi ekosistem
gambut berdasarkan data gambut skala
1:250.000 dan penetapan fungsi ekosistem
gambut skala 1:50.000 berdasar data gambut
hasil inventarisasi skala 1:50.000 di KHG Pulau
Bengkalis. Pada lokasi ini menunjukkan
perubahan penetapan fungsi ekosisem gambut.
Terdapat areal yang pada FEG skala 1:250.000
bukan merupakan fungsi lindung, pada FEG skala
1:50.000 merupakan fungsi lindung. Demikian
sebaliknya terdapat areal yang pada FEG skala
1:250.000 merupakan fungsi lindung akan tetapi
pada FEG skala 1:50.000 bukan merupakan
fungsi lindung. Dari contoh ini menggambarkan
tersedianya data ekosistem gambut yang lebih
detail mendukung pengambilan kebijakan
penetapan areal yang masuk fungsi lindung dan
areal yang masuk fungsi budidaya secara lebih
detail pula.
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Gambar 3. Contoh Perbedaan Data Fungsi Ekosistem Gambut yang berasal dari peta
1:50.000 dan 1:250.000

BBSDLP Kementerian Pertanian sebagai
walidata lahan gambut menyediakan data
geospasial lahan gambut skala 50.000 secara
nasional. Sedangkan Direktorat Pengendalian
Kerusakan Gambut (PKG) menyelenggarakan
inventarisasi ekosistem gambut pada setiap KHG
untuk dipergunakan dalam penetapan FEG skala
1:50.000. Salah satu output inventarisasi
ekosistem gambut adalah data lahan gambut.
Dari aspek penyelenggaraan data geospasial
lahan gambut, penyediaan data lahan gambut

Sumber:

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 Tentang
Penundaan  Pemberian  Izin  Baru dan
Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer
dan Lahan Gambut.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Rl Nomor P.14/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/2/2017 Tentang Tata Cara Inventarisasi
dan Penetapan Fungsi Ekosistem Gambut.

SNI 7925:2019, Pemetaan lahan gambut skala
1:50.000

Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

jﬁnEaE m;;cs)gip Zemetaa: dgambutt Yang Kehutanan Rl Nomor  SK.7070/Menlhk-
B SO e PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019 Tentang Penetapan
ekosistem gambut yang diselenggarakan

Direktorat PKG, ada kemungkinan ditemukan
hasil yang berbeda batas poligon lahan
gambutnya pada lokasi yang sama. lJika hal
tersebut terjadi masih diperlukan kegiatan
sinkronisasi data batas lahan gambut beserta

Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru
Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumber Daya Lahan Pertanian, 2019. Laporan
Survei dan Identifikasi Lahan Terindikasi Gambut
Di Areal Hutan Kemasyarakatan Poktan Mandiri

atributnya. Sejahtera, Desa Dayun, Kecamatan Dayun
Kabupaten Siak Provinsi Riau.
Penutup - Balai Besar Penelitian dan Pengembangan

Kebijakan perlindungan lahan gambut sudah
semestinya berdasarkan data geospasial gambut
yang lengkap, akurat, dan up to date. Untuk
mendukung kebijakan perlindungan lahan
gambut, penyediaan data lahan gambut penting
dilaksanakan. Penyediaan data lahan gambut
oleh walidata belum tentu dapat memenuhi
kebutuhan semua pengguna data. Ketersediaan
data gambut harus terus ditingkatkan akurasinya
melalui penyediaan data geospasial lahan
gambut pada skala yang lebih besar dan
dilengkapi data atributnya, sehingga dapat
memenuhi kebutuhan data untuk pengambilan
kebijakan perlindungan lahan gambut.
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Sumber Daya Lahan Pertanian, 2019. Update
Peta Gambut, BBSDLP Lakukan Pemetaan Lahan
Gambut Skala 1:50.000, diakses pada laman
http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id/ind/index.
php/layanan-mainmenu-65/info-terkini/926-
update-peta-gambut-bbsdlp-lakukan-pemetaan-
lahan-gambut-skala-1-50-000

Gatra,com, 2019. Balitbangtan Lucurkan Peta
Gambut, Luas Turun 1,5 Juta Ha, diakses pada
laman
https://www.qgatra.com/detail/news/460376/te
knologi/balitbangtan-luncurkan-peta-gambut-
luas-turun-15-juta-ha




Eksistensi Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)
di Ditjen PKTL, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Oleh: Suprapto’, Tety Nurmaina?

Pendahuluan

khir-akhir ini berita terkait dengan

birokrasi atau di dalam aturan sering

disebut Aparatur Sipil Negara (ASN),
tidak pernah berhenti dan terus mengemuka.
Dari mulai terjadinya persoalan hukum
terhadap oknum-oknum birokrat/ASN maupun
persoalan-persoalan lainnya. Hal ini tentu
memberikan gambaran betapa pelik persoalan
yang ada di dalam ASN. Bahkan Presiden dalam
pidatonya pada saat pelantikan dengan jelas
menyebutkan perlunya reformasi birokrasi.
Pada pidato tersebut presiden mengemukakan
5 (lima) hal pokok yang harus dilakukan untuk
pemerintahan lima tahun ke depan, yaitu 1)
pembangunan  SDM, 2)  pembangunan
infrastruktur, 3) penyederhanaan regulasi, 4)
penyederhanaan birokrasi, 5) transformasi
ekonomi. Dari lima prioritas presiden tersebut,
setidaknya terdapat dua prioritas yang terkait
dengan birokrasi pemerintah yaitu
pembangunan sumber daya manusia dan
penyederhanaan birokrasi. Upaya yang perlu
dilakukan pemerintah untuk mendukung dua
prioritas  tersebut adalah  pemangkasan
eselonisasi Ill dan IV yang kemudian akan
dialihkan menjadi jabatan fungsional yang
profesional.

Jabatan fungsional merupakan salah satu
jabatan yang melekat pada Aparatur Sipil
Negara yang memiliki keahlian tertentu selain
jabatan administrasi dan jabatan pimpinan
tinggi. Kelompok jabatan ini terdiri dari jabatan
fungsional keahlian dan jabatan fungsional
keterampilan. Kelompok jabatan ini memiliki
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan
fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu (pasal 1 UU No.5 Tahun
2014). Salah satu jabatan fungsional yang ada
adalah jabatan fungsional Pengendali Ekosistem
Hutan di bawah naungan Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PEH).

! Analis Data Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Kawasan Hutan Wilayah IlI, Direktorat RPP
2 Kepala Sub Bagian Fungsional, Setditjen PKTL
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Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Kehutanan
No. P.10 Tahun 2014, dikatakan bahwa jabatan
fungsional PEH pegawai negeri yang diberi
tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak
secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan pengendalian ekosistem
hutan.

Persoalannya, apakah jabatan fungsional
ini sudah mampu memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap kinerja institusi Ditjen
Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
secara keseluruhan?. Kemudian pertanyaan
besar selanjutnya adalah bagaimana eksistensi
jabatan fungsional PEH di Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan secara umum
dan Ditjen PKTL secara khusus untuk ke
depannya?. Tulisan ini merupakan pandangan
penulis secara umum terhadap keberadaan

jabatan fungsional PEH maupun jabatan
fungsional lainnya dalam lingkup Ditjen PKTL
dalam menyongsong era baru

“pengarusutamaan fungsional”.

Overview: Jabatan Fungsional Lingkup Ditjen
PKTL

Jabatan dalam tata pemerintahan di Indonesia
pada hakekatnya terbagi menjadi dua yaitu
jabatan fungsional dan jabatan struktural.
Jabatan berasal dari kata dasar “jabat” yang
ditambahi imbuhan —an, yang diartikan sebagai
pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau
organisasi yang berkenaan dengan pangkat dan
kedudukan (Poerwasunata, 2003). Jabatan
struktural adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam rangka memimpin suatu
satuan organisasi negara. Sedangkan jabatan
fungsional adalah kedudukan yang menunjukan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seorang PNS dalam suatu organisasi yang
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat
mandiri (Hartini, 2008). Jabatan fungsional
mulai dibentuk pertama kali pada saat
kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun
1994 melalui Peraturan Pemerintah No. 16
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Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional PNS
(Kuncara, 2014).
Selanjutnya Kuncara (2014) menyebutkan

bahwa jabatan fungsional vyang telah
diimplementasikan oleh Kementerian
Kehutanan terdiri dari jabatan fungsional
kehutanan (dibawah binaan Kementerian
Kehutanan) dan jabatan fungsional non
kehutanan  (diluar  binaan  Kementerian

Kehutanan). Jabatan fungsional yang berada di
bawah naungan Kementerian Kehutanan yaitu
Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan
(PEH) dan Penyuluh Kehutanan. Sedangkan
jabatan fungsional di luar binaan Kementerian
Kehutanan antara lain adalah Peneliti,
Widyaiswara, Perencana, Perancang Undang-
Undang.

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan
dan Tata Lingkungan merupakan salah satu

eselon | di Kementerian LHK yang ditetapkan
melalui Perpres No. 16 Tahun 2015 tanggal 21
Januari 2015 dan PermenLHK No P.18/MenLHK-
[1/2015 tanggal 14 April 2015, merupakan salah
satu tempat bernaung dari beberapa jabatan
fungsional tersebut di atas. Jabatan fungsional
lingkup Ditjen PKTL sampai dengan tahun 2019
berjumlah 413 orang dengan rincian jabatan
analis kebijakan 1 orang, jabatan fungsional
pengadaan barang/jasa 12 orang, jabatan
fungsional perancang peraturan perundang-
undangan 1 orang, jabatan pranata humas 1
orang, jabatan arsiparis 15 orang, jabatan analis
kepegawaian 2 orang, jabatan pranata
komputer 13 orang, jabatan Pengendali
Ekosistem Hutan (PEH) sebanayak 313 orang,
jabatan surveyor 41 orang, jabatan perencana
14 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat
pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1. Rekapitulasi Jabatan Fungsional
Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019

Gambar 1. di atas memberikan gambaran
bahwa jabatan fungsional PEH merupakan
jabatan fungsional yang memiliki paling banyak
pegawai (sumber daya manusia). Hal ini tentu
sangat menggembirakan apabila dilihat tugas,
tanggung jawab, wewenang, dan hak yang
melekat pada jabatan fungsional ini, vyaitu
sebagai pengendali ekosistem hutan. Mengutip
dari peraturan yang ada bahwa jabatan
fungsional PEH adalah pegawai negeri sipil yang
diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang
untuk melakukan pengendalian ekosistem
hutan (Pasal 1 Permenhut No. P. 10/menhut-
11/2014).
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Sebagai gambaran,bahwa kawasan hutan
di Indonesia memiliki luas kurang lebih 120 juta
hektar (Kementerian LHK, 2018) yang tentunya
harus dikelola dengan baik. Pengelolaan yang
baik akan didapatkan dengan adanya dukungan
sumber daya manusia yang handal dan
berkualitas pada lini depan pengelolaan hutan
tersebut. Tantangan inilah yang semestinya
“harus” dapat dijawab oleh para ASN yang
ditempatkan sebagai pejabat fungsional.

Dari masing-masing jabatan fungsional
yang ada, terdiri dari jabatan fungsional dengan
tingkat (jenjang) terampil dan tingkat ahli.
Jabatan fungsional tingkat terampil terdiri dari
tingkat pelaksana pemula, pelaksana, pelaksana
lanjutan, penyelia, sedangkan jabatan tingkat

PLANZ:




ahli terdiri dari tingkat pertama, muda, madya
dan utama. Masing-masing tingkat jabatan
fungsional tersebut memberikan syarat yang
berbeda. Untuk tingkat terampil lebih banyak
akan berkecimpung dalam bidang teknis
langsung, sedangkan untuk tingkat ahli lebih
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Pemula Lanjutan

B Daerah

condong kepada kualifikasi profesional dengan
bekal pengetahuan dan teknik analisis di bidang
pengendalian ekosisten hutan.Berikut disajikan
gambaran jabatan fungsional berdasarkan
tingkat (jenjang) keahlian.

142
71
56 54
38
20
12 11
- N B IR
O —

Muda Madya  Utama

Pusat

Gambar 2. Gambaran Jabatan Fungsional Berdasarkan Tingkat (jenjang) Keahlian
Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019

Gambar 2. tersebut di atas, menunjukkan
bahwa jenjang jabatan fungsional pertama
menempati jumlah yang paling banyak, disusul
jenjang pelaksana, pelaksana lanjutan, muda
dan penyelia. Kondisi ini dapat menggambarkan
beberapa hal, yaitu 1) jabatan fungsional yang
ada di Ditjen PKTL didominasi dari latar
belakang pendidikan sarjana, 2) banyak jabatan
fungsional ahli pertama yang belum/tidak bisa
memenuhi angka kredit untuk naik jenjang ke
jenjang muda atau 3) banyaknya jenjang
terampil yang naik menjadi jenjang ahli.

Kondisi ini dapat dianggap sebagai
capaian yang bagus apabila dilihat dari
kecepatan kenaikan jabatan fungsional yang
ada, namun hal juga bisa menjadi warning
untuk para pejabat struktural yang ada. Dengan
banyaknya jabatan fungsional ahli, maka para
pegawai akan banyak berkecimpung ke arah
profesional atau analis data, sedangkan di
ranah UPT masih banyak memerlukan tenaga
lapangan untuk mengejar beberapa target yang
telah ditetapkan yang notabene berasal dari
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jabatan fungsional terampil (misal : target tata
batas). Kecenderungan ini bisa dirasakan pada
beberapa BPKH (UPT Ditjen PKTL di daerah),
yang menunjukan bahwa jumlah pegawai
dalam jabatan fungsional tingkat ahli lebih
banyak dari tingkat terampil.

Sedangkan berdasarkan kelas jabatannya
(Gambar 3.), jabatan fungsional yang paling
banyak adalah kelas jabatan 8 sebanyak 154
orang yang ada di daerah dan 58 orang berada
di pusat. Untuk jabatan fungsional yang ada di
daerah, kelas jabatan terbanyak di kelas jabatan
8, kemudian kelas jabatan 6, 7 dan 9.
Sedangkan untuk jabatan fungsional yang ada di
pusat, kelas jabatan terbanyak adalah kelas
jabatan 8 disusul 7, 9 dan 6. Hal ini menandakan
bahwa jabatan fungsional penyelia dan pertama
mendominasi  jumlah pejabat fungsional.
Sebagai garda terdepan dalam pengelolaan
kawasan hutan, sangat wajar ketika jabatan
fungsional banyak berada di daerah di bawah
naungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) daerah.
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Gambar 3. Gambaran Jabatan Fungsional Berdasarkan Kelas Jabatan
Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019
Hasil penelitian Utami dkk (2016) yang Pengalaman penulis sebagai salah satu

dilakukan di Kementerian Pertanian dapat
digunakan sebagai pembanding, bahwa pada
jabatan fungsional di Kementerian Pertanian
menunjukkan kelas jabatan tertentu akan
memiliki korelasi positif dengan prestasi kerja.
Artinya dengan kelas jabatan yang semakin
tinggi akan berpengaruh terhadap prestasi kerja
yang baik pula terhadap perorangan dan
instansi tempat mereka bekerja. Demikian
halnya dengan jabatan fungsional di Ditjen
PKTL, Kementerian LHK ini, diharapkan dapat
memberikan  sumbangsih  yang  signifikan
terhadap  prestasi  kerja  Ditjen  PKTL,
Kementerian LHK. Namun apakah “harapan” ini
sudah dapat terwujud? Berikut dapat disajikan
beberapa kondisi yang dapat digunakan untuk
menjawab pertanyaan tersebut.

Dukungan, Tantangan, dan Hambatan Jabatan
Fungsional

Tantangan jabatan fungsional menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dari keberadaan aparat
sipil negara. Dalam perkembangannya, jabatan
fungsional sebagaimana telah diulas di bagian
paragraf di atas, mengalami pasang surut.

o Daftar U5l
Fenetapan
Anghabradit
DURAL

e Persetypn Tin
Fenila
Pendabulud
tingh atunit
fer)a

o Persetupn
darit zpalatint

Feraunty

“mantan” pejabat fungsional PEH, memberikan
gambaran bahwa jabatan fungsional ini dapat
mempermudah jenjang kenaikan pangkat
seorang pejabat  fungsional. Hal ini
dimungkinkan karena adanya aturan bahwa
pejabat fungsional dapat naik jabatan minimal 1
(satu) tahun sekali dan naik pangkat minimal 2
(dua) tahun sekali apabila dapat memenuhi
jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk
naik jabatan dan pangkat pegawai.

Bagi pegawai yang rajin melakukan tugas
kantor serta tugas mandiri (misal : membuat
karya tulis) dan menyusunnya dalam berkas
daftar usulan penetapan angka kredit, tentunya
akan mempercepat proses pengumpulan angka
kredit (Gambar 4). Hal ini tentu secara otomatis
akan dapat membuka peluang seorang pejabat
fungsional meniti jenjang karir yang semakin
cepat. Dalam beberapa kasus dapat dilihat
bahwa banyak pejabat fungsional yang
“dipromosikan” menjadi pejabat struktural baik
eselon Il maupun eselon IV. Kondisi ini secara
tidak langsung dapat menunjukkan eksistensi
jabatan  fungsional dalam tata kelola
pemerintahan pada instansi Kementerian LHK.
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Gambar 4. Proses Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PEH
Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
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Meskipun belum secara khusus mengatur
mutasi pejabat fungsional untuk menduduki
jabatan struktural, namun dalam UU No. 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(ASN) diatur bahwa PNS dapat berpindah antar
dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
Administrasi, dan Jabatan Fungsional di Instansi
Pusat dan daerah berdasarkan kualifikasi,
kompetensi dan penilaian kinerja. Hal ini berarti
promosi pejabat fungsional ke dalam jabatan
administrasi dan jabatan pimpinan tinggi masih
sangat memungkinkan, mengingat bahwa
banyak pejabat fungsional yang memiliki
kemampuan dan kompetensi yang handal.
Hartini (2008) menyebutkan bahwa salah satu
upaya untuk melakukan reformasi birokrasi
adalah dengan melakukan penataan aparatur

pemerintahan. Upaya menata  aparatur
pemerintahan  dapat  dilakukan  dengan
menempatkan aparatur yang tepat untuk
mengisi jabatan tertentu dalam struktur

pemerintahan.

Namun tidak semua pejabat fungsional
dapat melakukan hal ini dengan baik. Banyak
dijumpai pegawai yang sejak awal ditempatkan
sebagai pejabat fungsional tidak dapat
mengumpulkan angka kredit sampai batas yang
ditentukan, sehingga secara otomatis akan
mendapatkan teguran yang berujung sanksi
administrasi.Melalui aplikasi yang
dikembangkan oleh Wahyudi dan Zulhalim
(2018), untuk jabatan fungsional PEH sudah
dapat diketahui apabila seorang pejabat
fungsional PEH tidak dapat memenuhi angka
kredit yang disyaraktan untuk waktu 4 tahun
dan 5 tahun. Hal ini tentu sesuai dengan pasal
6 Permenhut No. P.10/2014 yang mensyaratkan
pejabat fungsional harus dapat memenuhi
jumlah angka kredit minimal yang harus
dipenuhi oleh pengendali ekosistem hutan.

Beberapa hambatan yang kadang terjadi
dalam proses perkembangan jabatan fungsional
(misal: Fungsional PEH) adalah sebagaimana
berikut
1. Banyak pejabat fungsional yang belum

melaksanakan pendidikan dan pelatihan
pembentukan jabatan fungsional, sehingga
secara otomatis akan dapat menghambat
proses pengesahan angka kredit yang telah
mereka kumpulkan.

2. Banyak pejabat fungsional yang ditempatkan
tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
sebagai fungsional, sehingga akan

pejabat fungsional dalam

mempersulit
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angka
yang

pengumpulan
PEH

melakukan proses
kredit  (misal:  fungsional
ditempatkan di tata usaha).
3. Banyak pejabat fungsional yang belum atau
bahkan tidak mau tahu tentang tupoksi
sebagai pejabat fungsional, sehingga banyak

pejabat fungsional “malas” untuk
mengumpulkan  angka  kredit.Hal ini
ditunjukkan,  masih  banyak  pejabat

fungsional belum mengacu sasaran kinerja
pegawai yang telah dibuat mereka pada
awal tahun kegiatandalam melaksanakan
kinerja di instansi mereka masing-masing.

4. Beberapa pejabat struktural (pinpinan) di

instansi tempat bernaung pejabat
fungsional, “kadang” kurang memahami
tupoksi  jabatan  fungsional sehingga
“seakan-akan” menghambat proses
perolehan angka kredit.

Kesimpulan

Jabatan fungsional merupakan salah satu

jabatan yang melekat pada Aparatur Sipil
Negara yang memiliki keahlian tertentu selain
jabatan administrasi dan jabatan pimpinan
tinggi. Dalam menunjang kinerja instansi maka
perlu ditunjang oleh kinerja yang optimal dari
sumber daya manusia yang ada pada masing-
masing jabatan fungsional yang ada di
bawahnya. Kemauan dan integritas masing -
masing jabatan fungsional menjadi penentu
keberhasilan dan kinerja instansi juga.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah
adanya transparansi dan akuntabilitas dari para
pengambil kebijakan dalam menempatkan
pegawai dalam jabatan struktural tertentu.

Sinergi kedua jabatan baik struktural
maupun fungsional dalam pemerintahan,
diharapkan akan semakin  memperkuat

eksistensi Kementerian atau Lembaga dalam
tata kelola pemerintahan yang baik. Disamping
secara internal dalam lingkup Kementerian LHK,
koordinasi dan sinergitas juga dilakukan secara
eksternal antara Kementerian LHK dengan
pemangku kepentingan lainnya (BKN, LAN,
Akademisi, Kemen-PAN-RB, Bappenas).
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Jasa Ekosistem dan Rijang Terbuka Hijau

Oleh: Giska Parwa Manikasari
(Perencana Ahli Pertama pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanandan Tata Lingkungan,
Kementerian LHK)

kosistem memberikan berbagai manfaat

berupa jasa ekosistem atau dikenal

sebagai jasa lingkungan. Jasa ekosistem
dapat diartikan sebagai seluruh manfaat yang
diperoleh dari ekosistem. Millenium Ecosystem
Assessment (MEA) mengkategorikan jasa
ekosistem menjadi empat kategori, vaitu
meliputi jasa penyediaan (provisioning), jasa
pengaturan (regulating), jasa budaya (cultural),
dan jasa pendukung (supporting). Macam jenis
jasa ekosistem Berdasarkan empat kategori ini
dikelaskan menjadi 23 kelas klasifikasi jasa
ekosistem, yaitu:

A. Jasa penyediaan (Provisioning services)
Ekosistem menghasilkan produk-produk yang
dapat dipanen dan dimanfaatkan manusia.
Jasa ekosistem penyediaan meliputi: (1)
bahan makanan, (2) air bersih, (3) serat,
bahan bakar dan bahan dasar lainnya (4)
materi genetik, (5) bahan obat dan biokimia,
dan (6) spesies hias.
B. Jasa Pengaturan (Regulation Services)
Ekosistem dapat  mengatur  kondisi
lingkungan dan memberikan kondisi yang

menguntungkan kehidupan manusia. Jasa
pengaturan meliputi jasa: (1) Pengaturan
kualitas udara, (2) Pengaturan iklim, (3)
Pencegahan gangguan, (4) Pengaturan air, (5)
Pengolahan limbah, (6) Perlindungan tanah,
(7) Penyerbukan, (8) Pengaturan biologis, dan
(9) Pembentukan tanah.

C. Jasa Budaya (Cultural Services)

Ekosistem  berkontribusi  perkembangan
budaya dan kesegaran batin manusia. Jasa
ekosistem adalah: (1) Estetika, (2) Rekreasi,
(3) Warisan dan indentitas budaya, (4)
Spiritual dan keagamaan, (5) Pendidikan.

D. Jasa Pendukung (Supporting Services)
Ekosistem adalah tempat terjadinya proses-
proses alamiah yang penting untuk
kehidupan. Proses-proses ini penting untuk
mendukung ketersediaan jasa-jasa ekosistem
lain. Jasa pendukung ekosistem meliputi: (1)
Habitat berkembang biak dan (2)
Perlindungan plasma nutfah.

Daftar jasa Ekosistem menurut Millenium

Ecosystem Assessment secara sederhana

disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Daftar Jasa Ekosistem Menurut Millenium Ecosystem Assessment Tahun 2005

Kelompok Definisi

Macam Jasa Ekosistem atau Barang dan
Jasa yang Disediakan

Jasa Penyediaan ) )
. yed dari ekosistem

Bahan-bahan yang diperoleh

Bahan pangan

Air bersih

Serat

Bahan bakar, kayu, dan fosil
Sumberdaya genetik

Jasa Pengaturan

Keuntungan yang didapat dari
pengaturan proses ekosistem

Pengaturan iklim

Pengaturan tata aliran air dan banjir
Pencegahan dan perlindungan dari
bencana alam

Pemurnian air

Pengolahan dan penguraian limbah
Pemeliharaan kualitas udara
Pengaturan penyerbukan alami
Pengendalian hama dan penyakit

NENENENEUENENEN

Jasa Budaya

Keuntungan nonmateri yang
diperoleh dari hasil ekosistem

Tempat tinggal dan ruang hidup
Rekreasi dan ecotourism
Estetika (alam)

NENENENEUENENEN
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Kelompok Definisi

Macam Jasa Ekosistem atau Barang dan
Jasa yang Disediakan

Jasa-jasa yang dibutuhkan
Jasa Pendukung
ekosistem lainya

untuk produksi semua jasa-jasa | v

v Pembentukan lapisan tanah dan
pemeliharaan kesuburan

Siklus hara

Produksi primer

V' biodiversitas

[

Sumber: Millenium Ecosystem Assessment 2005

Ekosistem adalah entitas yang kompleks
yang terdiri atas komunitas tumbuhan, binatang
dan mikroorganisme yang dinamis beserta
lingkungan abiotiknya yang saling berinteraksi
sebagai satu kesatuan unit fungsional (Millenium
Ecosystem Assessment 2005). Fungsi ekosistem
adalah kemampuan komponen ekosistem untuk

Tabel 2. Daftar Jasa Ekosistem (Hein et al. 2006)

melakukan proses alam dalam menyediakan
materi dan jasa yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan manusia, baik secara
langsung maupun tidak langsung (De Groot
1992). Jasa ekosistem adalah keuntungan yang
diperoleh manusia dari ekosistem (Millenium
Ecosystem Assessment 2005).

Kelompok

Definisi

Contoh Barang dan Jasa yang
Disediakan

Jasa Penyedian/Produksi

Jasa penyediaan/produksi

mencerminkan barang dan
jasa yang dihasilkan dalam
ekosistem.

v
v
v

[

Penyediaan:

Pangan

Pakan (termasuk rumput)

Bahan bakar (termasuk kayu dan
kotoran ternak)

Sumber biokimia dan obat
Sumberdaya genetik
Ornamental

Jasa Regulasi/Pengaturan

Jasa regulasi atau

kemampuan ekosistem
mengatur iklim, siklus air
dan biokimia, proses
permukaan tanah, dan
berbagai proses biologis

pengaturan merupakan hasil

YRS

<A

Pembenaman karbon

Pengaturan iklim melalui
pengaturan pola suhu dan curah
hujan

Pengaturan waktu dan volume
sungai dan aliran air bawah tanah
Perlindungan terhadap banjir oleh
sistim pesisir dn riparian
Perlindungan terhadap erosi dan
sedimentasi

Perlindungan reproduksi spesies
(fungsi pembenihan)

Pemecahan nutrisi dan polutan
Penyerbukan

Pengaturan hama dan penyakit
Perlindungan dari badai
Perlindungan terhadap deru dan
debu

Pengikatan nitrogen biologis
Alam dan keanekaragaman hayati
(penyediaan habitat untuk spesies
tanaman dan satwa liar

Jasa budaya

Jasa budaya terkait dengan

— manfaat yang manusia

Penyediaan warisan budaya,
sejarah, dan keagamaan (contoh
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Kelompok

Definisi

Contoh Barang dan Jasa yang
Disediakan

spiritual

dapatkan melalui hiburan,
pengembangan penalaran,
relaksasi, dan refleksi

suatu bentangalam bersejarah
atau hutan sakral)

Penyediaan informasi pendidikan
dan ilmiah

Penyediaan peluang rekreasi dan
wisata

Penyediaan bentang alam yang
menarik untuk lingkungan
perumahan dan hunian (jasa
pelengkap)

Penyediaan informas lainnya
(contoh: inspirasi, budaya, dan
artistik)

Sumber: Hein et al. 2006

Kelentingan ekosistem (ecosytem
resilience) atau kemampuan suatu ekosistem
untuk dapat kembali ke bentuk semula setelah
menghadapi tekanan alam sangat dipengaruhi
oleh keanekaragam hayati khususnya
keanekaragaman spesies (Soemarwoto 2004
dan Cleland 2011). Kelentingan ekosistem yang
optimal dapat menghasilkan jasa ekosistem yang
diperlukan manusia secara optimal pula.

Indikator Jasa Ekosistem
Biodiversitas atau keanekaragaman hayati
merupakan istilah yang menyatakan
terdapatnya berbagai macam variasi bentuk,
penampilan, jumlah dan sifat dari derajat
keanekaragaman alam yang mencakup jumlah
maupun frekuensi ekosistem dan spesies
maupun gen yang ada di dalam wilayah tertentu.
Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994
tentang konvensi PBB mengenai
keanekaragaman hayati, pengertian
biodiversitas adalah keanekaragaman di antara
daratan, lautan dan ekosistem akuatik lainnya
serta  kompleks-kompleks  ekologi  yang
merupakan bagian dari keanekaragaman di
dalam spesies, antara spesies dan ekosistem
(Soemarwoto 2001). Selain itu, keanekaragaman
hayati merupakan jumlah jenis yang dapat
ditinjau dari tiga tingkat keragaman alamiah,
termasuk jumlah dan frekuensi ekosistem,
spesies atau gen dalam suatu kumpulan. Adapun
tingkatan keanekaragaman hayati adalah
sebagai berikut: 1) Keanekaragaman genetik, 2)
Keanekaragaman spesies, dan 3)
Keanekaragaman ekosistem (Mc Neely 1992).
Kekayaan floristik merupakan bagian dari
keanekaragaman hayati yang sangat erat
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kaitannya dengan kondisi lingkungan, seperti
iklim, tanah, cahaya, dimana faktor tersebut
membentuk tegakan hutan vyang klimaks
(Dombois dan Ellenberg 1974). Richard (1964)
menggunakan istilah komposisi jenis untuk
menyatakan keberadaan jenis-jenis pohon di
dalam hutan. Selanjutnya dinyatakan juga
bahwa ciri hutan hujan tropika yang menyolok
adalah mayoritas penutupnya terdiri dari
tumbuhan berkayu berbentuk pohon. Pada
komunitas yang lebih stabil, keanekaragaman
jenis lebih besar dari komunitas yang sederhana
dan cenderung untuk memuncak pada tingkat
permudaan dan pertengahan dari proses suksesi
dan akan menurun lagi pada tingkat klimaks
(Margalef 1968 dalam Odum 1998). Odum
(1998) menyatakan bahwa keanekaragaman
jenis cenderung lebih tinggi di dalam komunitas
yang lebih tua dan rendah didalam komnitas
yang cenderung baru terbentuk. Kemantapan
habitat merupakan faktor utama yang mengatur
keanekaragaman jenis.

Istilah struktur menerangkan sebaran
individu tumbuhan dalam lapisan tajuk (Richard
1964), sedangkan Danserau (1957) dalam
Dumbois dan Ellenberg (1974) mendefenisikan
struktur sebagai organisasi dalam ruang dari
individu-individu pembentuk tegakan. Kershaw
(1964) dalam Dombois dan Ellenberg (1974)
membedakan komponen struktur vegetasi
menjadi tiga, yaitu:

1. Struktur vertikal (stratifikasi)

2. Struktur horizontal (distribusi ruang dari
jenis-jenis dan individu-individu)

3. Struktur kuantitatif (kelimpahan masing-
masing jenis dalam komunitas)
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Sementara itu;, dalam-ekologi dikenal lima
struktur vegetasi, yaitu: 1) fisiognami vegetasi, 2)
struktur biomassa, 3) struktur bentuk hidup, 4)
struktur floristic,c, dan 5) struktur tegakan
(Dombois dan Ellenberg 1974). Definisi lain
strukur hutan dikemukakan oleh Suhendang
(1985) yang menyatakan bahwa struktur
tegakan hutan merupakan hubungan fungsional
antara kerapatan pohon dengan diameternya.
Oleh karenanya, struktur tegakan akan dapat
dipakai untuk menduga kerapatan pohon pada
berbagai kelas diameternya apabila dugaan
parameter struktur tegakan dan jumlah pohon
secara total diketahui.

Jasa Ekosistem Ruang Terbuka Hijau

Grey dan Deneke (1986) menyebutkan ada
empat manfaat utama hutan kota sebagai salah
satu bentuk Ruang Terbuka Hijau, vyaitu
memperbaiki iklim, manfaat perekayasaan,
arsitertural, dan estetika. Pohon hutan yang
melaksanakan proses fisiologis  seperti
transpirasi menyebabkan suhu udara di sekitar
pohon menurun. Sebatang pohon dapat
mentranspirasikan air sebanyak 88 galon atau
400 liter yang secara langsung menurunkan suhu
udara di sekitar pohon. Suhu udara ini identik
dengan lima ruangan ber-AC. Dengan demikian,
berdasarkan perhitungan tersebut suatu hotel
yang terdiri dari 500 ruang dapat diganti dengan
menanam 100 batang pohon di halaman hotel.
Area yang berhutan kota dapat menurunkan
suhu sekitar 5-8°C atau dengan kata lain
penggunaan energi bisa diturunkan hingga 23
persen.

Selain berfungsi dalam memperbaiki iklim
mikro, hutan kota juga dapat dipergunakan
sebagai windbreaker atau sebagai pengurang
kecepatan dan kekuatan angin. Angin yang
datang menerpa hutan dari arah wind ward akan
dikurangi kecepatannya pada arah perginya
angin atau lee ward dari hutan. Pengurangan
kecepatan angin sangat bagus yang dapat
mencapai 50 persen terdapat pada areal selebar
sepuluh kali tinggi pohon, sedangkan pada areal
selebar 20 kali tinggi pohon adalah termasuk
dalam kategori “bagus” dan pada areal selebar
30 kali tinggi pohon termasuk ke dalam kategori
sudah tidak terasa lagi.

Ruang Terbuka Hijau memiliki fungsi
sebagai pencegahan gangguan. Pohon dalam
Ruang Terbuka Hijau khususnya dalam bentuk
hutan dapat meredam kebisingan melalui tiga
cara, yaitu absorption (absorpsi), deflecton
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(dibelokkan), dan reflection (dipantulkan).
Keberadaan hutan dapat mengurangi kebisingan
hingga 40-50 persen (Grey dan Deneke 1986).
Ketebalan hutan dengan lebar setinggi pohon
dapat mengurangi sekitar 5-10 dBA. Hutan kota
berbentuk jalur di antara dua tebing dapat
mengurangi kebisingan sekitar 50-75 persen,
sedangkan pada jalan yang datar pengurangan
kebisingan mencapai 20-40 dBA dari bunyi
kendaraan mobil atau truk yang lewat.
Pembangunan hutan kota sangat penting
dalam mengurangi cemaran kebisingan. Adanya
hutan kota diharapkan dapat memenuhi standar
baku mutu ambient parameter kebisingan sesuai
dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku
Tingkat Kebisingan seperti yang tertera pada 0.

Tabel 3. Baku Tingkat Kebisingan

Peruntukan Kawasan/ ng.k?t
Lingkungan Kegiatan kebisingan
DB (A)
a. Peruntukan kawasan
1. Perumahan dan 55
pemukiman
2. Perdagangan dan Jasa 70
3. Perkantoran dan 65
Perdagangan
4. Ruang Terbuka Hijau 50
5. Industri 70
6. Pemerintahan dan 60
Fasilitas Umum
7. Rekreasi 70
8. Khusus:
- Bandar udara *)
- Stasiun Kereta Api *)
- Pelabuhan Laut 70
- Cagar Budaya 60
b. Lingkungan Kegiatan
1. Rumah Sakit atau 55
sejenisnya
2. Sekolah atau 55
sejenisnya
3. tempat ibadah atau 55
sejenisnya

Sumber: Keputusan Menteri Negara Lingkungan
Hidup Nomor : Kep 48/Menlh/11/1996 Tentang
Baku Tingkat Kebisingan

Secara umum, jasa ekosistem dari Ruang

Terbuka Hijau adalah sebagai berikut (lrwan
2005).
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Alat pehgukur»———iklim amplitude

(klimatologis). Ruang terbuka hijau

memperkecil amplitude variasi yang lebih

besar dari kondisi udara panas ke kondisi

udara sejuk.

Penyaring udara kotor (protektif). Ruang

terbuka hijau dapat mencegah terjadinya

pencemaran udara yang berlebihan oleh

adanya asap kendaraan, asap buangan

industri dan gas beracun lainnya.

Sebagai tempat hidup satwa. Pohon

peneduh tepi jalan sebagai tempat hidup

satwa burung/unggas.

Sebagai penunjang keindahan (estetika).

Tanaman ini memiliki bentuk teksur dan

warna yang menarik.

Mempertinggi kualitas ruang kehidupan

lingkungan. Ditinjau dari sudut planologi,

ruang terbuka hijau berfungsi sebagai

pengikat dan pemersatu elemen-elemen

(bangunan) vyang ada disekelilingnya.

Dengan demikian, dapat tercipta lingkungan

yang kompak dan serasi.

Memberikan kesegaran, kenyamanan dan

keindahan lingkungan sebagai paru-paru

kota

Memberikan lingkungan yang bersih dan

sehat bagi penduduk kota

Memberikan hasil produksi berpa kayu,

daun, bunga dan buah

Sebagai tempat hidup satwa dan plasma

nutfah

10) Sebagai resapan
keseimbangan tata air dalam tanah,
mengurangi  aliran  air  permukaan,
menangkap dan menyimpan air, menjaga
keseimbangan tanah agar kesuburan tanah
tetap terjamin

11) Sirkulasi udara dalam kota, dan

12) Sebagai tempat sarana dan prasarana

kegiatan rekreasi.

1)

2)

E)

4)

5)

6)

7)
8)
9)

air guna menjaga

Selain  keduabelas fungsi di atas,
Robinatte (1972) dalam Grey dan Deneke (1986)
mengemukakan berbagai sifat tumbuhan yang
khas dan pengaruhnya yang dapat memecahkan
masalah teknik yang berhubungan dengan
lingkungan, yaitu daging daun yang mengurangi
bunyi, ranting-ranting yang bergetrak dan

bergetar untuk menyerap dan menutupi bunyi-
bunyian, bulu-bulu daun yang dapat menahan
partikel-partikel

polutan dan debu, serta
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stomata untuk menangkan gas karbondioksida.
Hutan kota tepi jalan juga efektif dan
mempunyai peranan besar dalam mengurangi
cemaran timbal (Pb), keteduhan, dan estetika.
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kredibilitas hoax
(Cybersecurity).

Nilai tambah revolusi industri 4.0 dapat
berupa kelimpahan jumlah dan kemudahan
akses data dengan /oT, big data dan komputer
awan, sistem yang lebih  terintegrasi,
peningkatan kualitas komunikasi serta interaksi
antar manusia dan sistem komputer dengan
Augmentted Reality dan Virtual Reality, dan
peningkatan kemampuan memahami pola dan
sistem yang lebih adaptif dengan kecerdasan
buatan. Sedangkan nilai tambah revolusi industri
4.0 dalam sektor pengelolaan hutan rakyat
dapat berupa informasi yang efektif pada
keseluruhan proses pengelolaan hutan rakyat
termasuk perubahan sosial budayanya.

Bagi Pemerintah tantangan
pengaplikasian revolusi industri big data spasial
4.0 berupa visi, kebijakan, dan investasi
pengintegrasian revolusi industri 4.0 pada
pengelolaan hutan rakyat, sarana dan prasarana,
akuisisi  teknologi, standar, dan protokol
pengintegrasian revolusi industri 4.0, dan
insentif dalam pengelolaan hutan rakyat.

informasi, tingkat

Potensi big data spasial dalam
pengelolaan hutan rakyat dapat berupa
penyediaan wawasan lebih luas dan terkait

resiko dan situasi pengelolaan hutan rakyat

hingga mengidentifikasi faktor-faktor
eksternalnya, fasilitas  pembuatan  dan
pengambilan keputusan berdasarkan data,

mempermudah dan memperluas jangkauan
akses data hingga dapat diskses dimanapun dan
kapanpun, orkestrasi budaya kolaborasi, riset,
dan inovasi antar pihak pengelola hutan rakyat,
serta memperluas jangkauan pengawasan dan
wilayah kerja untuk menanggulangi kebutuhan
dan tuntutan di masa depan.

Il. Apa Data Spasial dan Big Data Spasial
Data dan informasi geospasial menjadi semakin
penting dan bermanfaat untuk mendukung
proses pembangunan di berbagai sektor
kehidupan (Presiden Joko Widodo, 2019). Data
spasial merupakan data yang memiliki referensi
ruang kebumian (georeference), dimana
berbagai data atribut terletak dalam berbagai
unit spasial. Definisi big data spasial dijelaskan
dalam Gambar 2 sebagai berikut:
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“Big data sebagai kumpulan data yang
memiliki ~ karakteristik volume, velocity,
variety (dikenal dengan 3V) yang kompleks,
sehingga membutuhkan kemampuan untuk
menangkap, memproses, menyimpan,
mengelola, dan menganalisis data tersebut..
(Loney, 2012)”

Gambar 2. Definisi Big Data Spasial

Big data memiliki jumlah/ukuran yang
sangat besar (volume), tumbuh sangat cepat
(verocity), tipe dan struktur data yang komplek
(variety), penuh ketidakpastian validitasnya
(veracity), kontiunitas perubahan data secara
terus menerus (variability), menghadirkan data
yang sangat dimengerti dengan mudah
(vosialisasi), dan menciptakan suatu nilai bagi
organisasi atau perusahaan (value). Pemahaman
tentang big data sangat berbeda dengan big file.

Istilah big data mulai muncul setelah
tahun 2005 diperkenalkan oleh O’Reilly Media.
Namun sebenarnya penggunaan data dan
kebutuhan untuk memahami data tersebut
sebenarnya sudah ada sejak jaman dulu (Aryasa,
2015). Big Data mengacu pada 3V: volume,
variety, velocity, dan ada yang menambahkan
unsur V lainnya seperti veracity dan value,
volume (kapasitas data).

lll. Apa yang Dapat Dilakukan dengan Big
Data Spasial

Dengan big data spasial dapat merangkum data
(mengregasi poin, membuat kisi multi-variabel,
mengabungkan fitur, merekonstruksi trek,
merangkum atribut, merangkum di dalam),
menganalisis pola (menghitung kepadatan,
membuat kubus waktu pemulihan, menemukan
hot spot, menemukan cluster titik), menemukan
lokasi (mendeteksi insiden, menemukan lokasi
yang serupa, menemukan lokasi kode bumi),
mengelola data (menambahkan data,
melakukan perhitungan bidang, menyalin ke
penyimpanan data, melakukan lapisan berlebih),
menggunakan kedekatan (membuat buffer).
Pentingnya  transformasi  digital  adalah
perubahan mendasar dari business as usual yang
old fashion ke cara-cara out of the box dengan
bantuan teknologi digital.
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IV. Mengapa Big Data Spasial

Tantangan perubahan teknologi geospasial
kedepan didasari pada keunggulan yang ekstrim,
munculnya komputasi, ekosistem media baru,
organisasi super struktur, dunia yang terhubung
secara global, dan ketrampilan masa depan yang
menyangkut citarasa, kecerdasan sosial, cerita
dan pemikiran adaptif, menyeberang dari
kompetensi budaya, pemikiran komputer, melek
media terkini, transdisipliner, desain pola pikir,
manajemen beban kogitif, serta kolaborasi
virtual.

Benefit dari big data adalah meningkatkan
efisiensi, pengambilan keputusan organisasi
yang lebih baik, meningkatkan keterlibatan
pengalaman dan keterlibatan user, serta
mencapai penghematan finansial. Pengambilan
keputusan big data dapat dicapai tindakan yang
paling bijak atau tepat dan sarat win-win
solusion.  Dalam  mengambil  keputusan
melibatkan banyak aktor, sistem, data, dan
kriteria.

Manfaat besar yang dapat ditawarkan
oleh teknologi big data, menarik untuk melihat
sejauh  mana teknologi big data sudah
dimanfaatkan di Indonesia, khususnya di
lembaga pemerintahan, dan tantangan apa saja
yang muncul dalam penerapannya. Diharapkan
hasilnya dapat memberikan informasi dan
inspirasi sehingga implementasi teknologi big
data di Indonesia dapat semakin luas.

V. Bagaimana Big Data EHE]
Diimplementasikan
Dukungan  informasi  geospasial  dalam

mendukung SGDs informasi dasar geospasial
(IGB) dikombinasikan dengan data statistik,
keuangan, dan data lainnya dan didukung

Informasi Geospasial Tematik (IGT) untuk
realisasi SGDs. Sumber data dan informasi
geospasial untuk SGDs adalah data dan
informasi  integratif  statistik, geospasial,

keuangan negara, dan data lainnya.

Standar semua jenis data dilakukan
dengan penyaringan dan pemrosesan yang
berupa kegiatan proses ekstrak, perubahan
bentuk, serta pemindahan melalui mesin proses
data spasial online, yang memerlukan desain
user interface, dan mesin pengolahan data yang
sangat kompleks seperti pemrosesan kejadian
yang komplek, antarmuka pengguna,
pemrosesan analitik spasial online serta ekstrak,
transformasi, dan kapasitas. Standar dari analisis
big data spasial cloud/komputasi terdistribusi,
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perangkat manajemen data baru, teknologi
baru, dan kemudahan untuk pengguna.
Infrastruktur geospasial memerlukan dukungan
keterbukaan standar, keterbukaan data.
Sumber-sumber  big  data  spasial
dikelompokkan dalam database lokasi, data
survei, citra stelit, jejaring sosial, dan internet.
Kompleksitas analisis big data dapat dipengaruhi
karena kapasitas, dan waktu pemrosesan yang
dapat terdiri penyimpanan berbasis distribusi,
dan visualisasi analisis yang belum dapat
dilakukan dengan komputer stand alone.
Penerapan teknologi big data pada suatu
lembaga dapat dilihat dari fungsi-fungsi yang
sudah tersedia pada teknologi informasi
infrastrukturnya, sehingga dapat menjalankan
kerja yang berhubungan dengan aplikasi mobile,
social, dan big data-analytic. Pada level nasional,
potensi penggunaan big data untuk layanan
pemerintah di Indonesia pernah dikaji
sebelumnya (Taufan, 2015). Dalam tulisan
tersebut dikatakan bahwa pemerintah sebagai
penyelenggara layanan publik memiliki peluang
untuk menggunakan big data dalam beberapa
proses layanan e-Government. Pengintegrasian
data dan layanan adalah salah satu cara untuk
memanfaatkan big data. Banyak sektor yang bisa
disinergikan antara lain transportasi, pertanian,
ketenaga-kerjaan, perkebunan, kehutanan,
lingkungan hidup, kelautan, dan masih banyak
lagi. Kajian tersebut juga memberikan
benchmarking pemerintahan vyang sudah
menggunakan big data dalam beberapa layanan
publik, di masa depan kebijakan publik akan
dibentuk oleh big data dan aplikasinya pada
berbagai macam aspek kehidupan masyarakat
Tahapan implementasi big data spasial
meliputi (1) nascent, umumnya organisasi
memiliki awareness yang rendah terhadap
teknologi big data dan nilai manfaatnya bagi
organisasi, Tahap (2) pre-adoption, organisasi
mulai mempersiapkan langkah terkait big data
analitik dan akan mengimplementasikannya
dalam waktu dekat. Tahap (3) early-adoption,
organisasi biasanya menghabiskan waktu yang
lebih lama, karena terdapat perbedaan yang
cukup jauh untuk mencapai level selanjutnya.
Tahap (4) corporate adoption, pada tahap ini end
users telah dilibatkan, mendapatkan wawasan.
Sementara penerapannya di sektor
publik/pemerintahan, tampaknya masih
terbatas. Dalam penerapannya penggunaan
metode memiliki kekurangan dan kelebihan
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masing-masing, dengan-perbandingan seperti
terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbandingan metode konvensional

terhadap data analitik dalam
pengumpulan dan analisis data
(Friedman, 1997)
LEGACY DATA ANALYTICS
confirmative exploative
Small data set Large data set
Small number of Large number of
variable variable
Deductive inductive
Numeric data Numeric and
nonOnumeric data
Clean data Data cleaning
VI. Big Data Dalam Konteks Kebijakan Satu

Data Indonesia

Satu Data Indonesia (SDI) adalah kebijakan tata
kelola data pemerintah untuk menghasilkan
data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan
dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses
dan dibagikan antar instansi pusat dan instansi
daerah melalui pemenuhan standar data,
metadata, interoperabilitas data, dan
menggunakan kode referensi dan data induk
(Perpres 39/2019). Posisi big data spasial dalam
kebijakan satu data indonesia sebagai bagian
dari satu data (data statistik, data geospasial,
dan keuangan negara tingkat pusat).

Para peiimg o dunia

Fersama kiurang lebih 192 kepaky nega Linny

tMengusurs tema

termasuk Woeal Cresaden Indoncoia Jusuf Kala
1 AT AL enges

“No One Left Behind
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Arahan Presiden dalam peluncuran
geoportal kebijakan satu peta pada tanggal 11
Desember 2018 yang harus diperhatikan adalah
penguatan Jaringan Informasi Geospasial
Nasional (JIGN) beserta simpul jaringan dalam
percepatan pemetaan batas desa atau
kelurahan, peremajaan (update) peta secara
efektif, pencermatan peta dasar skala besar, dan
mewujudkan kebijakan satu peta pada skala
peta 1:5000.

Berbagai aktivitas perlu dilaksanakan
untuk menghasilkan nilai dari big data,
meskipun  pengembangan platform  dan

perangkat analisis dan tahapan lainnya seringkali
merupakan pendahulu. Data geospasial, data
statistik, dan data-data lainnya dapat diperoleh
dari  Kementerian, Lembaga, Pemerintah
Daerah, maupun masyarakat secara umum.
Data-data perilaku pengguna dan pengguna
dapat diakuisisi oleh platform online seperti situs
internet media sosial, berbagai aplikasi online,
dan layanan pengiriman pesan.

Dukungan informasi geospasial terutama
dilakukan dalam pilar pembangunan sosial,
pembangunan ekonomi, pembangunan
lingkungan, dan setidaknya mendukung 12 dari
17 tujuan SDGs (Sustainable Development
Goals). Pendekatan pembangunan nasional
berbasis tematik, integratif, dan spasial sesuai
dengan PP 13/2017 seperto dijelaskan dalam
Gambar 3 sebagai berikut:

ihkan

Pilar Pembangunan Sosial

g 5

Pilar Pembangunan Ekonomi

8 PR,

Pilar Pembangunan Lingkungan
& P
N y——— ! -——j‘-:f’—* L
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VIl. Tantangan Pengelolaan Hutan Rakyat
Tantangan pemanfaatan metode penggunaan
lahan secara optimal, yang mengkombinasikan
sistem-sistem produksi biologis yang berotasi
pendek dan panjang dengan suatu cara
berdasarkan asas kelestarian, secara bersamaan
atau berurutan baik di dalam kawasan hutan
maupun di luar kawasan hutan.

Terbatasnya informasi terkait
pemberdayaan masyarakat bagi kelompok
sasaran dengan kegiatan sosialisasi program
kebijakan pemerintah daerah, terutama bagi
instansi teknis terkait, dan masyarakat kelompok
sasaran, penyuluhan tentang manfaat teknik

VIIl. Big Data Spasial Dalam Konteks Kebijakan
Pengelolaan Hutan Rakyat

Kebijakan dominasi informasi melalui
pengembangan perhutanan sosial sebagai
sebuah resolusi seyogyanya selalu

memperhatikan unsur eksistensi masyarakat
dan kebudayaannya serta unsur perubahannya
itu sendiri. Pemanfaatan big data spasial sangat
mendukung program-program lingkungan hidup
dan kehutanan di level tapak diantaranya
pengelolaan hutan rakyat.

Kebijakan perhutanan sosial dibuat
sebagai usaha memberikan kepastian pada
stakeholder ~ kehutanan  terkait  dengan
pengembangan pengelolaan sumberdaya hutan,
sehingga dapat memaksimalkan manfaat hutan
kepada pemangku kepentingan dan
meminimalkan efek negatif, biaya, serta dampak
lainnya yang terkait dengan pengembangan
pengelolaan hutan berkelanjutan, dibutuhkan

sinergi kebijakan dengan pendekatan
multisektor dan  multidisiplin.  Pemilihan
terhadap instrumen kebijakan akan sangat

menentukan apabila didasarkan kepada kajian
yang utuh terhadap tujuan yang ingin dicapai
dengan cara seefisien mungkin, tidak didasarkan
pada kajian yang parsial dan tidak menyeluruh.
Kebijakan yang ada saat ini belum dapat
diimplementasikan secara  konkrit dalam
program pengembangan kebijakan perhutanan
sosial terutama terkait signifikasi terhadap aspek
ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya.

Tata kelola data (pengembangan aplikasi)
yang baik dapat memberikan batasan, panduan,
dan standar bagi institusi pemerintahan berikut
entitas didalamnya untuk mengambil
keputusan. Pada level nasional manfaat yang
didapatkan meliputi koordinasi, integrasi
perencanaan data, standar rujukan kualitas,
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metode pengelolaan hutan pada lahan miring
dan sempit, pelatihan partisipatif untuk
peningkatan keterampilan kelompok sasaran
dalam  melakukan indentifikasi ~ potensi,
permasalahan dan peluang pengembangan
usaha, menyusun rencana kegiatan, melakukan
implementasi kegiatan serta monitoring dan

evaluasi program/kegiatan, pelatihan teknik
pengelolaan hutan rakyat, pendampingan
pengelolaan lahan secara intensif yang

dilaksanakan secara partisipatif. Pelaksanaan
informasi kebijakan dan informasi/pengetahuan
pendukung lebih bergantung pada petugas
penyuluh kehutanan.

kemudahan monitoring dan evaluasi
penyelenggaraan tata kelola di seluruh institusi
pemerintah, pada level institusi pemerintahan
akan didapatkan manfaat yang meliputi batasan
penyelenggaraan tata kelola data di lingkungan
masing-masing, serta mengoptimalkan
ketercapaian penyelengaraan di lingkungan
kerja masing-masing., sedangkan pada level
masyarakat ~ akan didapatkan manfaat
pelayanan publik yang lebih baik, dan
transparasi kriteria batasan penyelenggaraan
tata kelola data institusi pemerintah (fungsi
kontrol).

Kondisi ideal/keluaran yang
diharapkan dari pengembangkan suatu sistem
informasi spasial dan numerik yang terintegrasi
antara tingkat pusat dan tingkat tapak (daerah)
yang dapat menyediakan informasi/data terkini
secara cepat dan tepat tentang sumberdaya
hutan dan kegiatan pembangunan kehutanan
sesuai sesuai standar yang ditentukan, dengan
keluaran vyang diharapkan meliputi akses
informasi yang mudah, data sesuai dengan
tupoksi, satu data untuk kebutuhan luas,
komunikasi data secara cepat, laporan sesuai
standar dan sebagainya.

llustrasi pemanfaatan big data dalam
perencanaan pembangunan (pemanfaatan peta
perubahan penggunaan lahan multi temporal),
ilustrasi  pemanfaatan big data dalam
perencanaan pembangunan (Pemanfaatan data
twitter dan hasil penelitian), serta informasi
sebaran  vegetasi  penyakit lingkungan,
kebencanaan, atau yang lain, dan ilustrasi
pemanfaatan big data dalam perencanaan
pembangunan (Participatory Mapping),
memberikan ruang pada masyarakat untuk
memberikan respon secara cepat dan masif
terhadap rancangan rencana pembangunan
dengan menggunakan ponsel vyang telah
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menerapkan single identity number. Big data
memiliki peran penting dalam pemutakhiran
perubahan, penggunaan lahan secara realtime
dalam volume data yang besar dan rentang

waktu yang singkat. llustrasi pemanfaatan big
data diatas dijelaskan Gambar 4 sebagai berikut
ini:

| Potensi dat

.'/LI Potensi data: EH
. - Preferensi personal (life style, ~Sosial & Ekonomi
i [:‘ politik, dll) W - Demografis
‘eringkat - Aktivitas perangkat | - Biometrik
- Social Network (dari data | Penetrasi

juta penduduk

N\

DataGPS

percakapan, post, can relasi
media social]
- Identitas pribadi (pada user

‘eringkat )
yang valid)

reg iling

peringkat world's most
visitee berdasar smilarieb

Sistem Data Perpajakan

Data Citra dan Peta

iy
oilling  e-faktur

9
EEEIER

Potensi data :

indivicu perorangan)

e
B
S R o T - | EE

- Aktivitas keuangan (pengelola negara dan

- Potensi keuangan Nasional (berdasar pajak)
risiko-risiko perpajakan (kedisiplinan wajib
pajak, galat/error pengelolaan, all)

d A

Konsep Pengelolaan Hutan Rakyat dan SDGs

Gambar 4. llustrasi Pemanfaatan Big Data dalam Pengelolaan Hutan Rakyat

IX. Siapa yang Memanfaatkan
Y EHEL

Pengguna yang memanfaatkan big data spasial
dikelompokkan dalam pengguna data
pemerintah vyang terdiri dari kementerian,
lembaga, pemerintah provinsi serta pemerintah
kota/kabupaten, dan pengguna data publik yang
meliputi perseorangan, kelompok orang atau
badan hukum.

Big Data

X. Kapan Big Data Spasial Diimplementasikan
Implementasi big data spasial dalam hal
minimnya ketersediaan peta dasar, privasi, serta
terbatasnya akses data (ketersediaan data),
analisis data dan metodologi (kemampuan
analisis data) serta data storage, dukungan
sistem, dan standar (dukungan infrastruktur)
serta ketersediaan sumber daya manusia,
pemberlakuan sistem single identity number
(ketersediaan sumber daya manusia) menjadi
tantangan dalam implementasi big data spasial
dapat disesuaikan dengan tahapan waktu,
kemampuan, dan ketersediaan anggaran.

Xl. Dimana Big Data YEHEL
Diimplementasikan
Pemangku kepentingan yang terlibat

stakeholder kehutanan dan lingkungan hidup
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meliputi Kementerian/Lembaga, Unit Kerja
KLHK, unit pengolah Dinas Kehutanan, penyuluh,
petani/kelompok tani, pemakai dan para pihak
untuk melakukan update data/informasi.

Taktik dan strategi terkait tujuan dengan
System Development Life Cycle (SDLC) berupa
tahapan-tahapan pekerjaan yang dilakukan oleh

stakeholder kehutanan, analis sistem dan
programmer dalam membangun sistem
informasi. Tahapan SDLC meliputi (1)
perencanaan atau proses dasar untuk

memahami sistem yang harus dibangun, (2)
analisis atau investigasi terhadap sistem yang
sedang berjalan dengan tujuan  untuk
mendapatkan jawaban mengenai hasil sistem,
cara kerja sistem dan waktu proses sistem
sehingga didapatkan cara untuk membangun
sistem baru, (3) rancangan atau proses
penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur
design interface, database dan spesifikasi file,
dan program design  sehingga didapatkan
spesifikasi sistem, (4) implementasi atau proses
pembangunan dan pengujian sistem, instalasi

sistem, dan rencana dukungan sistem.
Penyediaan berbagai input untuk taktik dan
strategi informasi berupa informasi dari

stakeholder kehutanan.
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Perwujudan implementasi  kebijakan
dominasi informasi dalam bentuk program-
program kerja (SDLC) yang merujuk pada
masalah-masalah yang akan ditangani oleh
kebijakan.  Program-program inilah  vyang
kemudian disusun struktur
pengimplementasiannya  agar  selanjutnya
menghasilkan perubahan sebagaimana yang
diinginkan oleh kebijakan yang dimaksud.

Xil. Kesimpulan

Revolusi industri 4.0 memberikan peluang
kolaborasi  yang  lebih masiv  dalam
meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan
rakyat. Pemanfaatan teknologi informasi
berbasis geospasial harus dilaksanakan dengan
perencanaan yang matang dengan didukung
penelitian para ahli dan akademisi. Penguatan
sistem  manajemen  pengetahuan  harus
mendasari rencana pemanfaatan big data.
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia
harus mengikuti perkembangan teknologi dan
pemanfaatannya. Keberlanjutan program perlu
menjadi perhatian organisasi.
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Oleh: Danang Sutowijoyo
Pengelola Data GIS dan Perpetaan pada Balai Taman Nasional Gunung Palung

A. Sejarah Microlight Trike di Balai TANAGUPA

aman Nasional Gunung Palung
(TANAGUPA) memiliki luas 108.043,9 ha.
Terletak di dua Kabupaten vyaitu (Kab.
Kayong Utara dan Kab. Ketapang — Kalimantan
Barat). Desa di sekitar TANAGUPA ada 23 desa

dimana yang berbatasan langsung dengan
kawasan TANAGUPA ada 17 desa, (14 desa di
Kab. Kayong Utara dan 3 desa di Kabupaten
Ketapang. Taman Nasional Gunung Palung
sendiri memiliki 7 resort pengelolaan dan 1 Unit
Stasiun Cabang Penelitian.

Gambar 1. Desa Sekitar Kawasan TNGP, dan Pembagian Wilayah TNGP

Pengelola kawasan TANAGUPA telah
mempelopori sesuatu yang tidak biasa dan
belum ada sebelumnya di lingkup Departemen
Kehutanan saat itu, vyaitu mengadakan
Microlight Trike untuk patroli kawasanDi tengah
tingginya aktivitas illegal logging kala itu tumbuh
gagasan untuk menggunakan Microlight Trike
yang secara langsung dapat mengatasi
tantangan terbesar melawan para penebang
dengan menemukan lokasi mereka secara
langsung.

Pada tahun 2003 saat itu Balai TANAGUPA
dipimpin oleh “B Prabani Setyohindarto” yang
biasa dipanggil dengan sebutan “Pak Anto”
berpikir keras tentang bagaimana tim patroli
dapat menemukan lokasi operasi pembalakan
liar di taman nasional. Sembilan puluh ribu
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hektar adalah wilayah yang sangat luas disertai
banyaknya perbedaan ekosistem dan medan
yang sulit di jangkau dengan berjalan ke tengah
kawasan. Itu sebabnya Pak Anto mulai
mempertimbangkan Microlight Trike.

Saat itu tantangan untuk merealisasikan
impian tersebut tidaklah mudah dengan adanya
resistensi dari Departemen Kehutanan vyang
menolak  keras biaya pembelian  dan
pemeliharaan pesawat, serta pendapat dari
banyak orang di komunitas aerosport Indonesia
yang mengatakan bahwa terbang jauh di atas
hutan hujan dan pegunungan akan berbahaya
(tidak mungkin bisa dilakukan), karena pilot
harus terbang rendah ke tempat operasi logging
dan mengambil gambar di mana turbulensi
dapat mengancam.
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Berkat kegigihan-dalam mewujudkan cita
— cita memiliki pesawat Microlight Trike telah
membuahkan hasil yaitu dengan adanya dua
unit Microlight Trike type Airborne Classic untuk
patroli udara biasa. Kedua pesawat tersebut
menggunakan mesin dua langkah, Rotax 582.

[{aE

Satu memilii sayap Streak 2 dan
pelayaran kecepatan 52 knot, sementara yang

lain memiliki sayap Wizard lebih lambat dengan
kecepatan 45 knot. Dengan kapasitas tangki
bahan bakar 42 liter dan konsumsi bahan bakar
15 liter per jam, pesawat memiliki jangkauan
sekitar 140 mil atau 2,5 hingga 3 jam. Lapangan
terbang rumput (Airstrip) dibangun dari awal
tahun 2003, terletak di sungai awan sekitar + 20
menit berkendara dari kantor Balai TANAGUPA.
Semangat TANAGUPA memberikan spirit kepada
Departemen  Kehutanan vyang kemudian
berganti nama menjadi Kementerian Kehutanan
dengan mengeluarkan peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.05/Menhut-11/2014

Tentang Pedoman Pengoperasian, Perawatan,
dan Pemeliharaan Pesawat Terbang Microlight
Trike di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Gambar 3. Penerbngan Pesawat Microlight Trike ke kawasan TNGP

Pada tahun 2016 telah dikeluarkan
Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P. 10
tahun 2016 tentang Prosedur Pengoperasian
dan Pemeliharaan /Perawatan Pesawat Terbang

Microlight Trike Lingkup Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam
peraturan  tersebut  disebutkan bahwa
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penggunaan pesawat terbang Microlight Trike
antara lain : Pengamanan Hutan; Patroli Udara;
Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Hutan
dan Lingkungan (forest and environment
surveillance); Pemantauan Hotspot; Pencegahan
dan Pengendalian Kebakaran Hutan; Pemetaan
Tata Batas; Percepatan Proses Penetapan
Kawasan Hutan; Inventarisasi dan Pemantauan



Sumberdaya Hutan; Survey Udara untuk Areal Database; Tanggap Cepat Bencana Alam;
Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH); Potret Penebaran Benih; Pengendalian Hama dan
Udara untuk Koreksi Informasi Geospasial Penyakit.

DIAGRAM POLA PATROLI UDARA DALAM SISTEM PENGAMANAN DAN MONITORING KAWASAN TN. GUNUNG PALUNG

Gambar 4. Pola Patroli Udara Dalam Sistem Pengamanan dan Monitoring Kawasan TNGP

B. Implementasi Penggunaan Microlight Trike dini adanya gangguan kawasan hutan dan
Balai TANAGUPA hasil hutan seperti illegal logging,

. Implementasi Penggunaan Microlight Trike
2003 s/d 2017

Dalam implementasinya Balai TANAGUPA
menggunakan pesawat microlight trike untuk
patroli udara agar dapat mendekteksi secara

f, BuU

perambahan kawasan, kebakaran hutan dan
pengecekan hotspot. Pada tahun 2003-2017
pola patroli udara masih menggunakan
Potret kamera secara oblique (foto miring),
hal ini memberikan update informasi kondisi
yang ada dalam kawasan terutama lokasi
illegal logging, namun Tindak Lanjut
dilapangan setelah melakukan patroli Udara
Tim Operasi/Monitoring mengalami sedikit
kesulitan karena informasi hasil patroli tidak
dilengkapi titik koordinat dan hanya berupa
foto.

kaan lah

%j;;‘
: > 0
> &

Gambar 5. Foto Udara secara Oblique (foto Miring) Pada Kawasan TNGP

. Implementasi Penggunaan Microlight Trike
2018 s/d Sekarang

Memperhatikan kelemahan-kelemahan yang
dihadapi dalam penggunaan pesawat
Microlight Trike sebelum tahun 2018 dan
juga memperhatikan maraknya penggunaan
pesawat tanpa awak (drone/uav) dalam
pengelolaan kawasan, maka pengoperasian
pesawat microlight trike mulai berkurang,

PLANZLOG

sehingga kondisi tersebut disikapi serius oleh
Balai TANAGUPA. Berdasarkan hasil diskusi
dengan para personel TANAGUPA, diketahui
bahwa terdapat kelebihan dalam
pengoptimalan pesawat microlight trike
dalam pengelolaan kawasan yaitu :
a. Pesawat  microlight  triker  mampu
membawa/mengangkut beban yang lebih
berat dibandingkan drone/uav, sehingga
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mampu membawa alat-alat pendukung
seperti LIDAR, Spray disenfektan, dll.

b. Pesawat microlight trike dapat
menempuh perjalanan yang jaraknya jauh
dan ketinggian diatas >1000M.

C. Secara teknik pengambilan foto udara,
pesawat microlight trike dapat memotret
200-500 ha pada satu kali terbang.

Dengan kelebihan-kelebihan tersebut

maka Balai TANAGUPA mulai lebih aktif dan
inisiatif untuk melakukan pembenahan yaitu:
a. Meningkatkan

kemampuan personel
microlight trike.

Personel yang terlibat dalam pengoperasian
microlight trike tidak hanya dituntut untuk
mampu menerbangkan pesawat tetapi juga
dituntut untuk mampu mengoperasikan
aplikasi pendukung seperti Arcgis, Global

AN J—— /

Mapper, maupun mobile mapping serta
membuat jalur terbang.

. Meningkatkan sarana & prasarana microlight

trike dan peralatan pendukung lainnya.

Pada tahun 2019 TANAGUPA mengadakan
pengadaan baru alat pendukung pesawat
microlight trike jenis Airborne XT 582, jenis
pesawat itu memiliki kelebihan diantaranya
kelincahan serta mampu mengurangi bias
landing ditempat berbatu dan bisa digunakan
dalam kegiatan foto udara. Disisi lain otoritas
TANAGUPA melakukan pengadaan kamera
jenis  FUJIFILM  X50, vyang mampu

menghasilkan gambar dengan kualitas yang
tinggi dan kecerahan maksimal, serta alat-
alat pendukung lainnya seperti Mounting,
microSD, HT serta radio.

Gambar 6. Beberapa alat Foto udara Orthopoto Mounting,GPS Aera yang sudah diinput
Jalur terbang, Serta Kamera EOS60D

b. Patroli udara dan updating data kawasan
setiap tahun untuk menghasilkan Foto udara
gunung palung sendiri, sampai saat ini telah
mencapai target 21,5% dengan total luas

Dengan upaya yang telah dilakukan
diatas, maka sejak tahun 2018 s/d sekarang telah
dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

a. Penyusunan ZONASI TANAGUPA.

Penyusunan ZONASI TANAGUPA dengan
menggunakan foto udara dilaksanakan di 2
resort pengelolaan, yaitu resort sempurna
dan resort pangkal tapang, dimana hasil foto
udara pada 2 resort ini akan dianalisis untuk
penyusunan ZONASI TANAGUPA.

23.315,36 Ha dari total luas TNGP 108.043,9
Ha, dengan perbandingan untuk wilayah
SPTN | Sukadana total luas yang sudah
dilakukan foto udara 12.407,98 Ha dan SPTN
Il Teluk Melano 10.907,38 Ha, serta ada
beberapa target yang akan dilaksanakan foto
udara.

Gambar 7. Hasil Fofo udard déhgdn microlight trike pada wilayah TNGP 2018-2019
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c. Pemantauan Hotspot Kebakaran hutan dan lahan di kawasan wilayah TANAGUPA.

Gambar 8. Beberapa Kegiatan Foto Udara dengan teknik Orthopoto (Revisi Zonasi,
Pemantauan Hotpost, Serta Monitoring Kawasan)
d. Pemotretan foto udara untuk survey sarang untuk survey OU dilaksanakan dengan
OU, guna membandingkan antara survey ketinggian 150M di atas beberapa kanopi

darat dengan survey sarang OU dengan untuk kejelasan hasil foto udara.
microlight trike. Pelaksanaan foto udara

e. Pemantauan kegiatan foto udara secara LIVE secara langsung dan berkomunikasi secara
Kegiatan ini sangat berguna, karena dengan langsung ke Balai TANAGUPA, maupun dari
pemantauan secara live memungkinkan siapa personil lapangan.

saja dapat melihat proses kegiatan foto udara

Gambar 10. Pemantauan Kegiatan FotoUdara LIVE, dari kantor Balai TANAGUPA

C. PENUTUP 2019, mulai banyak dilirik oleh para pihak
Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Balai diantaranya:

TANAGUPA dalam pengelolaan Kawasan 1. Universitas Tanjungpura yang berencana
semenjak berjalan dibawah kepemimpinan melakukan kerjasama survey biodiversity di
bapak M. Ari Wibawanto pada tahun 2018 s/d Balai TANAGUPA akan melengkapi microlight

trike dengan kamera LIDAR (Light Detection
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and Ranging). LIDARadalah sebuah teknologi
peraba jarak jauh optik yang mengukur
properti cahaya vyang tersebar untuk
menemukan jarak dan/atau informasi lain
dari target yang jauh, teknologi ini biasa
difungsikan untuk melakukan pemetaan
bumi dalam bidang ilmu geografi, geologi,
geodesi, geomorfologi, seismologi, dan fisik
atmosfer sehingga dapat digunakan sesuai
tujuan dan keperluan pengelolaan. Sistem
pemetaan dengan menggunakan LIDAR
selain lebih cepat dan akurat, juga lebih
murah. Adapun teknik pengambilan datanya
dengan metode poto tegak lurus/orthophoto
seperti biasa dilakukan pada saat kegiatan
Poto udara.

. Satgas Karhutla Kab. Ketapang dan Direktorat
Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim
dalam melakukan patroli dan pengecekan
hot spot karhutla di Kabupaten Ketapang dan
sekitarnya. Penggunaan microlight trike ini
akan mampu menggantikan peran helikopter
dalam patroli pengecekan hoTspot

. IUPHHK — HTI dalam hal ini PT Hutan
Ketapang Industi juga tertarik untuk
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menggunakan unit microlight trike dalam
pengelolaan kawasan di lahan konsesinya.

4. Beberapa desa penyangga di sekitar kawasan
Taman Nasional Gunung Palung, yang
meminta fasilitasi pemetaan desa.

Saat ini program baru yang sedang
dijalankan adalah membentuk kader — kader
penerbang untuk regenerasi pilot dengan
mengadakan pelatihan terbang bagi Staff Balai
Tanagupa. Sebanyak 5 (lima) staff yang
diantaranya adalah 2 (dua) orang Calon Polisi
Kehutanan untuk berlatih langsung dengan Pak
Wahyudi Santoso selaku Pilot Senior Balai
Tanagupa yang telah tersertifikasi baik didalam
maupun luar negeri dan memiliki 720 jam
terbang.

Balai TANAGUPA vyang merupakan
pelopor terbentuknya microlight trike di lingkup
KLHK, akan tetap terus menjalankan program
pengelolaan kawasan dengan sarana microlight
trike dan berinovasi kreatif dalam
pelaksanaanya. Now or never (padepokan 1129-
Sui.Awan)
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Ujicoba Pelaksanaan Input Data dan Analisis Data
pada Inventarisasi Hutan Menggunakan Smartphone
(Samsung Galaksi Tab 4) pada KLASTER L. 36
di Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau

Oleh: Wiharso, S.Hut, M.Pi (championlareso@gmail.com)
2priska Rini Herdiyanti, S.Hut, M.Si (priska.rini@gmail.com)

PENDAHULUAN

ndonesia masih memiliki potensi hasil hutan

yang besar. Hutan merupakan sekumpulan

pepohonan vyang tumbuh pada satu
hamparan yang memiliki keanekaragaman
hayati. Menurut Budi. S (1993) Inventarisasi
hutan Nasional memerlukan taksiran umum atas
seluruh elemen inventarisasi hutan.
Inventarisasi hutan menyajikan klasifikasi
terperinci atas areal hutan beserta taksiran
volume tegakan pada suatu kawasan hutan.

Inventarisasi hutan adalah suatu kegiatan
untuk menaksir potensi hutan (Nurussoliha,
2018). Metode penaksiran merupakan cara
pengukuran sebagian untuk memperoleh data
yang menggambarkan potensi dan elemen dari
suatu kawasan hutan untuk mengetahui sifat
dan nilai kekayaan pada suatu kawasan hutan.

Menurut Fernando, dkk (2016) setiap
fungsi hutan memiliki nilai dan potensinya
sendiri. Tinggi rendahnya nilai potensi pohon
tersebut dapat dihitung dengan melakukan
pengolahan data dari hasil inventarisasi hutan.
Kegiatan inventarisasi hutan sangat berperan
dalam menyajikan informasi tentang keadaan
tegakan hutan, baik keadaan pohon-pohon
maupun berbagai karakteristik areal tempat
tumbuh. Selanjutnya Almarief (2018)
berpendapat bahwa inventarisasi hutan
bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh
data serta informasi mengenai potensi,
karakteristik, bentang alam serta informasi
lainnya yang dipergunakan sebagai bahan
perencanaan dan perumusan kebijaksanaan
strategis.

Potensi hutan merupakan nilai yang
terkandung didalam suatu kawasan hutan pada

1 PEH Muda Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah XIl Tanjungpinang

56

saat pengamatan dan perkiraan pengembangan
pertumbuhannya. Dalam pelaksanaan
enumerasi  TSP/PSP  klaster selama ini
menggunakan tally sheet dari kertas sehingga
memerlukan waktu dalam melakukan input data
dan pengolahan data hasil enumerasi pada
komputer. Untuk menyingkat waktu input data
dan pengolahan data hasil enumerasi maka kami
melakukan uji coba inventarisasi hutan pada re-
enumerasi menggunakan Smartphone (Samsung
Galaksi Tab 4) pada klaster L. 36 di Kabupaten
Natuna Provinsi Kepulauan Riau.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan ini dilakukan selama 16 (enam belas)
hari yaitu pada Tanggal 28 Oktober s.d 12
November 2019. Pengukuran dan pengambilan
data di lapangan dilaksanakan pada Klaster
Nomor L.36 Zone 49 Bujur 179 Lintang 0446 di
Desa Kelarik Utara Kecamatan Bunguran Utara
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau.
Data pada kegiatan ini adalah data hasil
pelaksanaan Enumerasi Permanent Sample Plot
tahun 2014 dan data hasil pelaksanaan Re-
enumerasi Permanent Sample Plot pada Tahun
2019. Perangkat yang digunakan untuk input,
pengolahan dan analisis data hasil inventarisasi
adalah Smartphone (Samsung Galaksi Tab 4)
dengan menggunakan software WPS Office
(aplikasi dapat di-download pada Play Store).

Analisis data dilakukan sebagai berikut:
1. Pengelompokan Jenis Pohon
Jenis pohon (mulai dari tingkat semai sampai
dengan pohon) yang dicatat dalam nama
lokal/daerah dikonversi kedalam nama
perdagangan dan nama botani.

2PEH Pertama Balai Pemantapan Kawasan Hutan
Wilayah Xl Tanjungpinang
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2. Perhitungan Volume Tegakan

Volume pohon dihitung dengan rumus:
V = % xmtx D’XTx f

Keterangan:

Volume pohon bebas cabang (m3)
Nilai konstanta (phi) sebesar 3,14
Diamater pohon setinggi dada (m)
Tinggi pohon bebas cabang (m)
Angka bentuk (0,7)

. Menghitung Potensi Tegakan

Potensi tegakan berupa jumlah batang dan
volume tegakan per hektar.

. Analisis vegetasi dilakukan pada semua
tingkatan pertumbuhan tegakan dengan
menggunakan rumus-rumus berikut:

a. Kerapatan

- — 08 <
]

Jumlah Individu suatu jenis

Kerapatan (K) =
v . Luas seluruh unit contoh

Kerapatan suatu jenis
Kerapatan Relatif(KR) = ——————— x 100@’4
Kerapatan seluruh jenis

b. Frekuensi

. Jumlah petak ditemukan suatu jenis
Frekuensi (F) =

Jumlah seluruh petak

. Tabel

Frekuensi suatu jenis

Frekuensi Relatif(FR) = x 100%

Frekuensi seluruh jenis

c. Dominansi

Luas bidang dasar suatu jenis

Dominansi (D) = -
Luas seluruh unit contoh

. . ) Dominansi suatu jenis
Dominanst Relatif (DR) = —————— —  ——— x 100%
Dominansi seluruh jenis

d. Indeks Nilai Penting
Indeks Nilai Penting (INP) adalah
parameter kuantitatif yang menyatakan
tingkat dominansi (tingkat penguasaan)
suatu species dalam suatu komunitas
tumbuhan.

. Rumus analisis data tersebut kemudian

dimasukkan kedalam Tabel sebagaimana
Gambar 1 dan Gambar 2 berikut:

tersebut  kemudian dimasukkan
kedalam Smartphone (Samsung Galaksi Tab
4) untuk kemudian dilakukan input data
menggunakan aplikasi WPS Office.
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Gambar 3 PeIaksanaan Input Data di Lapangan

HASIL PELAKSANAAN

1. Input Data Di lapangan

Pelaksana di lapangan langsung melakukan
input data hasil pengukuran menggunakan
Smartphone (Samsung Galaksi Tab 4) ukuran 10
Inchi. Untuk mendukung kegiatan input data di
lapangan pelaksana membawa power bank
sebanyak 5 buah. Smartphone (Samsung Galaksi
Tab 4) jika digunakan tanpa menggunakan sinyal
telepon memiliki ketahanan baterai hingga 7 s.d
8 jam. Setelah proses input data selesai
dilaksanakan maka hasil pengolahan data pada
tabel yang telah dipersiapkan di aplikasi WPS
Office Smartphone (Samsung Galaksi Tab 4)
dapat langsung diketahui.

2. Hasil Permanen Sample Plot (PSP)

Berdasarkan hasil inventarisasi Re-Enumerasi
diketahui bahwa Kempas adalah jenis yang
memiliki INP paling tinggi untuk tingkat pohon
yaitu 53,72% dengan jumlah sebanyak 26
btg/ha. Sedangkan INP pohon terendah jenis
Katok sebesar 1,46% dengan jumlah batang/ha
sebanyak 1 btg/ha. Perbandingan diameter dan
volume pohon dilakukan pada pohon yang sama
yang ditemukan pada Enumerasi Tahun 2014
dan Re-Enumerasi Tahun 2019. Dari 177 pohon

o
o~

1K

yang ditemukan pada enumerasi terdapat 171
pohon yang dapat dilakukan perbandingan
pertumbuhan riap diameter dan volume pohon.
Diameter dan volume pohon tiap Record Unit
(RU) dibandingkan antara hasil Enumerasi Tahun
2014 dengan hasil Re-enumerasi Tahun 2019.
Pertumbuhan riap diameter pohon terbesar
terdapat pada jenis Berangan yaitu sebesar 2,46
cm/batang selama 1 tahun. Sedangkan riap
diameter terendah terdapat pada jenis Melur
yaitu sebesar 0 cm/batang selama 1 tahun.
Pertambahan volume pohon tertinggi terdapat
pada jenis Ramin vyaitu sebesar 0,10
m3/batang/tahun, sedangkan jenis Mangas
merupakan jenis yang memiliki pertambahan
volume terendah vyaitu sebesar 0,0065
m3/batang/tahun. Besarnya rata-rata
pertumbuhan riap diameter pohon adalah
sebesar 1,21cm/batang, sedangkan rata-rata
riap pertumbuhan volume pohon adalah sebesar
0,18 m3/batang. Besarnya rata-rata
pertumbuhan riap diameter pohon adalah
sebesar 0,24 cm/batang/tahun, sedangkan rata-
rata riap pertumbuhan volume pohon adalah
sebesar 0,04 m3/batang/tahun. Untuk lebih
jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1, Tabel 2 dan
Tabel 3 berikut:

Tabel 1. Data Hasil Re-Enumerasi Berdasarkan Tingkat Tegakan Pada 16 RU

RU Semai Pancang Tiang Pohon Rotan Anak | Rotan Dewasa | Jumlah
1 10 7 10 12 4 0] 43
2 11 ) 11 12 ) 0] 44
3 11 9 14 14 4 7 59
4 17 3 14 8 6 2 50
) 14 8 8 20 8 0] 58
6 22 11 12 9 ) 0] 59
7 12 5 18 10 5 ) 55

58
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RU Semai Pancang Tiang Pohon Rotan Anak | Rotan Dewasa | Jumlah
8 14 9 23 8 5 3 62
9 10 0 12 8 10 5 45
10 17 9 10 15 0 0] 51
11 10 Vi 16 10 10 5 58
12 16 8 11 8 0 0] 43
13 7 0 11 19 0 0] 37
14 3 3 22 10 1 8 47
15 27 15 10 6 5 0] 63
16 27 11 14 8 6 0] 66
Jumlah 228 110 216 177 74 35 840
Tabel 2. INP Tingkat Pohon Hasil Re-Enumerasi
. LBD.S Kerapatan . Frekuensi : . Dominansi
NO Nama Species | Volume (Luas Bidang Kerapatan Relatif Frekuensi Relatif Dominansi Relatif INP
Dasar)
1 | Balau 0.62 0.06 1 0.56 0.063 0.77 0.06 0.22 1.55
2 | Berangan 0.68 0.12 1 0.56 0.063 0.77 0.12 0.46 1.80
3 | Besi 0.85 0.16 4 2.26 0.188 231 0.16 0.61 5.18
4 | Bintangur 231 0.36 5 2.82 0.313 3.85 0.36 1.37 8.04
5 | DadaRawa 0.47 0.10 1 0.56 0.063 0.77 0.10 0.36 1.70
6 | Giam 1.44 0.22 3 1.69 0.125 1.54 0.22 0.85 4.09
7 | las 0.20 0.05 1 0.56 0.063 0.77 0.05 0.18 1.51
8 | Inai 1.03 0.17 2 1.13 0.125 1.54 0.17 0.63 3.30
9 | Jambu-jambu 2.32 0.54 10 5.65 0.438 5.38 0.54 2.04 13.08
10 | Kapas 0.47 0.06 1 0.56 0.063 0.77 0.06 0.22 1.56
11 | Katok 0.19 0.03 1 0.56 0.063 0.77 0.03 0.13 1.46
12 | Kelat L] 0.17 1 0.56 0.063 0.77 0.17 0.65 1.98
13 | Kempas 69.01 7.41 26 14.69 0.875 10.77 7.41 2826 | 53.72
14 | Keruing 0.18 0.04 1 0.56 0.063 0.77 0.04 0.14 1.48
15 | Kerusing 36.48 5.13 19 10.73 0.688 8.46 5.13 19.58 38.78
16 | Kulim 4.45 0.58 7 3.95 0.438 5.38 0.58 2.23 11.57
17 | Leban Bugis 9.05 1.83 1 6.21 0.500 6.15 1.83 6.99 19.36
18 | Mangas 2.75 0.35 6 3.39 0.313 3.85 0.35 1.34 8.57
19 | Medang 3.71 0.54 8 4.52 0.375 4.62 0.54 2.05 11.18
20 | Melur 0.97 0.16 1 0.56 0.063 0.77 0.16 0.62 1.95
21 | Mendarahan 0.72 0.20 4 2.26 0.250 3.08 0.20 0.78 6.11
22 | Meranti 21.62 2.42 1 6.21 0.438 5.38 2.42 9.23 20.83
23 | Pelawan 8.16 131 13 7.34 0.438 5.38 1.31 4.99 17.72
24 | Pelek 1.29 0.17 1 0.56 0.063 0.77 0.17 0.64 1.97
25 | Penai 0.67 0.12 1 0.56 0.063 0.77 0.12 0.46 1.79
26 | Pitis 0.67 0.12 2 1.13 0.125 1.54 0.12 0.47 ER !
27 | Pitis Laki 0.56 0.10 1 0.56 0.063 0.77 0.10 0.38 1.71
28 | Puak Hutan 0.30 0.04 1 0.56 0.063 0.77 0.04 0.17 1.51
29 | Punak 4.26 0.64 3 1.69 0.125 1.54 0.64 2.43 5.66
30 | Ramin 3.49 0.43 2 1.13 0.125 1.54 0.43 1.64 431
31 | Resak 0.61 0.10 1 0.56 0.063 0.77 0.10 0.37 1.71
32 | ResakRiau 0.41 0.10 2 1.13 0.063 0.77 0.10 0.37 2.27
33 | Rumbun 1.82 0.18 1 0.56 0.063 0.77 0.18 0.69 2.02
34 | sebaik 0.21 0.04 1 0.56 0.063 0.77 0.04 0.15 1.49
35 | Simpur Laki 3.87 0.77 1 6.21 0.563 6.92 0.77 2.92 16.06
36 | Temau 1.41 0.23 1 0.56 0.063 0.77 0.23 0.86 2.20
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LBDS

NO Nama Species | Volume (LuaDzz(:)ang Kerapatan Ker:::;atti:?n Frekuensi Fr:::;:;s' Dominansi Dc;n;;:tai:m INP
37 | Temaung 0.76 0.08 1 0.56 0.063 0.77 0.08 0.30 1.63
38 | Tiaui 0.27 0.04 1 0.56 0.063 0.77 0.04 0.17 1.50
39 | Tikung 7.27 1.06 9 5.08 0.438 5.38 1.06 405 | 1452
Total 196.96 26.22 177 100.00 8.125 100.00 26.22 100.00 300.00
Tabel 3. Pertumbuhan Riap Diameter dan Penambahan Volume Pohon
Jumlah Diameter (@) cm Jumlah Volume (V) m3
Jumlah
RU . Re- Pertumbuhan . Re- Penambahan
Batang | Enumerasi . . Enumerasi .
enumerasi Riap enumerasi Volume
1 11 494,40 506,10 11,70 11,33 14,30 2,97
2 11 372,60 380,80 8,20 7,76 10,07 2,31
3 13 521,40 532,00 10,60 11,00 13,45 2,45
4 7 266,30 285,40 19,10 6,30 8,76 2,47
5 20 822,20 836,90 14,70 20,06 24,57 4,51
6 9 282,40 287,20 4,80 4,79 6,30 1,51
7 9 322,10 349,60 27,50 6,51 8,86 2,35
8 8 370,80 381,20 10,40 12,72 15,80 3,08
9 8 385,40 387,80 2,40 8,15 8,47 0,33
10 15 536,30 554,10 17,80 12,09 13,94 1,84
11 10 377,20 387,60 10,40 7,62 8,71 1,09
12 8 358,00 373,50 15,50 11,11 12,71 1,59
13 19 699,10 716,10 17,00 20,04 21,76 1,73
14 9 325,90 330,60 4,70 7,80 8,26 0,46
15 6 240,10 247,50 7,40 9,07 9,74 0,67
16 8 348,40 372,90 24,50 8,58 10,28 1,70
Jumlah 171 6.722,60 6.929,30 206,70 164,92 195,98 31,06
Rata-rata/Pohon 1,21 - - 0,18
Rata-rata /Pohon/Tahun 0,24 - - 0,04
Kesimpulan Kalimantan Utara. Samarinda : Universitas
1. Pelaksanaan uji coba inventarisasi hutan Mulawarman, Jurnal AGRIFOR Volume
pada re-enumerasi menggunakan XVII Nomor 1, Maret 2018.

Smartphone (Samsung Galaksi Tab 4) pada
klaster L. 36  dilaksanakan  untuk
mempermudah pelaksana dalam pengolahan
dan analisa data hasil inventarisasi.

2. Uji coba ini juga bersifat ramah lingkungan
karena dapat bermanfaat untuk mengurangi
penggunaan kertas.

3. Dengan menggunakan Smartphone
(Samsung  Galaksi LEL) 4) dapat
mempersingkat waktu pembuatan laporan
karena hasil inventarisasi langsung dapat
diketahui pada saat pelaksana selesai
melakukan input data di lapangan.
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ABSTRAK

ata hutan pada dasarnya dilaksanakan
untuk memastikan pemanfaatan dan

penggunaan sumberdaya hutan
dilakukan  secara terencana berdasarkan
informasi sumberdaya hutan, ekonomi, sosial
budaya dan lingkungan yang akurat, serta
memperhatikan kebijakan-kebijakan
pemerintah, provinsi, kabupaten/kota termasuk
integrasi dengan tata ruang. Hasil tata hutan
Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP)
Unit XIl (KPH Sintuwu Maroso) seluas =*
93.451,51 ha terbagi kedalam 2 (dua) blok
pengelolaan pada kawasan Hutan Lindung dan 4
(empat) blok pengelolaan pada kawasan Hutan
Produksi, yang terdiri dari Blok Inti seluas *
3.077,05 ha dan Blok Pemanfaatan seluas *
12.786,33 ha pada Hutan Lindung, dan Blok
Perlindungan seluas + 1.451,92 ha, Blok
Pemanfaatan HHK-HA seluas + 56.470,13 ha,
Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa Lingkungan
dan HHBK seluas * 5.520,05 ha, Blok
Pemberdayaan Masyarakat seluas + 14.146,03
ha pada Hutan Produksi. Luas wilayah tertentu di
wilayah KPHP Unit XII (KPH Sintuwu Maroso)
adalah 30.265,30 Ha atau 32,38 % dari total luas
wilayah KPHP Unit XII (KPH Sintuwu Maroso).
Terdapat izin penggunaan kawasan hutan di
wilayah KPHP Unit XII (KPH Sintuwu Maroso)
yaitu PT. Arkora Hydro Sulawesi dan ijin PT.
Arkora Sulawesi Selatan dan izin pemanfaatan
kawasan hutan yaitu IUPHHK-HA PT. Riu Mamba
Karya Sentosa, PT. Tri Tunggal Eboni, IUPHHK-
HKm Desa Tongko dan IUPHHK-HD Desa Didiri,
Dulumai dan Peura.

PENDAHULUAN
Tata hutan merupakan salah satu bagian penting
dalam  proses perencanaan  kehutanan

sebagaimana vyang telah digariskan dalam
berbagai  peraturan  perundang-undangan.
Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 1999
perencanaan terdiri dari inventarisasi hutan,
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Oleh: Surjadhi Rantesalu, S.Hut
Pengendali Ekosistem Hutan Pertama
pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu

pengukuhan kawasan hutan, penatagunaan
hutan, pembentukan wilayah dan penyusunan
rencana kehutan. Pekerjaan penataan hutan
terdiri dari penentuan batas hutan yang ditata,
pembagian hutan kedalam petak-petak kerja,
perisalahan hutan, pembukaan wilayah hutan,
pengumpulan bahan-bahan lain untuk
penyusunan rencana kerja serta pengukuran dan
perpetaan.

Pembagian blok dan petak kerja pada
wilayah KPH harus pula memperhatikan
karakteristik biofisik lapangan, kondisi sosial
ekonomi, potensi sumberdaya alam,
keberadaan  hak-hak atau izin  usaha
pemanfaatan hutan dan penggunaan hutan.
Singkatnya, harus mampu  memberikan
gambaran menyeluruh eksisting kondisi terkait
dari berbagai aspek. Sementara itu, pembagian
blok secara terestris di lapangan memerlukan
waktu, tenaga dan biaya yang cukup besar. Oleh
karena itu dibutuhkan teknologi SIG yang dapat
membantu pembagian blok secara digital dan
dipadukan dengan verifikasi lapangan agar
mendapat hasil blok dan petak yang efektif dan
efisien untuk dikelola.

Rencana Tata Hutan Pengelolaan KPHP
Unit XIl (KPH Sintuwu Maroso) akan dijadikan
acuan dalam penyusunan rencana pengelolaan
jangka panjang KPH, dan diarahkan untuk
mengatur ruang wilayah KPH, sehingga potensi
sumberdaya hutan yang dimiliki KPH dapat
termanfaatkan secara efektif dan efisien menuju
tata kelola hutan yang berkelanjutan.

METODE

Tata hutan pada KPHP Unit XIlI dilakukan
berdasarkan hasil kegiatan inventarisasi hutan.
Tata hutan ini meliputi kegiatan pembagian blok,
dan pemetaan hasil pembagian blok tersebut
berdasarkan karakteristik geofisik hutan, potensi
sumber daya hutan, kondisi sosial ekonomi
masyarakat sekitar kawasan hutan, peta arahan
pemanfaatan sebagaimana diarahkan oleh




RKTN, fungsi kawasan hutan di wilayah KPH yang
bersangkutan, lzin pemanfaatan hutan dan
penggunaan kawasan hutan yang ada. Hasil dari
kegiatan penataan hutan akan
didokumentasikan dalam bentuk buku dan peta
tata hutan.

Ada beberapa tahapan vyang harus
dilakukan dalam pelaksanaan tata hutan KPH,
yaitu:

a. Pembentukan tim pelaksana

b. Penyusunan rencana kerja kegiatan

c. Pelaksanaan inventarisasi hutan dan sosial
ekonomi masyarakat

Pengolahan dan analisis data

Pembagian blok

Pembahasan dengan para pihak
Pemancangan batas blok (ctt:
Pemancangan batas Blok dilakukan secara
bertahap sesuai dengan kesiapan KPH, untuk
tahap awal belum dilakukan pemancangan
batas blok di lapangan)

h. Pemetaan dan penyusunan buku tata hutan.

@ oo

Pada dasarnya pelaksanaan penataan
hutan pada wilayah KPH bisa dikerjakan sendiri
oleh organisasi KPH maupun difasilitasi oleh
BPKH. Namun, pelaksanaan tata hutan pada
KPHP Unit XII (KPH Sintuwu Maroso) kali ini akan
dilakukan  melalui fasilitasi oleh  Balai
Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu.
Oleh karena itu, pelaksanaan tata hutan pada
KPHP Unit Xl (KPH Sintuwu Maroso) harus
dilakukan dengan mengikuti beberapa tahap
sebagai berikut:

a. Tata hutan dilaksanakan oleh tim pelaksana
yang dibentuk oleh Kepala BPKH.

b. Tim pelaksana terdiri dari personil KPHP Unit
XIl (KPH Sintuwu Maroso), BPKH Wilayah XVI
Palu, dan dinas yang membidangi urusan
kehutanan di Provinsi Sulawesi Tengah.

c. Dalam proses penyusunan tata hutan
dapat meminta bantuan ahli di bidang
manajemen hutan sebagai narasumber.

d. Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada
Kepala BPKH Wilayah XVI Palu. Adapun Tim
Pelaksana tersebut memiliki beberapa tugas,
VZIR
- Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

- Melakukan persiapan pelaksanaan
kegiatan
- Melakukan koordinasi dengan pihak

terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan
- Melaksanakan

inventarisasi hutan,
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inventarisasi sosial ekonomi dan budaya
serta data lain yang diperlukan

- Melaksanakan pengolahan dan analisis
data

- Menyajikan hasil kegiatan dalam rapat
pembahasan dengan para pihak

- Menyusun buku tata hutan dan pemetaan
hasil tata hutan

- Membuat laporan kepada penanggung
jawab kegiatan (Kepala BPKH Wilayah XVI
Palu)

Kerangka kerja penyusunan tata hutan
mengacu pada UU No 41 tentang Kehutanan
tahun 1999 pasal 17 tentang pembentukan
wilayah pengelolaan, yang kemudian diatur
dalam pasal 21.a tentang Tata hutan dan
rencana pengelolaan. Proses tata hutan pada
pasal 22 UU 41/1999 dan diatur dalam PP
6/2007 pasal 12 disebutkan terdiri dari tata
batas kawasan, inventarisasi hutan, pembagian
blok dan petak, dan pemetaan.

Peraturan lebih detil terdapat dalam
Permenhut No 6/2007 pasal 4 tentang tata
hutan yang terdiri atas inventarisasi, pembagian
blok dan petak, tata batas dalam KPH dan
pemetaan. Inventarisasi yang dimaksud adalah
inventarisasi status penggunaan dan penutupan
lahan, tanah, topografi dan kelerengan,
iklim, hidrologi, SDM dan demografi, jenis
potensi dan sebaran flora serta jenis populasi
dan habitat fauna, kondisi sosial ekonomi dan
budaya.

Data dan informasi hasil inventarisasi
tersebut digunakan sebagai salah satu kriteria
dalam pembagian blok, yang terdiri atas Blok
Inti, blok pemanfataan, dan blok khusus pada
hutan lindung. Sedangkan pada hutan produksi
terdiri atas blok perlindungan, blok pemanfaatan
kawasan, jasa lingkungan dan HHBK, blok
pemanfaatan HHK-HA, blok pemanfaatan HHK-
HT, blok pemberdayaan masyarakat dan blok
khusus. Kriteria lain dalam pembagian blok
diantaranya adalah keberadaan Izin
pemanfaatan dan penggunaan yang telah ada
serta mempertimbangkan juga arahan Rencana
Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)/ Rencana
Kehutanan Tingkat Provinsi (RKTP)/ Rencana
Kehutanan Tingkat Kabupaten (RKTK).

Berdasarkan blok, wilayah KPH kemudian
dibagi per petak dengan tujuan untuk efisiensi
dan efektivitas pengelolaan hutan. Pembagian
petak didasarkan pada:
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1. Produktivitas dan potensi areal

2. Kawasan lindung: gambut, resapan air,
sempadan pantai, sungai dan danau,
mata air, cagar budaya, rawan bencana,
perlindungan plasma nutfah, pengungsian
satwa, dan pantai berbakau.

3. Rancangan areal untuk pemanfaatan,
penggunaan, rehabilitasi dan reklamasi
hutan, serta pemberdayaan masyarakat.

Metode untuk pembagian blok dan petak
menggunakan analisis SIG. Langkah- langkah
yang dilakukan adalah:

1. Persiapan data:

a. Mempersiapkan data hasil inventarisasi
potensi biogeofisik baik secara terestris
maupun non terestris kedalam format
data spasial diantaranya:

- Peta DAS dan Sub-DAS

- Peta potensi kayu dan non kayu

- Peta kelerengan

- Petatanah

- Peta curah hujan

- Peta penutupan lahan

b. Mempersiapkan data hasil inventarisasi
sosial budaya baik secara terestris
maupun non terestris kedalam format
data spasial diantaranya:

- Peta aksesibilitas

- Peta pola penguasaan lahan
- Peta kepadatan penduduk

c. Mempersiapkan peta RKTN, PIPPIB, peta
Izin pemanfaatan, peta Izin penggunaan

kawasan hu
2. Analisis SIG
a. Melakukan overlay dari semua peta
indikator  biogeofisik, sosial budaya,
PIPPIB, Izin pemanfaatan dan penggunaan,
RKTN.
b. Melakukan proses query untuk

menentukan arahan blok berdasarkan
kriteria yang telah ditetapkan di Perdirjen
Planologi Kehutanan No 5/VII-WP3H
Tahun 2012.
3. Keluaran data
Pada proses ini yang dilakukan adalah
membuat layout peta arahan blok dan
petak. Kriteria pembagian masing-masing
blok mengacu pada Perdirjen Planologi
Kehutanan No 5/VII-WP3H Tahun 2012.

Proses penataan hutan kemudian
dituangkan dalam analisis spasial  untuk
menghasilkan  blok-blok pemanfaatan dan
petak-petak pengelolaan. Gambar 1
merupakan proses penataan hutan dengan
menggunakan analisis SIG.

Peta SATM  —  Delienasi  — Peta Das/Sub
Das/Sub Das . s
Overlay —p PetasSubDasper .y
WP/HL - WP 75125 Ha
Kawasan Hutan - HL200-300 Ha
Satuan Lahan fesa St
Lahan
okl
Administrasi -
kab/k
ab/kec desa Fungsi HL —
Penetapan Biogeofisik [T Pem
Wilayah —
Potensi Kayu, olex
HHBK, Jasling e
Peta Overlay Klasifikasi
t>  Overlay
Aksesibilitas Jin T Semua Kiteria > Jauery
& sungai T >
Lereng
Kriteria
1jin Pemantaatan sesual e AEET
Perdirjen hirg &

Petaljin —

i Penggunaan
PIPIB

RKTN&PIPIB  ———
RKTN,

Sosekbud  ___»  Sosek & budaya ——

Fungsi HP |

Gambar 1. Diagram Alir Analisis Spasial Pembagian Blok

Software yang digunakan dalam analisis
tata hutan adalah ArcGIS versi 10.4 dan Global
Mapper. Peta yang dibutuhkan dalam proses
pembuatan blok dan petak tata hutan ini
diantaranya adalah:
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1. Shuttle Radar Topography Mission (SRTM)
Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN)
Fungsi kawasan di KPH model

Lereng

Aksesibilitas

Izin (pemanfaatan, penggunaan)

oukwnN
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7. Administrasi

8. Potensi kayu

9. Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru
(PIPPIB)

10.Penutupan lahan

11.Sosial ekonomi masyarakat sekitar kawasan
hutan (perambahan)

HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Letak dan Luas Wilayah KPH
Secara geografis wilayah KPHP UNIT Xl (KPH
Sintuwu Maroso) terletak pada 1°25'10,40" LS -
2° 03'44,45" LS dan 120°33'15,10" BT -
121°01'27,35” BT. Wilayah KPHP UNIT XII (KPH
Sintuwu Maroso) secara administrasi termasuk ke
dalam Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah.
Batas batas wilayah KPHP UNIT XII (KPH Sintuwu
Maroso) adalah:
- Sebelah Utara
- Sebelah Selatan

Areal Penggunaan lain
KPHL Unit XIIl (KPH Tepo
Asa Aroa)

KPHP  Unit Xl
Sintuwu Maroso)
UNIT XV (KPH Tepo Asa
Aroa) dan UNIT XVI (KPH

- Sebelah Barat (KPH

- Sebelah Timur

Sivia Patudju)
Sesuai dengan Keputusan Menteri
Kehutanan Nomor  SK.79/Menhut-11/2010

tanggal 10 Pebruari 2010 tentang Penetapan
Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung
(KPHL) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan
Produksi (KPHP) Provinsi Sulawesi Tengah, luas
wilayah KPHP UNIT Xl (KPH Sintuwu Maroso)
adalah + 90.779 Ha. Seiring dengan
diterbitkannya Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan No. SK. 8113/MENLHK-
PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tentang
Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan
Provinsi Sulawesi Tengah s/d 2017, luas wilayah
KPHP UNIT XIl mengalami perubahan menjadi +
93.451,51 Ha sebagaimana pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah KPHP UNIT XII (KPH Sintuwu Maroso)

Luas
No Fungsi Kawasan
Ha %

1 | Hutan Lindung 15.863,38 | 16,97
2 | Hutan Produksi Terbatas 73.230,29 | 78,37
3 | Hutan Produksi Tetap 4.357,84 4,66

Jumlah 93.451,51 | 100,00

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah XVI Palu, 2019
Pemanfaatan HHK-HA, Blok Pemanfaatan

B. Pembagian Blok

Berdasarkan hasil analisa SIG, wilayah KPHP UNIT
Xl (KPH Sintuwu Maroso) dikelompokkan
kedalam 6 (enam) blok berdasarkan fungsi
hutannya. Blok Pengelolaan tersebut terdiri dari:

Kawasan, Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan
Bukan Kayu, Blok Pemberdayaan Masyarakat,
dan Blok Perlindungan. Gambaran luas masing-
masing blok disajikan pada Tabel 2, dan pada

a) Hutan Lindung: Blok Inti dan Blok Tabel 3 dirincikan berdasarkan Kelompok
Pemanfaatan; b) Hutan Produksi: Blok Hutannya.
Tabel 2. Luas dan Jumlah Petak Blok Pengelolaan KPHP UNIT XII (KPH Sintuwu Maroso)
No Nama Blok Pengelolaan Jumlah Luas
Petak Ha %
1 | BLOKHLINTI 13 3.077,05 3,29
2 | BLOK HL PEMANFAATAN 29 12.786,33 13,68
3 | BLOK HP PEMANFAATAN HHK-HA 63 56.470,13 60,43
4 | BLOK HP PEMANFAATAN KAWASAN, JASLING & HHBK 59 5.520,05 5,91
5 | BLOK HP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 129 14.146,03 15,14
6 | BLOK HP PERLINDUNGAN 14 1.451,92 1,55
Total 307 93.451,51 | 100,00

Sumber: BPKH Wilayah XVI Palu, 2019
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Tabel 2. di atas menggambarkan bahwa
pada areal hutan lindung, didominasi oleh Blok
Pemanfaatan yaitu seluas 12.786,33 Ha atau
13,68 % dari total luas kawasan hutan. Kemudian
diikuti oleh Blok Inti sebesar 3.077,05 Ha atau
3,29 %.

Sementara, pada kawasan hutan
produksi, blok pengelolaannya didominasi oleh
Blok Pemanfaatan HHK-HA seluas 56.470,13
atau 60,43 % dari luas kawasan hutan, dimana
areal pada blok tersebut sebagian besar
merupakan wilayah IUPHHK HA PT. Tri Tunggal
Ebony dan PT. Riu Mamba Karya Sentosa. Blok
Perlindungan seluas 1.451,92 Ha atau 1,55 %
merupakan hutan lahan kering primer dan

dialokasikan untuk menjaga kelestarian sumber
daya hutan dan sumber daya air.

Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan kayu seluas
5.520,05 Ha atau 5,91 % dialokasikan untuk
pemanfaatan getah pinus, ijin penggunaan
kawasan hutan PT. Arkora Sulawesi Selatan dan
PT. Arkora Hydro Sulawesi. Blok Pemberdayaan
Masyarakat, seluas 14.146,03 Ha atau 15,14 %,
dalam penataannya lebih diarahkan kepada
wilayah yang masuk kedalam areal indikatif
perhutanan sosial/PIAPS Revisi Ill, dekat
dengan akses jalan dan pemukiman, serta
memperhatikan keberadaan HKm dan HD di
Kabupaten Poso.

Tabel 3. Pembagian Blok per Fungsi Kawasan Hutan pada Wilayah KPHP UNIT Xl (KPH Sintuwu Maroso)

\[o} Blok Pengelolaan Per Kelompok Hutan | Jumlah Petak Ha e %

A KH WANARIPALU

HL 42 15.863,38 16,97

1 | BLOK HL INTI 13 3.077,05 3,31

2 | BLOK HL PEMANFAATAN 29 12.786,33 13,66

B HPT pLX] 73.230,29 78,37

1 | BLOK HP PEMANFAATAN HHK-HA 60 56.093,74 60,02

2 | BLOK HP PEMANFAATAN,JASLING&HHBK 59 5.520,05 5,92

3 | BLOK HP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 100 10.164,58 10,88

4 | BLOK HP PERLINDUNGAN 14 1.451,92 1,55

C HP 32 4.357,84 4,66

1 | BLOK HP PEMANFAATAN HHK-HA 3 376,39 0,40

2 | BLOK HP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 29 3.981,45 4,26

Jumlah 307 93.451,51 100

Sumber: Analisis Spasial BPKH Wilayah XVI Palu, 2019

C. Deskripsi Blok
Seluruh wilayah KPHP Unit XIlI (KPH Sintuwu
Maroso) termasuk dalam wilayah Kelompok
Hutan Wanaripalu. Gambaran blok pengelolaan
dalam wilayah kelompok hutan ini adalah
sebagai berikut:
1. HL- Blok Inti:
- Arahan pada RKTN adalah masuk hutan
alam/gambut/rehabilitasi
- Termasuk dalam Areal PIPPIB/Moratorium
- Kondisi penutupan lahan adalah berhutan
- Potensitegakan termasuk kategori rendah

sampai tinggi
- Memiliki aksesibilitas rendah sampai
sedang

- Memiliki kelerengan datar sampai
sangat curam

- Eksisting hutan dan non hutan
melalui pencermatan citra SPOT
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2. HL- Blok Pemanfaatan:
- Arahan pada RKTN adalah hutan alam,
gambut/rehabilitasi dan usaha skala kecil
- Kondisi penutupan lahan adalah berhutan
dan non hutan
- Potensitegakantermasuk kategori rendah
sampai tinggi

- Memiliki aksesibilitas rendah sampai
sedang
- Memiliki kelerengan vyang bervariasi

dari datar sampai curam

- Terdapat Izin Pemanfaatan [UPHHK-HD
(Desa Dulumai dan Desa Peura)

- Eksisting hutan dan non hutan melalui
pencermatan citra SPOT

3. HP - Blok Pemanfaatan HHK-HA:

- Arahan pada RKTN adalah arahan usaha
skala besar

- Kondisi penutupan lahan adalah berhutan
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- Potensi tegakan termasuk kategori sedang
sampai tinggi

- Memiliki aksesibilitas
tinggi

- Memiliki kelerengan datar sampai curam

- Terdapat lzin Pemanfaatan IUPHHK-HA
PT. Tri Tunggal Ebony dan PT. Riu Mamba
Karya Sentosa

- Eksisting hutan dan non hutan melalui
pencermatan citra SPOT

4. HP - Blok Pemanfaatan Kawasan, Jasa

Lingkungan dan HHBK:

Arahan pada RKTN adalah arahan hutan
alam, Rehabilitasi, usaha skala besar/
kecil.

Kondisi penutupan lahan hutan dan non
hutan

Potensi tegakan termasuk kategori rendah
sampai sedang

rendah sampai

- Memiliki aksesibilitas rendah sampai
tinggi

- Memiliki kelerengan datar sampai agak
curam

Terdapat ljin Penggunaan Kawasan Hutan
(PT. Arkora Hydro Sulawesi dan PT. Arkora
Sulawesi Selatan)
Eksisting hutan dan non hutan melalui
pencermatan citra SPOT
5. HP - Blok Pemberdayaan Masyarakat:
- Arahan pada RKTN adalah arahan
Rehabilitasi, usaha skala besar/ kecil dan
APL
- Kondisi penutupan lahan didominasi non
hutan
- Potensi tegakan termasuk kategori rendah
sampai sedang
- Perambahan oleh masyarakat sangat

tinggi

- Memiliki aksesibilitas sedang dan tinggi

- Dekat dengan pemukiman

- Memiliki kelerengan datar sampai agak
curam

- Termasuk dalam Peta
Revisi lll

- Terdapat ljin IUPHHK-HD (Desa Didiri)

- Terdapat ljin IUPHHK-HKm (Desa Tongko)

- Eksisting hutan dan non hutan melalui
pencermatan citra SPOT

6. HP - Blok Perlindungan

- Arahan pada RKTN adalah masuk hutan
alam/gambut/rehabilitasi

- Termasuk dalam Areal PIPPIB/Moratorium
Primer

- Kondisi penutupan lahan adalah berhutan

- Potensitegakan termasuk kategori rendah
sampai tinggi

- Memiliki aksesibilitas rendah-sedang

- Memiliki kelerengan yang bervariasi dari
datar sampai sangat curam

- Eksisting hutan dan non hutan melalui
pencermatan citra SPOT

Indikatif PIAPS

D. Wilayah Tertentu

Wilayah tertentu merupakan wilayah hutan
yang situasi dan kondisinya belum menarik bagi
pihak ketiga untuk mengembangkan
pemanfaatannya, berada di luar areal izin
pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan.
Berdasarkan analisa GIS, luas wilayah tertentu di
wilayah KPHP UNIT XII (KPH Sintuwu Maroso)
adalah 30.265,30 Ha atau 32,38 % dari total luas
wilayah KPHP Unit Xl (KPH Sintuwu Maroso).
Luas wilayah tertentu disajikan pada Tabel 4
berikut:

Tabel 4. Luas Wilayah Tertentu Pada KPHP UNIT XII (KPH Sintuwu Maroso)

No Blok Pengelolaan Per Kelompok Hutan Jumlah Petak Luas (Ha)
LGRVELETTE]T
1 BLOK HL PEMANFAATAN 27 6.578,30
2 BLOK HP PEMANFAATAN HHK HA 60 5.688,70
3 BLOK HP PEMANFAATAN KAWASAN, JASLING & HHBK 56 5.480,05
4 BLOK HP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 127 12.518,25
Total 270 30.265,30

Sumber : Analisis Spasial BPKH Wil. XVI Palu, 2019

KESIMPULAN
1. Berdasarkan hasil tata hutan, wilayah KPHP
UNIT Xl (KPH Sintuwu Maroso)

dikelompokkan kedalam 6 (enam) blok pada
2 (dua) fungsi

hutan, Blok Pengelolaan
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tersebut terdiri dari: a) Hutan Lindung: Blok
Pemanfaatan seluas 12.786,33 Ha, Blok Inti

seluas 3.077,05 Ha. Sementara, pada
kawasan Hutan Produksi, blok
pengelolaannya terdiri dari Blok
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Pemanfaatan HHK-HA seluas 56.470,13 Ha,
Blok Pemberdayaan Masyarakat seluas
14.146,03 Ha, Blok Perlindungan seluas
1.451,92 Ha, Blok Pemanfaaatan
Kawasan,dan Blok Jasa Lingkungan dan Hasil
Hutan Bukan Kayu seluas 5.520,05 Ha.

2. Blok Pemberdayaan Masyarakat dalam
penataannya lebih kepada arahan PIAPS,
areal izin HD dan HKm, dekat dengan akses
jalan dan pemukiman masyarakat.

3. Blok Pemanfaaatan Kawasan, Jasa
Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu
terdapat ijin penggunaan kawasan hutan PT.
Arkora Hydro Sulawesi dan ijin PT. Arkora
Sulawesi Selatan.

4. Luas wilayah tertentu di wilayah KPHP UNIT
Xl (KPH Sintuwu Maroso) adalah 30.265,30
Ha atau 32,38 % dari total luas wilayah KPHP
UNIT XII (KPH Sintuwu Maroso).

5. Terdapat ijin pemanfaatan hutan IUPHHK-HA
PT. Riu Mamba Karya Sentosa + 24.406,43 Ha
dan PT. Tri Tunggal Eboni seluas + 26.375 Ha,
IUPHHK-HKm Desa Tongko seluas + 1.194,94
Ha, IUPHHK-HD Desa Didiri seluas + 432,83
Ha, Desa Dulumai seluas + 3.086,45 Ha dan
Desa Peura seluas + 3.121,58 Ha.

6. Blok pengelolaan hasil tata hutan ini menjadi
acuan  dalam penyusunan  Rencana
Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP)
KPHP UNIT Xl (KPH Sintuwu Maroso).
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Mekanisme Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan Melalui Skema Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)

(Studi Kasus di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu)

Oleh: Apri Wijaya, S.Hut
PEH Pertama BPKH Wilayah XX Bandar Lampung

I. PENDAHULUAN

anah Obyek Reforma Agraria (TORA)
merupakan salah satu mandat Nawa Cita
yang terkandung dalam rancangan
pembangunan tahun 2015-2019 dengan tujuan
untuk  menyelesaikan dan  memberikan
perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat
dalam kawasan hutan. Sebagai dasar hukum
TORA dibidang kehutanan diterbitkan Peraturan
Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tanggal 6
September 2017 tentang  Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, yang
ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri
Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3
Tahun 2018 tanggal 30 April 2018 tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas Tim Inventarisasi
dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan. Salah satu tahap dari
penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan
hutan adalah kegiatan inventarisasi dan
verifikasi penguasaan tanah dalam kawasan
hutan oleh Tim Inventarisasi dan Verifikasi
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan
Hutan (PTKH). Di Provinsi Bengkulu Tim Inver
Penyelesaian PTKH dibentuk dengan Keputusan
Gubernur Bengkulu Nomor L.83.DLHK Tahun
2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang
Pembentukan Tim Inventarisasi dan Verifikasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di
Provinsi Bengkulu. Inventarisasi dan verifikasi
penguasaan tanah dalam kawasan hutan
dilakukan pada subyek dan obyek tanah dalam
kawasan hutan yang dimohon oleh Bupati
Bengkulu Utara melalui Surat Bupati Bengkulu
Utara Nomor: 028/2692/DPUPR/BU tanggal 14
September 2018.
Permohonan oleh

diajukan Bupati

Bengkulu Utara dengan Obyek yang diajukan
berupa permukiman, fasilitas umum, fasilitas
sosial dan lahan garapan yang berada di Desa
Rena Jaya dan Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri
Mulya serta Desa Urai, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Maksud dilaksanakannya

Inventarisasi dan
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Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan
Hutan (Inver PTKH) adalah agar penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan dapat
terealisasi dan tepat sasaran. Tujuan dari
kegiatan inventarisasi dan verifikasi PTKH adalah
untuk mengetahui kesesuaian subjek dan objek
yang diusulkan

Mengetahui kesesuaian subjek dan objek
yang diusulkan oleh pemohon antara yang ada
di dokumen usulan dengan kondisi sebenarnya
di lapangan. Sasaran lokasi kegiatan Inver PTKH
di  Kabupaten Bengkulu Utara adalah
penguasaan tanah dalam kawasan hutan di Desa
Rena Jaya dan Desa Suka Mulya, Kecamatan Giri
Mulya serta Desa Urai, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
dengan luas total + 98,66 Ha. Lokasi Inver PTKH
di Kecamatan Giri Mulya berada di luar Peta
Indikatif TORA Revisi Il dengan fungsi kawasan
Hutan Produksi yang dapat di-Konversi (HPK)
sedangkan lokasi Inver PTKH di Kecamatan
Ketahun berada di dalam Peta Indikatif TORA
Revisi Il dengan fungsi kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT).

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2)
Perpres Nomor 88 Tahun 2017 menyebutkan
bahwa pola penyelesaian untuk bidang tanah
yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang
tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan,
dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
(1) mengeluarkan bidang tanah dari kawasan
hutan melalui perubahan batas kawasan hutan;
(2) tukar menukar kawasan hutan; (3)
memberikan akses pengelolaan hutan melalui
program perhutanan sosial; dan (4) melakukan
resettlement. Pola penyelesaian tersebut,
memperhitungkan fungsi pokok kawasan hutan
dan luas kawasan hutan vyang harus
dipertahankan minimal 30%.

Luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu *
46,42% dari luas total Provinsi Bengkulu. Artinya
bahwa luas kawasan hutan Provinsi Bengkulu
lebih dari 30% dari luas total Provinsi Bengkulu,
sehingga pola atau skema PPTKH Kabupaten
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Bengkulu Utara berdasarkan Perpres Nomor 88
Tahun 2017 dan Permenko  Bidang
Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 adalah
sebagai berikut dalam hal bidang tanah
tersebut digunakan untuk permukiman, fasilitas
umum dan/atau fasilitas sosial dan tidak
memenuhi kriteria sebagai hutan lindung
dilakukan dengan mengeluarkan bidang tanah
dari dalam Kawasan Hutan melalui perubahan
batas Kawasan Hutan; dalam hal bidang tanah
tersebut digunakan untuk lahan garapan dan
telah dikuasai lebih dari 20 (dua puluh) tahun
secara  berturut-turut  dilakukan  dengan
mengeluarkan bidang tanah dari dalam Kawasan
Hutan melalui perubahan batas Kawasan Hutan;
dalam hal bidang tanah tersebut digunakan
untuk lahan garapan dan telah dikuasai kurang
dari 20 (dua puluh) tahun secara berturut-turut
dilakukan dengan memberikan akses
pengelolaan hutan melalui program perhutanan
sosial; perubahan batas Kawasan Hutan tersebut
harus berada dalam sumber TORA dari Kawasan
Hutan yang dituangkan dalam Peta Indikatif
alokasi kawasan hutan untuk penyediaan
sumber TORA.

Il. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan
kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) di
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu
adalah desk analysis dan verifikasi lapangan
dengan uraian sebagai berikut:

A. Desk Analysis

Desk analysis kegiatan Inventarisasi dan
Verifikasi PTKH Kabupaten Bengkulu Utara
meliputi kajian fisik, kajian yuridis dan kajian
lingkungan hidup dengan memanfaatkan Sistem
Informasi Geografis (SIG) yaitu sebagai berikut:

1. Kajian Fisik

Kajian aspek fisik dalam desk analysis kegiatan

Inventarisasi dan Verifikasi PTKH, meliputi:

a. Analisis pola pemanfaatan penguasaan tanah
dalam kawasan hutan;

b. Pemetaan dan analisis spasial terhadap
permohonan PTKH setiap bidang tanah yang
diajukan sesuai pola pemanfaatan
penguasaan tanah dalam kawasan hutan;

c. Penelaahan kesesuaian permohonan
terhadap pola pemanfaatan penguasaan

tanah dalam kawasan hutan dengan
menggunakan citra hasil drone; dan
d. Penentuan kesesuaian kriteria kawasan

hutan lindung dilakukan dengan re-scoring
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yang mengacu Surat Keputusan Menteri

Pertanian Nomor SK. 837/Kpts/Um/11/1980

tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan

Hutan Lindung serta Keputusan Presiden Rl

Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan

kawasan Lindung. Berdasarkan pembagian

kelas ketiga faktor tersebut, dilakukan
identifikasi kelas ketiga faktor dari suatu
wilayah. Setelah diketahui kelas masing-
masing  faktor, selanjutnya dilakukan
penjumlahan skor dari ketiga faktor tersebut.

Jika total skor > 175 maka wilayah yang

bersangkutan perlu dijadikan, dibina dan

dipertahankan sebagai hutan lindung (HL).

Namun jika total skor 125-174 maka

ditetapkan sebagai kawasan hutan produksi

terbatas (HPT) dan jika total skor < 124 maka
dapat dijadikan kawasan hutan produksi

(HP).

2. Kajian Yuridis

Kajian aspek yuridis dalam desk analysis kegiatan

Inventarisasi dan Verifikasi PTKH, meliputi:

a. Analisis  kepastian  subyek  pemohon:
perorangan, instansi, badan  sosial/
keagamaan dan masyarakat hukum adat.

b. Analisis kriteria penguasaan tanah:

1) Bidang tanah telah dikuasai oleh pihak
secara fisik dengan itikad baik dan secara
terbuka;

2) Bidang tanah tidak diganggu gugat; dan

3) Bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh
masyarakat hukum adat dan/atau kepala
desa/kampung setempat.

c. Analisis kronologis keberadaan PTKH:

1) Bidang tanah yang telah dikuasai dan
dimanfaatkan sebelum bidang tanah
tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan;
atau
Bidang tanah yang telah dikuasai dan
dimanfaatkan setelah bidang tanah
tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan;

2)

dan
3) Analisis proses pengukuhan kawasan
hutan pada areal vyang dimohon

penyelesaian PTKH yang dapat diproses
adalah penguasaan yang dilakukan para
pihak yang terjadi pada saat kawasan
hutan tersebut berstatus penunjukan
kawasan hutan.
d. Analisis kepemilikan lahan maksimal sesuai
bidang

ketentuan berlaku  di

pertanahan.

yang

PILA




3. Kajian Lingkungan Hidup

Kajian aspek lingkungan hidup yang dilakukan
dalam rangka penyelesaian PTKH di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara adalah pengaruh
pengeluaran kawasan hutan dimaksud terhadap
kelestarian lingkungan hidup vyakni dengan
menganalisis data sekunder diantaranya Peta
Rawan Bencana, Peta Kawasan Hidrologi
Gambut, Jenis Tanah, Kelerengan Lapangan,
Ketinggian tempat dan lainnya.

B. Verifikasi Lapangan

Metode Verifikasi Lapangan guna mendapatkan

data dan informasi secara menyeluruh terhadap

subyek dan obyek vyang dimohon serta
memverifikasi atas permohonan PPTKH yang
dilaksanakan oleh Regu Pelaksana Inver PTKH

Kabupaten Bengkulu Utara dengan tahapan

kegiatan, meliputi:

1. Koordinasi dengan instansi terkait di
Kabupaten Bengkulu Utara dalam rangka
pelaksanaan  verifikasi  lapangan atas
permohonan PTKH.

2. Sosialisasi dan klarifikasi data tentang riwayat
penguasaan tanah.

3. Klarifikasi data fisik lapangan dengan
tahapan:

a. Melakukan pengecekan lapangan
terhadap kesesuaian data permohonan
PTKH dengan kondisi lapangan dan
kesesuaian tanda penguasan tanah,
antara lain: umur tanaman, jenis
tanaman, bangunan dengan metode
pengamatan secara langsung atau
menggunakan drone; dan

b. Mengambil titik koordinat pada garis yang
akan menjadi poligon terluar kawasan
hutan sesuai usulan bidang-bidang tanah
yang berbatasan dengan kawasan hutan,
berdasarkan data yang diajukan oleh
pemohon serta memancang tanda
sementara berupa patok dengan dicat
berwarna merah.

C. Bahan dan Peralatan
Bahan dan Peralatan yang digunakan dalam
pelaksanaan  kegiatan  Inventarisasi  dan
Verifikasi PTKH di Kabupaten Bengkulu Utara
meliputi:
1. Bahan
a. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan
Untuk Penyediaan Sumber TORA Revisi Il.
(Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.
3154/MenlhkPKTLIKUH/  PLA.2/5/2018
tanggal 18 Mei 2018);

/0

b. Peta Kawasan Hutan Provinsi Bengkulu;

c. Peta lzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan
(IPPKH);

d. Citra Hasil Perekaman Drone;

e. Peta (kelerengan lapangan, jenis tanah,
ketinggian tempat, kerawanan bencana);

f. Peraturan Perundangan-undangan yang
terkait dengan pengukuhan Kawasan
hutan, perhutanan sosial dan pertanahan;

g. Dokumen Permohonan Penyelesaian
Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan
(PPTKH) dan kelengkapannya;

h. Instruksi Kerja dan Peta Kerja skala
1:5.000 kegiatan Inventarisasi dan
Verifikasi di lapangan oleh Regu Pelaksana
Inver PTKH; dan

i. Alat Tulis dan kelengkapannya;

2. Peralatan

a. Laptop/PC komputer beserta perangkat
lunak SIG berupa software ArcGIS 10.3;
Plotter printer;
Global Positioning System (GPS);
Kompas Suunto;
Meteran; dan
Kamera.

~0 a0 o

D. Pengolahan dan Analisis Data

Berdasarkan data aspek fisik, aspek yuridis dan
aspek lingkungan hidup yang diperoleh dengan
cara desk analysis dan verifikasi lapangan
sebagai hasil kegiatan Inventarisasi dan
Verifikasi PTKH di Kabupaten Bengkulu Utara
selanjutnya dilakukan pengolahan dan analisis
data menggunakan perangkat lunak Sistem
Informasi Geografis (SIG) dengan software
ArcGIS 10.3. Hasil pengolahan dan analisis data
Inventarisasi dan Verifikasi PTKH di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara, meliputi beberapa
hal sebagai berikut:

1. Informasi Spasial:

a. Informasi  bidang tanah  meliputi
penggunaan, penguasaan tanah dan
nama pemohon;

b. Informasi fungsi kawasan hutan sesuai
tahapan pengukuhan;

c. Informasi perizinan di bidang kehutanan;

d. Informasi keberadaan bidang tanah
terhadap keberadaan kawasan hutan;

e. Informasi pola pemanfaatan penguasaan
tanah.

2. Informasi Non Spasial:

a. Daftar penguasaan lebih dari 20 (dua
puluh) tahun;

b. Daftar penguasaan kurang dari 20 (dua
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puluh) tahun;

c. Daftar pola pemanfaatan penguasaan
tanah;

d. Daftar keberadaan bidang tanah terhadap
keberadaan kawasan hutan;

e. Luas kawasan hutan di Provinsi Bengkulu.

lil. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver PTKH) di
wilayah Kabupaten Bengkulu Utara diawali
dengan melakukan pencermatan dan analisis
data permohonan Penyelesaian Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) yang
diajukan  oleh  Bupati Bengkulu Utara.
Berdasarkan hasil pencermatan dan analisis data
permohonan PPTKH, diperoleh hasil bahwa
PTKH di wilayah Desa Urai, Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara berada di dalam
Areal Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk
Penyediaan Sumber TORA Revisi Il dengan luas =
84,04 Ha, sedangkan di Desa Rena Jaya dan Desa
Suka Mulya, Kecamatan Giri Mulya, Kabupaten
Bengkulu Utara seluruhnya berada di luar Areal
Indikatif Alokasi Kawasan Hutan Untuk
Penyediaan Sumber TORA dengan luas + 14,62
Ha. Hasil analisis re-scoring  dengan
menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG)
menunjukkan bahwa lokasi Inver PKTH memiliki
fungsi kawasan hutan produksi.

Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan
Wilayah Tertentu yang Ditunjuk Sebagai
Kawasan Hutan di Provinsi Bengkulu Skala 1 :
250.000 (Lampiran  Keputusan  Menteri
Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.
784/Menhut-11/2012 tanggal 27 Desember 2012)
status areal lokasi Inver PTKH di wilayah
Kabupaten Bengkulu Utara berada di Hutan
Produksi Terbatas (HPT) Air Ketahun dan Hutan
Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) Urai
Serangai. Tidak ada status perizinan di lokasi
Inver PTKH di Kabupaten Bengkulu Utara.

Kondisi fisik penggunaan lahan pada lokasi
Inver PTKH di Kabupaten Bengkulu Utara yang
didasarkan atas hasil interpretasi citra hasil
pengambilan dengan Drone  merupakan
permukiman, fasilitas sosia, fasilitas umum dan
lahan garapan, disajikan sebagaimana gambar di
bawah ini:
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Mulya

Gambar 2. Citra Hasil Drone Lokasi Inver di Kec.
Ketahun

A. Desk Analysis

1. Kajian Fisik

Kajian fisik dilakukan dengan memanfaatkan
sistem informasi geografis melalui tumpang
susun berbagai data spasial terkait. Berdasarkan
pencermatan terhadap usulan permohonan

yang diterima oleh Tim Inventarisasi Dan
Verifikasi Lapangan PTKH, diketahui bahwa
bidang tanah vyang dimohon berada di

Kecamatan Giri Mulya dan Kecamatan Ketahun,
Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.
Pola pemanfaatan penguasaan tanah dalam
kawasan hutan dilakukan dengan menggunakan
citra hasil drone dimana didapatkan hasil bahwa
pola pemanfaatan penguasaan tanah pada
lokasi Inver PTKH Kabupaten Bengkulu Utara
termasuk ke dalam kriteria permukiman, fasilitas
sosial, fasilitas umum dan lahan garapan.

2. Kajian Yuridis

Adapun sejarah perkembangan status fungsi
kawasan hutan pada areal indikatif TORA yang
diusulkan untuk dilakukan Inver PTKH di
Kabupaten Bengkulu Utara adalah sebagai
berikut:

J



a. Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air
Ketahun Register 70, proses pengukuhan
kawasan hutan ini adalah sebagai berikut :
ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi
Terbatas (HPT) melalui Keputusan Menteri
Kehutanan  Nomor  383/Kpts-11/1985
tanggal 27 Desember 1985 dan dilakukan
tata batas di lapangan dan ditindaklanjuti
dengan penanda tanganan Berita Acara
Tata Batas tanggal 20 Januari 1987 dan 2
Maret 1993 oleh Panitia Tata Batas Hutan
Kabupaten Daerah Tingkat Il Bengkulu
Utara; dan

b. Hutan Produksi yang Dapat di-Konversi
(HPK) Urai Serangai, proses pengukuhan
kawasan hutan ini adalah sebagai yakni
ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi
yang Dapat di-Konversi (HPK) melalui
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
383/Kpts-11/1985 tanggal 27 Desember
1985 dan Keputusan Menteri Kehutanan
Nomor SK. 784/Menhut-11/2012 tanggal
27 Desember 2012.

3. Kajian Lingkungan Hidup

Kajian lingkungan hidup terhadap areal PTKH di

Kabupaten Bengkulu Utara dilakukan dengan

analisis spasial menggunakan data peta tematik

hidrologis gambut, jenis tanah serta analisis
kelerengan menggunakan SRTM dan peta
kontur. Analisis lingkungan hidup pada areal
yang dilakukan Inver PTKH Kecamatan Giri Mulya
dan Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara

Selatan, adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Peta Rawan Tanah Longsor yang
diterbitkan oleh Direktorat Perencanaan dan
Evaluasi PDAS, Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Tahun 2015, bahwa
areal tersebut masuk dalam kategori wilayah
yang tidak rawan terhadap potensi longsor;

b. Berdasarkan Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI)
Tahun 2017, wilayah di atas berada di kisaran
500-1000 mdpl. Di Desa Rena Jaya dan Desa
Suka  Mulya memiliki jenis  tanah
latosol/kategori kurang  peka  erosi,
kelerengan 12 -25%/kategori agak curam dan
curah hujan 20,7-27,7/kategori sedang
sedangkan di Desa Urai jenis tanahnya
latosol/kategori kurang peka pada erosi,
kelerengan 25-45%/kategori curam dan
curah hujan 20,7-27,7/kategori sedang;

c. Berdasarkan Peta Indikatif Penundaan
Pemberian lzin Baru, termasuk ke dalam
areal yang ditunda izin barunya baik berupa
hutan alam primer ataupun gambut; dan
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d. Berdasarkan peta hidrologi gambut, di dalam
lokasi Inver PTKH tidak masuk ke dalam areal
gambut.

B. Verifikasi Lapangan

Kegiatan verifikasi lapangan dilakukan dari
tanggal 30 Oktober s.d. 03 November 2018
diawali dengan sosialisasi terhadap teknis
pelaksanaan Inver PTKH kepada seluruh anggota
regu pelaksana, saksi dan perwakilan pemohon
dan klarifikasi data dilaksanakan di Kantor Desa
setempat. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh

Camat, Lurah, Saksi-saksi dan Perwakilan
Pemohon. Selain sosialisasi dilakukan juga
klarifikasi para pihak terhadap kebenaran

dokumen permohonan dan kesaksian para saksi
terhadap kebenaran lokasi yang dimohonkan.

Klarifikasi terhadap kebenaran dokumen
dan domisili pemohon dilakukan dengan
menemui langsung pemohon di rumah (objek)
pemohon dan meminta dokumen asli kartu
identitas berupa Kartu Tanda Penduduk
(KTP)/Surat Keterangan Domisili (SKD) dan Kartu
Keluarga (KK). Bagi pemohon yang tidak dapat
ditemui secara langsung di objek pemohon maka
dilakukan klarifikasi di rumah kepala desa
setempat dengan tetap pemohon membawa
KTP/SKD dan KK asli. Jika pemohon berhalangan
dapat diwakilkan dengan anggota keluarga
pemohon. Untuk Desa Suka Mulya jumlah
pemohon vyang diklarifikasi berjumlah 55
pemohon dengan jumlah bidang 61 yang terdiri
dari 56 bidang permukiman serta 5 bidang fasum
dan fasos. Untuk Desa Rena Jaya jumlah
pemohon vyang diklarifikasi berjumlah 85
pemohon, dengan jumlah bidang 91 yang terdiri
dari 84 bidang permukiman serta 7 bidang fasum
dan fasos. Untuk Desa Urai jumlah pemohon
yang diklarifikasi berjumlah 415 pemohon,
dengan jumlah bidang 508 yang terdiri dari 394
bidang permukiman, 20 bidang fasum dan fasos
dan 94 bidang lahan garapan. Pengukuran titik
koordinat pada garis yang akan dijadikan batas
terluar sesuai usulan dilakukan dengan
menggunakan alat GPS, dan memasang tanda
batas sementara pada setiap titik belok batas
tersebut mengikuti patok yang telah dipasang
oleh setiap pemohon di masing-masing bidang
permohonan. Setelah dilakukan pengolahan
data diperoleh Panjang batas luar pada Desa
Suka Mulya sepanjang + 6,02 Km, Panjang batas
luar pada Desa Rena Jaya sepanjang + 12,50 Km,
dan Panjang batas luar pada Desa Urai sepanjang
+ 96,01 Km.
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Dengan demikian, setelah dilakukan
kegiatan desk analysis dan verifikasi lapangan
terhadap bidang-bidang tanah yang
dimohonkan untuk dilakukan inventarisasi dan
verifikasi penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan, didapatkan hasil sebagai
berikut:

1. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang berupa permukiman,
serta fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas
+ 84,44 Ha, dengan rincian:

a. Desa Suka Mulya seluas + 6,02 Ha dengan

rincian:
- 56 bidang permukiman dengan luas
+ 3,03 Ha.
- 5 bidang fasum dan fasos dengan luas
+ 2,99 Ha.
b. Desa Rena Jaya seluas + 8,60 Ha dengan
rincian:
- 84 bidang permukiman dengan luas
+ 4,56 Ha.
- 7 bidang fasum dan fasos dengan luas
+ 4,04 Ha.
c. Desa Urai seluas + 69,81 Ha dengan
rincian:
- 394 bidang permukiman dengan luas
+ 35,75 Ha.

- 20 bidang fasum dan fasos dengan luas
+ 34,06 m?, dan
dengan mengeluarkan bidang tanah dari
dalam kawasan hutan melalui skema
perubahan batas kawasan hutan.

2. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang berupa lahan garapan
seluas + 14,22 Ha dengan jumlah bidang 94
di Desa Urai dilakukan penyelesaian melalui
skema perhutanan sosial.
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IV.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Inventarisasi dan Verifikasi

Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (Inver

PTKH) terhadap tanah yang dimohon seluas

+ 98,66 Ha di Desa Rena Jaya dan Desa Suka

Mulya, Kecamatan Giri Mulya serta Desa Urai,

Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu

Utara, Provinsi Bengkulu pada kawasan Hutan

Produksi yang dapat di-Konversi (HPK) Urai

Serangai dan Hutan Produksi Terbatas (HPT) Air

Ketahun, disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

A. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang berupa permukiman,
fasilitas umum dan fasilitas sosial seluas
+ 84,44 Ha, dengan mengeluarkan bidang
tanah dari dalam kawasan hutan melalui
skema perubahan batas kawasan hutan.

B. Pola penyelesaian penguasaan tanah dalam
kawasan hutan yang berupa lahan garapan
seluas + 14,22 Ha, dengan penyelesaian
melalui skema perhutanan sosial.

V. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang
Kehutanan.

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017
tanggal 6 September 2017 tentang
Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam
Kawasan Hutan.

Peraturan Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian Selaku Ketua Tim Percepatan
Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam
Kawasan Hutan Nomor 3 Tahun 2018 tanggal
30 April 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Tugas Tim Inventarisasi dan Verifikasi
Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor
837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria dan
Tata Cara Penetapan Hutan Lindung serta
Keputusan Presiden RI Nomor 32 Tahun 1990
tentang Pengelolaan kawasan Lindun




Pendayagunaan Informasi Daya Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup dalam Pembangunan Berkelanjutan
(Sustainable Development)

Oleh: Julijanti
Fungsional Perencana Madya pada Direktorat PDLKWS, Direktorat Jenderal PKTL

Pendahuluan

embangunan berkelanjutan telah
menjadi barometer utama
pembangunan nasional yang
mempertimbangkan antara ketersediaan
sumber daya alam sebagai modal dasar

pembangunan dengan kebutuhan makhluk
hidup sebagai pemanfaatnya. Dalam upaya
pemenuhan terhadap kebutuhan makhluk
hidup tersebut, terjadilah interaksi sosial yang
dapat mempengaruhi tingkat tekanan manusia
terhadap status dan kondisi lingkungan hidup.
Implikasi interaksi sosial pada lingkungan hidup
dapat berupa peningkatan (positif) maupun
penurunan (negatif) fungsi dan produktivitas
lingkungan hidup. Kegiatan yang direncanakan
dengan baik dapat meminimalisir resiko
terhadap lingkungan hidup, namun kegiatan
yang tidak direncanakan (unplanned) umumnya
lebih beresiko terhadap lingkungan hidup.

Pembangunan berkelanjutan bukan suatu
hal yang mustahil untuk dicapai. Dengan
komitmen yang kuat dan dukungan berbagai

pihak dan sektor, hal ini menjadi suatu
keniscayaan untuk diwujudkan. Komitmen
nasional dalam rangka pembangunan

berkelanjutan antara lain dengan mewujudkan
pembangunan rendah karbon dan
berketahanan iklim. Komitmen ini diperkuat
dengan Visi Pemerintah saat ini yang dijabarkan
kedalam Misi Pembangunan Nasional
khususnya poin 4 yaitu mencapai “lingkungan
hidup yang berkelanjutan”. Berdasarkan misi
tersebut, Kementerian LHK berkomitmen untuk
mencapai visi KLHK dalam 5 (lima) tahun
kedepan vyaitu “Terwujudnya Keberlanjutan
Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup
untuk Kesejahteraan  Masyarakat”. Visi
tersebut akan diwujudkan melalui 4 (empat)
misi yaitu:

1. Mewujudkan hutan vyang lestari

lingkungan hidup yang berkualitas,

dan
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2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber
daya hutan dan lingkungan hidup secara
berkeadilan dan berkelanjutan,

3. Mewujudkan  keberdayaan  masyarakat
dalam akses kelola hutan baik laki-laki
maupun perempuan secara adil dan setara,
dan

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
baik.

Dalam rangka mewujudkan
pembangunan berkelanjutan tersebut, masih
terdapat tantangan yang harus dijawab, antara
lain terkait dengan wilayah NKRI yang rawan
bencana. Banyaknya gunung api di Indonesia
menempatkan Indonesia dengan posisi strategis
dan dikenal sebagai “Ring of Fire”. Posisi ini
menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya
alam (SDA) baik hayati maupun non hayati,
yang terdapat di daratan termasuk sumber
daya hutan maupun di lautan. Namun hal ini
juga menjadikan Indonesia rentan terhadap
bencana alam. Untuk itu perencanaan
pembangunan  harus dilakukan  dengan
mempertimbangkan aspek lingkungan hidup
termasuk faktor kebencanaan dan ketersediaan
modal dasar pembangunan baik yang berupa
biotik maupun abiotik.

Menuju pembangunan berkelanjutan
(Sustainable Development) melalui pelestarian
fungsi lingkungan hidup

Pasal 1 Angka (2) menginterpretasikan bahwa
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memiliki 2
(dua) tujuan utama vyaitu (1) melestarikan
fungsi lingkungan hidup, dan (2) mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan hidup. Upaya untuk mencapai
kedua tujuan tersebut dapat dilakukan melalui
kegiatan perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan
penegakan hukum.
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Dalam  upaya—melestarikan  fungsi
lingkungan hidup, maka pembangunan nasional
harus mengintegrasikan pembangunan
ekonomi, sosial dan lingkungan secara adil dan
seimbang untuk mewujudkan pembangunan
berkelanjutan. Beberapa definisi pembangunan
berkelanjutan, diantaranya adalah:

1. Pembangunan untuk memenuhi keperluan
hidup manusia kini dengan tanpa
mengabaikan keperluan hidup manusia
masa datang

2. Memperbaiki kualitas kehidupan manusia
dengan tetap memelihara kemampuan daya
dukung sumberdaya alam dan lingkungan
hidup dari ekosistem yang menopangnya

3. Kemajuan yang dihasilkan dari interaksi
aspek lingkungan hidup, dimensi ekonomi
dan aspek sosial politik sedemikian rupa
masing-masing terhadap pola perubahan
yang terjadi pada kegiatan manusia
(produksi, konsumsi, dsb) dapat menjamin
kehidupan manusia yang hidup pada masa
kini dan masa mendatang dan disertai akses

pembangunan  sosial ekonomi  tanpa
melampaui  batas ambang lingkungan
(WCED, 1987)

4. Upaya sadar dan terencana yang
memadukan aspek lingkungan hidup, sosial,
dan ekonomi ke dalam strategi

pembangunan untuk menjamin keutuhan
lingkungan  hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup
generasi masa kini dan generasi masa depan
(UU 32 Tahun 2009).

Dari keempat definisi tersebut
mengindikasikan adanya 3 (tiga) matra
Pembangunan Berkelanjutan, yang

mengharuskan adanya keberlanjutan:
1. Ekonomi

2. Sosial

3. Ekologi

Keberlanjutan ekonomi tidak akan terjadi
ketika keberlanjutan ekologi (lingkungan) tidak
dijadikan syarat utama dalam pembangunan,
karena keberlanjutan ekologi inilah yang akan
dapat mendukung kebutuhan makhluk hidup
diatasnya sehingga akan terjadi keberlanjutan
sosial. Dalam konteks keberlanjutan ekologi
(lingkungan) — ekonomi - sosial, maka daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup
dalam suatu wilayah harus menjadi salah satu
pertimbangan dalam pengambilan keputusan
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kebijakan pembangunan. Memelihara
kelangsungan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup harus diupayakan untuk
mencapai tujuan pertama UU Nomor 32 Tahun
2009 vyaitu melestarikan fungsi lingkungan
hidup (Pasal 1 angka 6 UU Nomor 32 Tahun
2009).

Urgensi Daya Dukung dan Daya Tampung

Lingkungan Hidup dalam Pembangunan
Berkelanjutan
Pelestarian fungsi lingkungan hidup

dimaksudkan untuk mendukung kehidupan
makhluk hidup melalui pemanfaatan jasa
lingkungan hidup. Pemanfaatan jasa lingkungan
hidup ini dapat terpenuhi ketika daya dukung
dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH)
dapat dipelihara keberlanjutannya. Hal ini
diperkuat secara hukum melalui Pasal 12 Ayat
(2) UU Nomor 32 Tahun 2009 vyang
menyebutkan  bahwa Pemanfaatan SDA
dilaksanakan berdasarkan DDDTLH dengan
memperhatikan:
1. Keberlanjutan proses dan fungsi lingkungan
hidup;
2. Keberlanjutan produktivitas lingkungan
hidup; dan
3. Keselamatan, mutu hidup, dan
kesejahteraan masyarakat.

Tiga pertimbangan utama pemanfaatan
SDA dalam kerangka DDDTLH mengindikasikan

bahwa ada  keterbatasan SDA  dalam
memberikan jasa lingkungan untuk
dimanfaatkan makhluk  hidup  khususnya

manusia. Kesejahteraan manusia akan terjadi
ketika ada jaminan keberlanjutan produktivitas
lingkungan hidup. Produktivitas ini akan
terpenuhi apabila keberlanjutan proses dan
fungsi lingkungan hidup tetap dipelihara. Ini
berarti bahwa dalam konsep DDDTLH, terdapat
fungsi lingkungan hidup sebagai fungsi alami
yang memiliki kapasitas alamiah, batasan
pemanfaatan (ambang batas), dan
pencadangan SDA sebagai katup pengaman
dalam pemanfaatan SDA. Hal ini membawa
konsekuensi bahwa konsep DDDTLH harus
didekati dengan pendekatan jasa ekosistem
atau jasa lingkungan hidup.

Sejalan dengan mandat Pasal 12 Ayat (2)
UU Nomor 32 Tahun 2009, WCED (1987)
merumuskan  Prinsip-Prinsip  Pembangunan

PLANZ.



Berkelanjutan, yang—intinya adalah
dengan mandat pasal 12 ayat (2), yaitu:
1. Keberlanjutan proses pembangunan melalui:
a. terjaminnya keberlanjutan sumber daya
alam
b. terjaminnya keberlanjutan
lingkungan dan manusia
2. Ambang batas penggunaan sumber daya
alam (terutama udara, air, tanah)
3. Korelasi langsung antara
lingkungan dengan kualitas hidup
4. Pola penggunaan sumber daya alam saat ini
mestinya tidak menutup kemungkinan
memilih opsi atau pilihan lain di masa depan
5. Kesejahteraan untuk generasi saat ini dan
generasi mendatang.

sama

kualitas

EREN

Berdasarkan prinsip-prinsip
pembangunan berkelanjutan dan mandat Pasal
12 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2009, maka
informasi DDDTLH dapat berfungsi sebagai:

a. Instrumen perencanaan pembangunan,
antara lain: Rencana Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan
dokumen rencana berbasis lingkungan hidup

lainnya
b. Indikator  keberlanjutan  suatu  proses
pembangunan

c. Indikator kualitas lingkungan serta mutu
hidup dan kesejahteraan manusia

76

d. Indikator evaluasi
pembangunan

e. Pengendalian penggunaan/pemanfaatan
SDA, antara lain: KLHS

f. Indikator dan pengendalian di
landscape, dan (b) level tapak

kinerja perencanaan

level

(a)

Dalam setiap pembangunan tentunya
selalu ada faktor pembatas keberhasilan dan
ketidakberhasilan pembangunan. Namun
apabila faktor-faktor tersebut dapat segera
diidentifikasi dan dikelola dengan baik, akan

dapat diminimalisir tingkat
ketidakberhasilannya. WECD (1987) telah
mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi pembangunan berkelanjutan,

yaitu:

1. Pertumbuhan penduduk (population)

2. Kegiatan atau ekspansi industri (industrial
output per capita)

3. Kebutuhan bahan-bahan konsumsi (food per
capita)

4. Polusi

5. Sumberdaya dan daya dukung dan daya

tampung lingkungan (resources)

Secara grafis urgensi informasi DDDTLH
dalam pembangunan berkelanjutan
sebagaimana gambar 1.
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3 Matra PB/SD: Prinsip-prinsip Pembangunan Berkelanjutan (SD) Faktor Yang Mempengaruhi PB/SD:
1.Keberlanjutan 1.Keberlanjutan proses pembangunan melalui 1.Pertumbuhan penduduk
Sosial Budaya (population)
2.Kegiatan atau ekspansi industri
2.Keberlanjutan (industrial output per capita)
Ekonomi 2. 3.Kebutuhan bahan-bahan konsumsi
\l/ (terutama udara, air, tanah). (food per capita)
Syarat 4.Polusi
3. 3.Korelasi langsung antara kuantitas lingkungan 5.Sumberdaya dan
dengan kualitas hidup —
4.Pola penggunaan sumber daya alam saat ini
mestinya tidak menutup kemungkinan f
memilih opsi atau pilihan lain di masa depan
5.Kesejahteraan untuk generasi saat ini dan Pendekatan Ecosystem
genrasi mendatang Services
| ABIOTIK BIOTIK s ‘
I PENUTUP LAHAN I
| ' I DAYA DUKUNG DAN
: + + : DAYA TAMPUNG LH
1 LI Skor LI Skor [ Skor I (Jasa LH dan Kinerja Jasa
I "I Bobot "IBobot "1Bobot I
I I LH)
| I
i | ittt bkt b : JASA LH
[Penyedia al.: pangan,
air, sumber daya
Antara lain: genetik
Interaksi Ekosistem TISiklus hidrologi IPengatur al.: air, iklim,
[1Produksi serealia pemurnian air, kualitas
Dibentuk oleh dan non serealia udara, mitigasi
Karakteristik [IPenyimpanan bencana
Alamiah: stok karbon [1Pendukung al.: habitat
- Bentang Alam [IPenyimpanan air & kehati, produksi
- Tipe Vegetasi [IPengaturan primer, siklus hara
pencegahan [IKultur al.: warisan
INFORMASI terhadap budaya, estetika,
EKOREGION bencana rekreasi
Pembangunan Pasal 12 Ayat (2) UU 32/2009 Kecenderungan
Berkelanjutan terkait Rambu-Rambu dalam | €= Pperubahan Kinerja Jasa LH
Pemanfaatan SDA

Gambar 1. Urgensi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Dalam Pembangunan
Berkelanjutan
Modlifikasi oleh: Julijanti (2020) dari berbagai referensi.

Pendekatan jasa ekosistem

Dalam konteks jasa ekosistem (jasa lingkungan
hidup), kenapa harus mempertimbangkan daya
dukung dan daya tampung lingkungan hidup?
Karena DDDTLH menjadi indikator kinerja
lingkungan hidup untuk mendukung
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perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain
dan keseimbangan antara keduanya. Apabila
DDTLH dapat dipertahankan atau ditingkatkan
kinerjanya, maka keberlanjutan jasa ekosistem
tetap terjamin dan terjaga. Jasa ekosistem atau
jasa lingkungan hidup menurut PP Nomor 46




Tahun 2017 diartikan sebagai manfaat dari
ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia
dan keberlangsungan kehidupan  vyang
diantaranya mencakup penyediaan sumber
daya alam, pengaturan alam dan lingkungan
hidup, penyokong proses alam, dan pelestarian
nilai budaya. Millenium Ecosystem Services
(MEA, 2005) membagi jasa lingkungan hidup ke
dalam empat fungsi yaitu:

1. Fungsi Penyedia (Provisioning), antara lain
adalah jasa lingkungan hidup sebagai
penyedia: air, pangan, dan serat,

2. Fungsi Pengaturan (Regulating), antara lain

adalah jasa lingkungan hidup sebagai
pengaturan: air, iklim, kualitas udara,
pemurnian air dan pengolahan limbah,
pengaturan penyerbukan alami,

pengendalian hama, dan mitigasi terhadap
bencana alam.

3. Fungsi Pendukung (Suppporting), antara lain
adalah jasa lingkungan hidup sebagai: siklus
nutrisi dan produksi primer.

4. Fungsi Budaya (Culture), antara lain adalah:
estetika, rekreasi, dan warisan budaya.

Fungsi lingkungan hidup merupakan
kapasitas alamiah lingkungan hidup sebelum
ada campur tangan manusia (dimanfaatkan),
yang terbentuk dari interaksi antara bentang
alam dan tipe vegetasi sebagai pembentuk

formasi  ekoregion. Interaksi ini akan
membentuk  suatu  karakteristik  alamiah
tertentu yang bentukannya (ekoregion)

memiliki sifat dan fungsi lingkungan hidup yang
berbeda-beda. Karakteristik alamiah  dari
bentang alam dan tipe vegetasi inilah yang
merupakan modal dasar pembangunan, dan
apabila dimanfaatkan secara bijaksana (sesuai
dengan karakteristik alamiahnya) maka akan
dapat meminimalisir dampak negatif lingkungan
dan juga menghasilkan pembangunan yang
optimal. Fungsi lingkungan hidup antara lain
berupa siklus hidrologi, produksi serealia dan
non serealia, penyimpanan stok karbon,
penyimpanan air, dan pengaturan pencegahan
terhadap bencana.

Jasa lingkungan hidup terbentuk ketika
ada interaksi antara komponen fungsi
lingkungan hidup (bentang alam dan tipe
vegetasi) dengan penutupan lahan. Aktivitas
manusia dapat dipastikan akan berimplikasi
pada perubahan penutupan lahan. Apabila
aktivitas ini cenderung beresiko negatif

terhadap lingkungan maka akan mengganggu
kinerja

jasa lingkungan hidup, sehingga

/8

kemampuan lingkungan hidup dalam
memberikan manfaat bagi manusia cenderung
makin berkurang. Tekanan aktivitas manusia
baik melalui kebijakan maupun pribadi, apabila
tidak dikendalikan akan semakin menekan
kemampuan atau kinerja jasa lingkungan hidup.
Ketika kinerja jasa lingkungan hidup tidak
optimal bahkan cenderung semakin menurun

kemampuan atau SGEERZR maka
keberlanjutan  pembangunan  juga akan
terganggu (terhambat). Mengingat bahwa

sebagian besar jasa lingkungan hidup tersedia
di dalam kawasan hutan, maka keberadaan
kawasan hutan yang memiliki kinerja jasa
lingkungan hidup sangat tinggi dan tinggi di
setiap wilayah dalam satu pulau wajib untuk
dipertahankan. Oleh karena pendekatan
penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup
bersifat close system, artinya hanya menghitung
nilai ketersediaan (supply) dan kebutuhan
(demand) dalam satu pulau serta mengabaikan
arus distribusi dari dan ke pulau lain, maka
mempertahankan dan memelihara fungsi
lingkungan  hidup dengan kinerja jasa
lingkungan hidup yang sangat tinggi dan tinggi
juga wajib dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar
dapat menopang (menyangga) kehidupan
manusia dan makhluk hidup lainnya di wilayah
masing-masing dalam satu pulau. Namun ketika
ada konektivitas antar wilayah dalam satu
ekoregion pada pulau tersebut, maka terjadi
saling ketergantungan antar wilayah sehingga
dapat saling memberi manfaat. Kondisi ini
memungkinkan instrumen ekonomi lingkungan
hidup, antara lain yaitu mekanisme imbal jasa
lingkungan hidup dapat dilakukan melalui
kerjasama antar daerah.
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